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يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌۢ بِمَا نَسُوا۟ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ
“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”
Q.S. Shad Ayat 26[footnoteRef:1] [1:  QS. Shod (5): 8, Al-Qur’an dan Terjemahan Kemenag RI, 2019] 
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Puji syukur saya haturkan atas kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah yang senantiasa mengiringi hamba-hamba-Nya. Shalawat serta salam senantiasa junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat manusia yang kita nantikan syafaat di hari akhir kelak. Dengan segala ketulusan hati, penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :
1. Kedua orang tua tercinta, Bapak dan Ibu Penulis. Karya tulis ini penulis persembahkan untuk beliau sebagai wujud kecil ungkapan terimakasih penulis atas segala doa, motivasi, dukungan yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis hingga dapat menyelesaikan bangku pendidikan perkuliahan. Beriburibu ungkapan kasih tak sebanding dengan segala yang telah beliau berikan. Semoga diberi umur panjang nan berkah, satu persatu kita gapai mimpi dan angan-angan yang hebat.
2. Kakak penulis yang selalu mendukung setiap proses dan memberi arahan dalam pengerjaan skripsi ini.
3. Seluruh anggota keluarga penulis yang selalu konsisten memberikan semangat.
4. Segenap dosen yang terus memberi arahan, bimbingan, dan materi ilmu yang bermamfaat dari awal penulis menjadi mahasiswa hingga saat ini. 
5. Teman-teman Prodi HES yang telah memberi dukungan dan bersama-sama berjuang untuk menyelasaikan tugas akhir.
6. Teman-teman dari organisasi dan ukm yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.
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Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987
1.	Konsonan
	No.
	Arab
	Latin
	
	No.
	Arab
	Latin

	1
	ا
	tidak dilambangkan
	
	16
	ط
	t}

	2
	ب
	b
	
	17
	ظ
	z}

	3
	ت
	t
	
	18
	ع
	‘

	4
	ث
	s\
	
	19
	غ
	g

	5
	ج
	j
	
	20
	ف
	f

	6
	ح
	h}
	
	21
	ق
	q

	7
	خ
	kh
	
	21
	ك
	k

	8
	د
	d
	
	22
	ل
	l

	9
	ذ
	z\
	
	23
	م
	m

	10
	ر
	r
	
	24
	ن
	n

	11
	ز
	z
	
	25
	و
	w

	12
	س
	s
	
	26
	ه
	h

	13
	ش
	sy
	
	27
	ء
	’

	14
	ص
	s}
	
	28
	ي
	y

	15
	ض
	d}
	
	
	
	



	Vokal Pendek
	
	Vokal Panjang

	...َ.   =  a
	كَتَبَ
	kataba
	
	...َا  = a>
	قَالَ
	qa>la

	...ِ.  =  i
	سُئِلَ
	su’ila
	
	اِيْ   = i>
	قِيْلَ
	qi>la

	...ُ.  =  u
	يَذْهَبُ
	yaz\habu
	
	اُوْ   = u>
	يَقُوْلُ
	yaqu>lu



	Diftong
	
	Catatan:
Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

	اَيْ  =  ai
	كَيْفَ
	kaifa
	
	

	اَوْ  =  au
	حَوْلَ
	h}aula
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KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) mempunyai kedudukan hukum yang didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 2 Tahun 2008. Karena itu, kekuatan hukum KHES masih sebatas pada tingkat PERMA, yang tidak termasuk dalam struktur peraturan perundang-undangan secara hierarkis, melainkan tergolong sebagai peraturan semu atau non-legislatif. Meski begitu, keberadaan KHES tetap sangat penting sebab menjadi pedoman untuk para hakim guna menyelesaikan perkara yang terkait dengan ekonomi syariah. Pada kedua perkara ini yaitu putusan Pengadilan Agama Magelang No 1/Pdt.G.S/2023/PA.Mgl dan putusan Pengadilan Agama Boyolali No 882/Pdt.G/2024/PA.Bi. mempunyai karakteristik sengketa yang hampir serupa, namun dalam pertimbangan hakim untuk biaya perkaranya berbeda. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana analisis perbedaan penggunaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Putusan No 1/Pdt.G.S/2023/PA.Mgl dan No 882/Pdt.G/2024/PA.Bi dan faktor apa yang memengaruhi perbedaan pertimbangan hukum sengketa ekonomi syariah pada kedua putusan tersebut.
Data utama penelitian ini bersumber dari salinan putusan Pengadilan Agama Magelang No 1/Pdt.G.S/2023/PA.Mgl dan putusan Pengadilan Agama Boyolali No 882/Pdt.G/2024/PA.Bi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara dan dokumentasi. Dalam pelaksanaannya, penelitiannya memakai metode kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka dan wawancara yaitu melakukan pengkajian bermacam buku, tulisan, wawancara dengan hakim, serta literatur yang relevan dengan topik penelitian, baik yang memiliki sifat primer maupun sekunder. Pendekatan yang dipakai ialah pendekatan normatif empiris, yakni dengan menelaah peraturan perundang-undangan, wanacara dengan hakim, serta dokumen hukum lainnya yang berkaitan. 
Pada penelitian ini putusan pertama pertimbangan hakim dalam biaya perkaranya hanya didasari pasal 181 HIR, sementara putusan kedua pertimbangan hakim dalam biaya perkaranya didasari pasal 181 HIR maupun pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Perbedaan ini menunjukan adanya fleksibilitas dalam penerapan KHES, tetapi sekaligus menggarisbawahi tantangan dalam menjaga konsistensi putusan. 
Hasil penelitian ini yaitu 1) Menunjukan bahwasanya penggunaan KHES sebagai dasar putusan sengketa ekonomi syariah masih belum konsisten. Dari kedua putusannya yang diteliti hanya satu putusan yang memakai KHES sebagai dasar pertimbangan hukum dalam biaya perkaranya yaitu Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 882/Pdt.G/2024/PA.Bi. 2) Faktor yang memengaruhi perbedaan pertimbangan hakim dalam memutus perkara adalah diskresi yudisial atau kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara.
Keyword: KHES, Putusan Hakim, Sengketa Ekonomi Syariah
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PENDAHULUAN
A. [bookmark: _Toc205216242]Latar Belakang Permasalahan
Ekonomi syariah ialah kegiatan atau usaha yang dilaksanakan oleh perorangan, kelompok ataupun badan usaha, baik yang punya badan hukum atau tidak, untuk pemenuhan kebutuhan hidup dengan tetap mengikuti prinsip syariah atau aturan dalam Islam.[footnoteRef:2]  [2:  M. Fauzan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm 3] 

Sistem ekonomi syariah terus mengalami perkembangan pesat seiring meningkat kesadaran masyarakat pada pentingnya nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi. Dengan berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan keberkahan, ekonomi syariah menjadi alternatif yang menarik dalam mengatur kegiatan ekonomi, baik di tingkat individu maupun institusi. 
Indonesia, sebagai kenegaraan dengan dimayoritasi orang Muslim, sudah menjadikan sistem ekonomi syariah sebagai salah satu pilar penting dalam mendukung pembangunan nasional. Hal itu tercermin dari pertumbuhan pesat lembaga keuangan syariah misalnya perbankan syariah, asuransi syariah, serta investasi syariah yang kini menjadi bagian integral dari sistem ekonomi Indonesia. Akan tetapi, di sisi lain, perkembangan tersebut belum didampingi oleh perkembangan peraturan sertakebijakan hukum yang mumpuni, padahal reformasi sistem hukum yaitu syarat pada pembangunan sistem ekonomi. Sejalan dengan perkembangan ini, muncul berbagai tantangan yang memerlukan penyelesaian yang adil serta sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu tantangan utama yaitu penyelesaian sengketa yang timbul dari aktivitas ekonomi syariah. 
Sengketa semacam ini sering kali melibatkan perbedaan pandangan terkait akad atau kontrak yang dipakai dalam transaksi. Dalam konteks hukum Islam, penyelesaian sengketa yaitu hal yang sangat penting untuk menjaga harmoni sertakeadilan, terutama dalam dunia usaha yang semakin kompleks. Secara umum, penyelesaian sengketa bisa ditempuh lewat 2 tahapan, yaitu jalur litigasi serta non-litigasi. Pada sengketa ekonomi syariahnya, penyelesaian lewat jalur non-litigasi bisa dilakukan lewat mediasi, konsultasi, arbitrase, serta metode lainnya. Sementara itu, jalur litigasi berarti penyelesaian sengketa dilakukan melewati lembaga peradilan sesuai dengan aturan hukum acara yang ada.[footnoteRef:3] [3:  Neni Herdiati, dkk, “Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia”, Transekonomika-Akuntansi Bisnis dan Keuangan Vol.1 No 5 September 2021, hlm 86] 

Dalam menyelesaikan sengketa, masyarakat mempunyai dua pilihan jalur, ialah litigasi serta non-litigasi. Jalur litigasi diatur pada pasal 18 UU No 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman. Pada aturan ini ditegaskan bahwasanya kewenangan guna melakukan pengadilan suatu perkara ada di lembaga peradilan negara, seperti Peradilan Umum, Agama, Militer, serta Tata Usaha Negara. Sementara itu, menyelesaikan sengketa secara non-litigasi bisa dilakukan melewati lembaga di luar pengadilan, salah satunya yaitu BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional). Adapun menurut Pasal 49 UU No 50 Tahun 2009 mengenai Peradilan Agama, disebutkan bahwasanya Peradilan Agama mempunyai kewenangan dalam melakukan pemeriksaan, pemutusan serta penyelesaian perkara tingkatan pertama untuk orang Islam di dalam urusan misalnya perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, serta sengketa ekonomi syariah.[footnoteRef:4] [4:  Pasal 49 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama] 

Pengadilan agama di Indonesia mempunyai kewenangan khusus untuk menangani sengketa ekonomi syariah. Menjadi bagian dari sistem hukum nasionalnya, pengadilan agama tidaklah hanya mengacu pada hukum positif, tapi pada prinsip-prinsip syariah yang sudah dikodifikasi dalam KHES. KHES dirancang sebagai pedoman hukum yang memberi landasan untuk hakim untuk memutus perkara ekonomi syariah secara adil, transparan, sertasejalan dengan nilai-nilai Islam. 
Selama ini, dasar hukum dalam ekonomi syariah sebagian besar bersumber dari kitab fiqih, serta sebagian lainnya berasal dari fatwa DSN serta beberapa aturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Dalam praktiknya, ketika terjadi sengketa diantara pihak didalam kegiatan ekonomi syariah seperti antara bank syariah serta nasabah serta kasus tersebut dibawa ke Pengadilan Agama atau BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional), maka penyelesaiannya kerap memakai dua dasar hukum yang berbeda, yaitu fatwa DSN serta Kitab UU Hukum Perdata (KUHPerdata). Langkah ini dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum positif yang belum secara tegas mengatur ekonomi syariah.
Untuk menjawab kebutuhan akan pedoman hukum yang lebih jelas, Mahkamah Agung menerbitkan KHES dengan PERMA No 2 Tahun 2008. Walaupun KHES belum mempunyai kedudukan setara dengan UU dalam hierarki peraturan perundang-undangan karena PERMA tergolong dalam kategori peraturan perundang-undangansemu keberadaannya tetap penting. KHES berperan sebagai panduan bagi para hakim dalam memeriksa serta memutus perkara ekonomi syariahnya, sehingga bisa menciptakan kepastian serta keseragaman hukum dalam praktik peradilan ekonomi syariah.[footnoteRef:5] [5:  Ika Atikah, “Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)) Sebagai Pedoman Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama” Muamalatuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol 9:2m (Juli-Desember 2017) hlm .146] 

Setiap hakim mempunyai ruang interpretasi yang berbeda dalam menilai suatu perkara, yang pada akhirnya menghasilkan putusan yang tidak selalu konsisten. Perbedaan ini sering kali terjadi pada kasus-kasus yang mempunyai karakteristik serupa, tetapi diputuskan dengan pendekatan yang berbeda. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana KHES diinterpretasikan serta diterapkan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Salah satu contoh menarik terkait perbedaan penerapan KHES bisa dilihat dalam dua putusan pengadilan agama, yaitu Putusan No1/Pdt.G.S/2023/PA.Mgl serta Putusan No882/Pdt.G./2024/PA.Bi. Kedua perkara ini mempunyai karakteristik sengketa yang hampir serupa, namun dalam pertimbangan hakim untuk biaya perkaranya berbeda. Putusan pertama pertimbangan hakim dalam biaya perkaranya hanya didasari pasal 181 HIR, sementara putusan kedua pertimbangan hakim dalam biaya perkaranya didasari pasal 181 HIR maupun pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Perbedaan ini menunjukan adanya fleksibilitas dalam penerapan KHES, tetapi sekaligus menggarisbawahi tantangan dalam menjaga konsistensi putusan. 
Kajian terhadap kedua putusan tersebut penting untuk dilakukan, karena bisa memberi gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana KHES diterapkan dalam praktik peradilan. Penelitian ini juga bisa membantu melakukan identifikasi faktor yang memengaruhi perbedaan putusan, seperti perbedaan latar belakang hakim, kompleksitas kasus, serta ketersediaan bukti yang diajukan di pengadilan. Konsistensi dalam penerapan KHES sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan, khususnya dalam konteks ekonomi syariah. Jika hakim mampu membuat keputusan yang konsisten serta sesuai dengan prinsip syariah, masyarakat akan semakin percaya pada kemampuan pengadilan agama dalam menegakkan keadilan. Hal itu, pada gilirannya, bisa memperkuat sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia. Maka dari itu penulis memiliki ketertarikan untuk diteliti lebih dalam lagi untuk menganalisis perbandingan putusan pengadilan terkait penggunaan KHES dalam pertimbangan hakim yang kemudian menuangkannya dalam judul “Studi Komparatif Penggunaan KHES Sebagai Dasar Putusan Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan NO 1/Pdt.G.S/2023/PA.Mgl dan NO 882/Pdt.G/2024/PA.Bi)”
B. [bookmark: _Toc205216243]Rumusan Masalah
1. Bagaimana analisis perbedaan penerapan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/ PA.Mgl dan Putusan Nomor 882/Pdt.G.S/2024/PA.Bi oleh pengadilan agama?
2. Faktor apa yang memengaruhi perbedaan pertimbangan hukum sengketa ekonomi syariah pada kedua putusan tersebut?
C. [bookmark: _Toc205216244]Tujuan Penelitian
1. Menganalisis perbedaan penggunaan KHES dalam Putusan No1/Pdt.G.S/2023/PA.Mgl dan Putusan No 882/Pdt.G/2024/PA.Bi oleh pengadilan agama.
2. Menjelaskan factor yang memengaruhi perbedaan pertimbangan hukum sengketa ekonomi syariah pada kedua putusan tersebut.
D. [bookmark: _Toc205216245]Manfaat Penelitian
1 Manfaat Teoritis
Penelitiannya diharap mampu memperkaya kajian di bidang hukum ekonomi syariah, khususnya dalam memahami penerapan KHES sebagai dasar pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan. Sebagai studi komparatif, penelitiannya juga memberi kontribusi terhadap perkembangan literatur hukum Islam, terutama untuk membandingkan putusan peradilan yang berbeda dengan memakai KHES. Selain itu, penelitian ini bisa menjadi referensi ilmiah bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti yang ingin memperdalam pengetahuan terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui peradilan agama.
2 Manfaat Praktis
Penelitiannya bisa memberi pemahaman kepada para hakim serta praktisi hukum mengenai pentingnya konsistensi penerapan KHES guna menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di pengadilan. Pemahaman tersebut diharapkan bisa membantu meningkatkan kualitas putusan hakim agar lebih sama dengan prinsip hukum Islam. Penelitiannya juga bermanfaat untuk masyarakat yang terlibat pada sengketa ekonomi syariah, karena bisa memberikan wawasan mengenai proses hukum serta dasar pertimbangan yang dipakai pengadilan dalam memutus perkara ekonomi syariah. Untuk pelaku usaha berbasis syariah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai potensi penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan agama yang mengacu pada KHES, sehingga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum syariah di Indonesia.
E. [bookmark: _Toc205216246]Penelitian Terdahulu
Penerapan KHES di Indonesia sudah banyak menarik perhatian dari berbagai peneliti, yang berfokus pada pemahaman, implementasi, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian-penelitian sebelumnya memberikan wawasan yang berharga terkait dengan dampak KHES pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah serta kontribusinya dalam memberikan kepastian hukum dalam transaksi ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah. 
Berdasar pada penelitian ini, maka penulis sudah menyusun berbagai macam referensi, yaitu:
[bookmark: _Hlk190085829]Skripsi yang disusun oleh Boyi Well Djon yang judulnya” KHES Sebagai Pedoman Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pada Peradilan Agama Di Lingkungan Mahkamah Agung)” Hasil penelitiannya menunjukan bahwasanya penerapan KHES menjadi pedoman didalam menyelesaian sengketa perekonomian syariah di Peradilan Agama masih belumlah optimal. Dari 35 keputusan perkara ekonomi syariah yang diteliti, sebanyak 18 keputusan memakai KHES menjadi dasar pertimbangan hukum hakim, tapi penerapannya tetap bersifat parsial serta belum menyeluruh. Sementara itu, 17 keputusan lain sama sekali tidaklah menjadikan KHES menjadi acuan didalam proses pemeriksaan, pemutusan, serta pengadilan perkara ekonomi syariah. Hal itu mencerminkan bahwasanya keberadaan KHES sebagai pedoman hukum belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal oleh para hakim dalam praktik peradilan.[footnoteRef:6] [6:  Boyi Well Djon, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Sebagai Pedoman Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pada Peradilan Agama Di Lingkungan Mahkamah Agung)”, Skirpsi Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, 2023.] 

[bookmark: _Hlk190088032]Skripsi yang disusun oleh Eka Putri Rahayu mahasiswi IAIN Purwokerto yang judulnya “Pengguanaan KHES Dalam Putusan Perkara Perlawanan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan Pembiayaan Fasilitas Murabahah (Studi Kasus Putusan No: 1301/Pdt.G/2019/PA.JP)” Penelitiannya mengungkapkan bahwasanya dalam sejumlah pertimbangan hukum, masih terdapat putusan yang tidak mengacu pada Pasal 36 KHES yang mengatur mengenai wanprestasi. Selain itu, ketika perkara menyangkut kondisi darurat, majelis hakim juga tidak mempertimbangkan Pasal 41 KHES yang secara khusus membahas hal tersebut. Tidak hanya itu, dalam mengartikan wanprestasi atau cidera janji, majelis juga tidak memakai rujukan dari KUHP maupun menerapkan Pasal 37, 38, serta 39 KHES yang menjelaskan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk ingkar janji serta sanksi-sanksi yang bisa dikenakan kepada pihak yang melanggarnya. Hal itu menunjukan bahwasanya belum semua hakim secara konsisten memanfaatkan KHES menjadi dasar hukum didalam menangani perkara ekonomi syariah.[footnoteRef:7] [7:  Eka Putri Rahayu, “Penggunaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Putusan Perkara Perlawanan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan Pembiayaan Fasilitas Murabahah (Studi Kasus Putusan No: 1301/Pdt.G/2019/PA.JP)” Skripsi IAIN Purwokerto, 2020.] 

Skripsi yang disusun oleh Bani Idris Hidayanto yang judulnya “Implementasi KHES Pada Putusan No: 3333/Pdt.G/2014/PA.BL” Hasil skripsi ini membahas terkait Keputusan sengketa ekonomi syariah yang ditolak Pengadilan Agama Blitar terkait akad wadi’ah yad dhamanah. Dalam putusan tersebut, majelis hakim tidak menerapkan KHES menjadi acuap prinsip syariah didalam pemeriksaan, pengadilan, serta penyelesaian perkara. Padahal, sesuai dengan PERMA No 2 Tahun 2008, KHES seharusnya menjadi acuan utama untukhakim dalam menangani perkara yang berhubungan dengan ekonomi syariah. Ketidakterapan KHES dalam putusan ini mencerminkan belum optimalnya implementasi regulasi yang ada dalam menjamin keadilan serta kepastian hukum sesuai prinsip syariah di lingkungan Peradilan Agama.[footnoteRef:8] [8:  Bani Idris Hidayanto, “Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Putusan No: 3333/Pdt.G/2014/PA.BL” Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah, 2016).] 

[bookmark: _Hlk190336243]Artikel yang diterbitkan oleh Sofia Hanida yang judulnya “Implementasi KHES dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Riau” Hasilnya ialah didalam menyelesaikan sengketa, acuan para hakim pada pasal yang ada di KHES serta berpedoman dalil syar’i yang ada dalam Al-Qur’an maupun hadits. Untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah pada Pengadilan Agama, ada kendalanya yaitu hakim yang tersertifikasi ekonomi syariah jumlahnya kurang.[footnoteRef:9] [9:  Sofia Hardani, “Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Riau” Hukum Islam, Vol. 22 : 1 (Juni 2022)] 

[bookmark: _Hlk190421041]Artikel yang diterbitkan oleh Ika Atikah dengan judul” Eksistensi KHES Sebagai Pedoman Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama” Hasil penelitiannya menunjukan bahwasanya KHES hadir sebagai alternatif baru untukpara mencari keadilan di pengadilan agama, sekaligus memberikan kemudahan hakim didalam mengambil Keputusan yang adil didalam melakukan penyelesaian perkara ekonomi syariah. Hal itu penting mengingat masih terbatasnya aturan hukum positif Indonesia yang mengatur secara khusus mengenai ekonomi syariah. Dengan adanya KHES, terjadi kodifikasi serta unifikasi didalam pembaruan hukum ekonomi syariah, hingga kebutuhan akan hukum materiil maupun hukum formil bisa terpenuhi untukpara penegak hukum maupun masyarakat yang mencari keadilan.[footnoteRef:10] [10:  Ika Atikah ”Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)) Sebagai Pedoman Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama” Muamalatuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol 9:2m (Juli-Desember 2017)] 

F. [bookmark: _Toc205216247]Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitiannya yaitu penelitian normatif empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu cara fokus pada menggali makna, memahami konsep, serta menggambarkan fenomena secara mendalam. Pendekatan ini dipakai untuk mencari jawaban atas suatu fenomena secara sistematis dengan memakai metode kualitatif. 
Penelitian normatif empiris dilaksanakan dengan memahami bahan hukumnya yang bersifat doktrinal, seperti peraturan perundang undangan, fatwa, yurisprudensi, serta putusan pengadilan yang berhubungan dengan topik yang dikaji. Penelitian normatif ini memakai studi kepustakaan yaitu metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan data, pengakajian, serta analisis terhadap dokumen dokumen hukum terkait, seperti putusan pengadilan agama, yang bersumber pada Putusan No1/Pdt.G.S/2023/PA.Mgl dan Putusan No 882/Pdt.G./2024/PA.Bi.
2. Pendekatan Penelitian
Penelitiannya memakai pendekatan normatif empiris, yaitu jenis penelitian yang berfokus pada penggunaan konsep-konsep hukum atau norma-norma sebagai dasar acuan. Dengan kata lain, pendekatan ini memanfaatkan aturan-aturan hukum sebagai landasan utama dalam penyusunan karya tulis ini.[footnoteRef:11] Penelitiannya tujuannya untuk mengkaji penerapan hukum yang ada dalam menyelesaikan permasalahan hukum tertentu.  [11:  Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Depok: Prenamedia Group, 2016), 124.] 

Dalam konteks penelitian ini, hukum ekonomi syariah, khususnya KHES, akan menjadi dasar analisis untuk menilai pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan terkait sengketa ekonomi syariah. Penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif memiliki tujuan menemukan asas hukum, konsep hukum, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan peraturan yang berlaku.
3. Jenis Data
Penulis memakai data kualitatif. Data kualitatif sendiri ialah jenis data yang diperoleh dengan cara menggambarkan suatu fenomena dari berbagai sudut pandang atau berdasar pada opini-opini yang berbeda, sesuai dengan keadaan serta realita yang ada di sekitar kita.[footnoteRef:12] Pada penelitian ini, jenis serta sumber data yang dipakai terbagi jadi dua, yaitu data primer serta data sekunder. Kedua jenis data tersebut akan dianalisis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perbedaan penerapan KHES dalam putusan Pengadilan Agama Magelang serta Pengadilan Agama Boyolali. [12:  Helaluddin dan Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik (sekolah Tinggi Theologia Jaffary,2019) hlm 10] 

4. Sumber Data
a. Data Primer
Pada penelitiannya didapatkan dari putusan pengadilan yang menjadi objek kajian, yaitu:
	1. Putusan No1/Pdt.G.S/2023/PA.Mgl yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Magelang.
	2. Putusan No882/Pdt.G./2024/PA.Bi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Boyolali.
Kedua putusan tersebut dianalisis untuk mengetahui bagaimana hakim mempertimbangkan penggunaan KHES dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Perbandingan antara kedua putusan ini menjadi fokus utama Pada penelitian guna mengidentifikasi konsistensi atau perbedaan dalam penerapan hukum ekonomi syariah di Pengadilan Agama.


b. Data Sekunder
Data sekundernya yang dipakai meliputi berbagai literatur hukum yang relevan dan wawancara berfungsi sebagai pelengkap untuk memperkuat data primer. Pada penelitian ini, sumber data sekunder diambil dari waawancara, jurnal, skripsi terdahulu yang masih berkaitan dengan topik penelitian, sehingga bisa memberikan tambahan informasi yang mendukung data primer.
5. Bahan Hukum
a. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer yaitu sumber hukum utama yang mempunyai otoritas serta bisa dijadikan rujukan langsung, seperti UU, Al-Qur’an, serta hadits. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu sumber hukum dari buku, jurnal, yurisprudensi, serta sumber lain yang sejenis. Bahan ini dipakai oleh penulis sebagai referensi atau pendukung dalam menulis karya tulis.[footnoteRef:13] [13:  Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode, 173.] 

b. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu sumber yang bukan dari hukum, namun berfungsi untuk menjelaskan atau memperjelas bahan hukum primer serta sekunder yang sudah dipakai oleh penulis. Contohnya bisa berupa ensiklopedia, kamus hukum, atau buku panduan. Adapun bahan hukum tersier hukum tersiernya diperoleh dari perpustakaan hukum serta database elektronik seperti Google Scholar, ResearchGate, serta repository akademik lainnya.
G. [bookmark: _Toc205216248]Metode Pengumpulan Data
Pada penelitiannya, penulis memakai metode wawancara dan dokumentasi serta studi pustaka guna melakukan pengumpulan datanya yang dibutuhkan. 
1. Metode wawancara ialah salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (interview) merupakan suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasiatau orang yang di wawancarai (interviewee) dengan cara komunikasi langsung.[footnoteRef:14]  Teknik yang digunakan peneliti adalah kualitatif dimana peneliti menggunakan metode wawancara secara mendalam yaitu proses untuk memperoleh keterangan dengan bertatap muka antara yang mewawancarai dengan yang diwawancarai. Adapun narasumbernya adalah Hakim Pengadilan Agama Boyolali. [14:  Iryana, Kawasati Risky, Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif, STAIN Sorong, hlm 4] 

2. Metode dokumentasi ialah cara mengumpulkan data dengan melakukan pengumpulan sumber informasi seperti surat-surat, catatan, transkrip, buku, foto wawancara serta dokumen lain yang relevan, yang kemudian dipakai sebagai bahan rujukan pada penelitian.[footnoteRef:15] Data yang didapatkan penulis sumber asalnya dari berkas putusan Pengadilan Agama Magelang No1/Pdt.G.S/2023/PA.Mgl serta putusan Pengadilan Boyolali No882/Pdt.G/2024/PA.Bi mengenai wanprestasi akad murabahah yang dipahami oleh penulis hingga bisa dijadikan karya ilmiah. [15:  Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015), hlm 78.] 

Metode pustaka yaitu cara yang dilaksanakan penulis untuk melakukan pengumpulan informasi yang relevan dengan permasalahan yang sedang ataupun akan diteliti, biasanya melalui sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, serta dokumen lainnya.[footnoteRef:16] [16:  Abdurrahman Misno, Metode Penelitian Muamalah, Jakarta:Selemba Diniyah,2018, h. 81.] 

H. [bookmark: _Toc205216249]Metode Analisis Data
Metode analisis datanya yang dipakai di penelitiannya ialah analisis kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Analisis dilakukan dengan menelaah data primer berupa Putusan No1/Pdt.G.S/2023/PA.Mgl dari Pengadilan Agama Magelang serta Putusan No882/Pdt.G.S/2024/PA.Bi dari Pengadilan Agama Boyolali. Penelitian ini memfokuskan pada kajian pada dasar pertimbangan hukumnya yang dipakai hakim dalam kedua putusan, khususnya didalam konteks penerapan KHES menjadi landasan hukum didalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. 
Analisis data dilakukan dengan membandingkan kedua putusan untuk mengidentifikasi perbedaan serta persamaan dalam penggunaan KHES. Proses ini meliputi penafsiran aturan-aturan hukum yang berlaku serta evaluasi terhadap konsistensi penerapan KHES di pengadilan agama. Metode ini memiliki tujuan memahami faktor yang memberikan pengaruh perbedaan pertimbangan hukum di kedua pengadilan serta memberikan gambaran mengenai pentingnya penggunaan KHES dalam memutus perkara ekonomi syariah secara adil serta konsisten.
I. [bookmark: _Toc205216250]Sistematika Penulisan
Dalam memberi kemudahan guna memahami serta memberi Gambaran yang jelas terkait proposal penelitiannya, penulis akan menjelaskan sistematika penelitiannya yang dipakai yaitu:
BAB I : Pendahuluan
Pada bab tersebut menjelaskan terkait permasalahan yang diangkat Pada penelitian ini, yang memuat latar belakang masalahnya, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori
Pada bab ini memaparkan mengenai teori yang berguna dalam menganalisis seperti teori Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, teori mengenai putusan hakim, teori mengenai sengketa ekonomi syariah.
BAB III : Data Putusan No 1/Pdt.G.S/2023/PA.Mgl dari Pengadilan Agama Magelang serta Putusan No 882/Pdt.G.S/2024/PA.Bi dari Pengadilan Agama Boyolali.
Pada bab ini berisi gambaran umum analisis perbandingan penggunaan KHES dalam pertimbangan hakim pada sengketa ekonomi syariah pada Putusan No 1/Pdt.G.S/2023/PA.Mgl dari Pengadilan Agama Magelang serta Putusan No882/Pdt.G.S/2024/PA.Bi dari Pengadilan Agama Boyolali.
BAB IV: Analisis Data Putusan No 1/Pdt.G.S/2023/PA.Mgl dari Pengadilan Agama Magelang serta Putusan No 882/Pdt.G.S/2024/PA.Bi dari Pengadilan Agama Boyolali.
Pada bab ini berisi pembahasan serta hasil analisa mengenai perbandingan penggunaan KHES dalam pertimbangan hakim pada Putusan No 1/Pdt.G.S/2023/PA.Mgl serta Putusan No 882/Pdt.G.S/2024/PA.Bi
BAB V: Penutup
Pada bab ini berisikan penutup yang berisi kesimpulan serta saran dari hasil penelitian untuk memberikan manfaat pada pihak yang berhubungan dengan penelitian 
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[bookmark: _Toc205216251][bookmark: _Hlk201228672]BAB II
LANDASAN TEORI
A. [bookmark: _Toc205216252]Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
1. Sejarah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
	Awal mula berdirinya KHES bermula dari diberlakukannya UU No 3 Tahun 2006 yang mengubah UU No 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama. Dengan adanya perubahan ini, otoritas Peradilan Agama diperluas, sehingga kini tidaklah hanya membeirkan penanganan sengketa terkait perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, serta sedekah, tetapi juga bisa menerima kasus seperti permohonan adopsi serta penyelesaian sengketa ekonomi zakat, infaq, sengketa hak milik, sengketa perdata lain antar sesama umat Muslim, serta ekonomi syariah. Dalam UU No 3 Tahun 2006 tersebut dijelaskan bahwasanya ekonomi syariah yaitu segala tindakan ataupun aktivitas usaha yang dijalankan Berdasar pada prinsip syariah, seperti:[footnoteRef:17] [17:  Pasal 49 huruf i UU No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1989] 

a) Bank Syariah
b) Lembaga keuangan mikro syariah
c) Asuransi syariah
d) Reasuransi syariah
e) Reksadana syariah
f) Obligasi serta surat berharga berjangka menengah syariah
g) Sekuritas syariah
h) Pembiayaan syariah
i) Pegadaian syariah
j) Dana pensiun lembaga keuangan syariah
k) Bisnis syariah
	Kehadiran KHES sangat penting serta mendesak sebagai sumber hukum terapanuntukPeradilan Agama didalam memberikan penangana sengketa ekonomi syariah, terutama sesudah keluarnya UU No 3 Tahun 2006. Dengan adanya KHES, hakim tidak lagi punya alasan untuk tidak menyelesaikan perkara ekonomi syariah hanya karena tidak ada aturan yang jelas. KHES berfungsi untuk mempositifkan sekaligus menyatukan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Jika KHES tidak dibuat, hakim di pengadilan agama dalam melakukan pemutusan perkara ekonomi syariah akan mengacu pada kitab fiqih yang berasal dari bermacam madzhab, yang bisa berbeda-beda. Perihal itu bisa menyebabkan ketidak konsistenan putusan antara satu pengadilan dengan pengadilan lain, bahkan antara hakim yang satu dengan yang lain. Kondisi ini sering disebut dengan ungkapan different judge, different sentence atau "lain hakim, lain pendapat serta putusan." KHES sendiri sudah menyesuaikan terhadap ketentuan syariah yang berlaku, sehingga memberikan panduan yang lebih seragam serta jelas dalam praktik peradilan.[footnoteRef:18] [18:  Rudi Hermawan, Buku Ajar Hukum Ekonomi Islam (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), hlm 7] 

2. Pengertian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
		Menurut bahasa, kata kompilasi asalnya dari kata bahasa Inggris compile yang berarti melakukan penyesuan, pengumpulan serta penghimpunan. nSedangkan menurut Oxford English Dictionary, pengertian hukum yaitu sekumpulan Masyarakat menjadi suatu yang memiliki kekuatan mengikatuntukwarganya.[footnoteRef:19] [19:  Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm 376.] 

		Ekonomi syariah ialah aktivitas ataupun usaha yang dilaksanakan oleh individu, kelompok, ataupun badan usaha baik yang beda hukum maupun tidak untuk memberikan pemenuhan komersial dengan mengikuti prinsip syariah.[footnoteRef:20] Jadi, bisa disimpulkan bahwasanya KHES yaitu kumpulan peraturan hukum yang sumbernya dari Al-qur’an dan hadits yang melakukan pengaturan mengenai ekonomi Islam. [20:  M. Fauzan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm 3] 

3. Tujuan Penyusunan KHES
		Sebagai sumber hukum materiil yang dilakukan penerapam di peradilan agama untuk perkara ekonomi syariahnya, KHES juga berfungsi sebagai pedoman untuk hakim di dalam melakukan pemeriksaan serta pemutusan perkara itu. Namun, perihal itu tidaklah memberikan pengurangan tanggung jawab hakim dalam menggali serta menemukannya hukum yang tepat agar bisa memberi putusan yang adil dan benar.[footnoteRef:21] [21:  Mardani, Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018). Hlm 304-305] 

		Jadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa tujuannya dibuat KHES yaitu untuk memudahkan para praktisi hukum dalam menentukan serta memberikan keputusan perkara yang berhubungan dengan ekonomi syariah.
4. Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
a. KHES Melengkapi Pilar Peradilan Agama
Munculnya UU No3 Tahun 2006 yang mengubah UU No7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama membawakan perubahan besar untuk posisi serta eksistensi peradilan agama di Indonesia. Beberapa kewenangan baru diberikannya pada pengadilan agama, terutama didalam bidang Hukum Keluarga Islam. Selain itu, pengadilan agama mempunyai kewenangan guna menyelesaikannya perkara di bidang ekonomi syariah, yang mencakup berbagai sektor seperti perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, serta bisnis syariah secara umum.[footnoteRef:22] [22:  Mardani, Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia. Hlm 306] 

b. KHES pedoman bisnis syariah di Indonesia
	Bisnis syariah di Indonesia berkembang pesat, sehingga dibutuhkan pedoman yang jelas, seperti UU, peraturan pemerintah, Peraturan OJK, Fatwa DSN, dan KHES, agar bisnis berjalan sesuai prinsip syariah.[footnoteRef:23] [23:  Mardani, Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia. Hlm 306] 

B. [bookmark: _Toc205216253]Putusan Hakim
1. Pengertian Putusan Hakim
		Secara bahasa, kata "putusan" asalnya dari kata dasar “putus” yang selanjutnya mengalaminya proses afiksasi dengan penambahan akhiran “an” sehingga menjadikan "putusan". Menurut KBBI, putusan berarti "hasil memutuskan". Didalam bahasa Inggris, kata putusan sepadan dengan "decision" ataupun "verdict", sedangkan didalam Bahasa Belanda terkenal dengan istilah "beslissing" ataupun "vonnis".
Putusan sendiri yaitu pernyataan hakim yang ditulis serta diucapkan didalam siding terbuka untuk umum menjadi hasilnya pemeriksaan suatu perkara gugatan.[footnoteRef:24] [24:  Bahrussam Yunus (Editor), Teknis Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama, Yogyakarta, UII Press, Cetakan Pertama, 2020, halaman 213.] 

		Kemudian di literatur sekarang, para ahli hukum berusaha menyampaikan penjelasan pada apa yang disebut dengan Keputusan pengadilan. Terbiasa beragam penjelasan yang beda terkait keputusan pengadilan, tapi jika dipelajari secara mendalam diantara pengertian tersebut, maka kita akan membiasakan penjelasan yang kurang lebih sama diantaraa satu definisi dengan definisi lain.
		Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H. yang dikutip oleh Mayor Chk Salis yang dimaksud dengan putusan hakim yaitu bentuk pernyataan yang diucapkan hakim di dalam persidangan yang berwenang menjadi pejabat kenegaraan yang sudah diberikan tugas dan tanggungjawab didalam melakukan penyelesaian permasalahan ataupun sengketa kepada pihak-pihak yang bersangkutan.[footnoteRef:25] [25: Mayor Chk Salis A.W., “Beberapa Istilah Dalam Putusan Hakim”, https://www.dilmil-yogyakarta.go.id/beberapa-istilah-dalam-putusan-hakim/, diakses 10 Maret 2025] 

		Menurut DR. H. Mukti Arto, S.H., M.H yang dikutip oleh Aris Setiawan yang dimaksud putusan ialah pernyataan hakim yang di tuangkan didalam bentuk tertulis serta diucapkan oleh hakim didalam sidang terbuka untuk umum.[footnoteRef:26] [26:  Aris Setiawan, https://www.pa-slawi.go.id/artikel-pa/822-mengenal-putusan-perdata-dalam-peradilan, diakses 10 Maret 2025] 

2. Jenis Putusan Hakim
a. Putusan Sela
	Putusan sela yaitu keputusan yang sifatnya masih sementara dikarenakan putusan ini belum dinyatakan putusan akhir, sehingga untuk praktiknya putusan ini diucapkan sebelum putusan akhir dijatuhkan dan diucapkan terpisah. Ada beberapa jenis putusan sela yaitu:[footnoteRef:27] [27:  Laila M. Rasyid & Herinawati, Hukum Acara Perdata (Aceh: Unimal Press,2015), hlm 99] 

1) Putusan Preparator ialah putusan yang dijatuhkannya oleh hakim yang bertujuan untuk melakukan persiapan serta memeriksa perkara, tujuan putusan ini yaitu untuk mempersiapkan persidangan dan tidak mempengaruhi pokok perkara.
2) Putusan Interlokutor ialah putusan yang dijatuhkannya oleh hakim dengan putusan yang berisi perintah pembuktian, putusan ini bisa memberikan pengaruh pokok perkara.
3) Putusan Provisionil ialah keputusan yang dijatuhkannya berdasar pada permohonan antara penggugat dan tergugat, putusan ini memiliki sifat sementara untuk kepentingan pihak yang sedang berperkara.
4) Putusan Insidentil ialah penjatuhan keputusan hakim berhubung dengan adanya “insiden”.
b. Putusan Akhir 
	Putusan akhir yaitu keputusan yang mengakhiri perkara pada tingkatan peradilan tertentu.
Putusan akhirny bisa dibedakan jadi 5 jenis, yaitu:
1) Putusan Deklaratoir yaitu putusan yang diputuskan oleh hakim dengan maksud menjelaskan atau menentukan apakah benar terdapat keterangan dari pemohon.
2) Putusan Konstitutif yaitu putusan yang diputuskan oleh hakim dengan tujuan menciptakan suatu kondisi hukum yang baru.
3) Putusan Kondemnatoir ialah putusan yang amarnya memberikan hukuman pihak yang dikalahkan.
4) Putusan Kontradiktoir ialah putusan yang diputuskan oleh hakim yang ditinjau dari sudut kehadiran para pihak pada proses persidangan.
5) Putusan Verstek yaitu putusan yang diputuskan hakim dalam perihal tergugat tidaklah pernah melaksanakan dan hadir pada proses persidangan walaupun sudah dipanggil oleh pengadilan setempat.
C. [bookmark: _Toc205216254]Sengketa Ekonomi Syariah
1. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah
Sengketa yaitu perselisihan karena adanya perbedaan penbisa atau pandangan antara dua pihak atau lebih, sehingga mereka tidak mempunyai kesamaan pemahaman mengenai kepentingan yang sedang diperjuangkan bersama.[footnoteRef:28] [28:  Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 5.] 

	Menurut Witanto, sengketa yaitu permasalahan dintara perorangan ataupun kelompok yang memiliki tujuan sama dalam merealisasikanya kepentingan tersebut. Namun, dalam proses pencapaian tujuan itu, bisa muncul akibat hukum yang mempengaruhi pihak-pihak yang terlibat. Sengketa ini biasanya berhubungan melaksanakan kontrak, pembayaran, atau praktik bisnis lain. Dari sini, penulis menyimpulkan bahwasanya sengketa ekonomi syariah sering terjadi karena ketidakpahaman terhadap isi kesepakatan dalam surat perjanjian yang sudah dibuat, sehingga dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan dalam perjanjian tersebut.
	Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwasanya sengketa ekonomi syariah yaitu konflik atau perselisihan yang terjadi diantara dua pihak ataupun lebih yang terlibat di dalam aktivitas usaha sesuai pada prinsip serta asas hukum ekonomi syariah. Perselisihan ini biasanya muncul karena berbedanya pandangan terkait kepentingan ataupun hak milik, yang kemudian menimbulkan akibat hukum untuk para pihak dan bisa berujung pada pemberian sanksi terhadap pihak yang dianggap bersalah.
Adapun faktor yang menyebabkan sengketa ekonomi syariah ialah adanya tindakan penipuan, yaitu salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sesuai yang sudah disepakati, menjalankan kewajiban tapi tidaklah tepat waktu, ataupun melaksanakan suatu yang harusnya dilarangan didalam perjanjian. Hal-hal tersebut bisa menimbulkan kerugian untuk salah satu pihak dan menjadi pemicu timbulnya sengketa.
2. Jenis-Jenis Sengketa Ekonomi Syariah
	Saat belajar permasalahan ekonomi syariah yaitu perselisiah ekonomi islam, kita butuh tahu apa saja yang tergolong sengketa ekonomi syariah ini. Penulis akan menjelaskannya di bawah ini Jenis sengketa ekonomi syariah. Adapun jenis sengketa ekonomi syariah ialah:
a. Sengketa yang muncul karena ada ingkar janji 
Sengketa yang disebabkan oleh ingkar janji ataupun dikenal sebagai wanprestasi, yaitu jenis sengketa yang timbul akibat kelalaian dari pihak di dalam melaksanakan kewajibannya. Kelalaian ini menyebabkan prestasi yang sudah disepakati dalam suatu akad atau perjanjian tidak terpenuhi. Padahal, perjanjian tersebut sebelumnya sudah disepakati bersama secara sukarela dengan tidak ada unsur paksaan. 
	Menurut Subekti, terdapat bentuk tindakan yang bisa dikategorikan menjadi wanprestasi atau ingkar janji. Bentuk-bentuk wanprestasi tersebut yaitu:[footnoteRef:29] [29:  Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa), 2005, hlm 45] 

1) Prestasi yang sudah disepakati dalam akad tidak dipenuhi sama sekali;
2) Prestasi memang dipenuhi, tetapi dilakukan tidak tepat waktu sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian;
3) Prestasi dilaksanakan, namun tidak sesuai isi perjanjian atau terjadi kekeliruan dalam pelaksanaannya.
4) Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjain.
Sebagaimana menurut Subekti, bisa dipahami bahwasanya terdapat sejumlah tindakan yang bisa diklasifikasikan sebagai bentuk wanprestasi. Hal itu menjadi pengingat agar setiap individu lebih berhati-hati dalam bertindak, khususnya dalam menjalankan isi perjanjian, agar tidak sampai melanggar kewajiban yang sudah disepakati. Selain mengenali sikap yang berpotensi timbulnya wanprestasi, penting juga dalam pemahaman konsekuensi yang bisa timbul bila seseorang melakukan pelanggaran terhadap perjanjian. Beberapa akibat yang mungkin terjadi akibat perbuatan wanprestasi yaitu:
1) Bisa dikenakan sanksi yang mana sanksi tersebut berbentuk ganti rugi
2) Bisa mengakibatkan batalnya suatu kontrak yang sudah kita janjikan serta kita laksanakan.
3) Bisa memunculkan peralihan resiko akibat perbuatan yang kita laksanakan.
4) Bisa dibebani menjadi pihak yang melakukan pembayaran perkara.
Melihat berbagai akibat dari perbuatan wanprestasi yang sudah dijelaskan sebelumnya, penting untuk disarankan agar setiap pihak senantiasa patuh terhadap aturan yang berlaku dan menjalankan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Sebab, jika rasa tanggung jawab diabaikan, maka konsekuensinya akan kembali kepada diri sendiri dalam bentuk kerugian hukum, material, maupun moral akibat pelanggaran yang sudah dilakukan.
b. Sengketa Perbuatan Melawan Hukum
Pasal 1365 KUHPerdata menjelaskan bahwasanya perbuatan melawan hukum yaitu setiap sikap yang bertentangan dengan hukum dan menyebabkan rugi pada orang lain, hingga pelaku yang salah wajib menggantikan kerugian tersebut. Unsur perbuatan melawan hukum yaitu ada sikap yang melanggar hukum, kesalahan pelaku, kerugian yang dialami korban, serta hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian. 
Tuntutan atas dasar perbuatan melawan hukum tidak memerlukan adanya perjanjian antara pihak yang bersengketa, sehingga pihak yang dirugikan bisa mengajukan gugatan meskipun tidak ada hubungan perjanjian sebelumnya, termasuk pihak ketiga. 
Ada tiga jenis perbuatan melawan hukum, yaitu yang dilakukan secara sengaja, tanpa sengaja maupun kelalaian, serta dikarenakan lalai. Wanprestasi berbeda dengan perbuatan melakukan lawanan hukum.
c. Force Majeur
	Kondisi yang mana debitur tidaklah mampu memberikan pemenuhan serta pelaksanaan prestasinya akibat situasi di luar kendali manusia disebut force majeure. Sengketa yang muncul dari force majeure umumnya berkaitan dengan perbedaan penbisa mengenai apakah suatu kejadian layak diakui sebagai force majeure oleh pihak-pihak terkait atau tidak.[footnoteRef:30] [30:  Abdul Halim Muhammad Sholeh, “Sengketa Ekonomi Syariah dan Kesiapan Peradilan Agama”, Jurnal Bimas Islam, vol 8, no 1, 5-7.] 


3. Landasan Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah
	Didalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tentu perlu adanya landasan hukum untuk mneyelesaikan sengketa tersebut. Berikut beberapa landsan hukumnya:
a. Al-Qur’an Surah Al Hujarat ayat 9[footnoteRef:31] [31:  QS.Al-Hujurat (49): 9, Al-Qur’an dan Terjemahan Kemenag RI, 2019] 

وَاِنْ طَاۤىِٕفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَاۚ فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْۤءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِۖ فَاِنْ فَاۤءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْاۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ
Terjemah:
“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia sudah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

Dalam ayat tersebut, Allah SWT memerintahkan setiap umat Islam selalu bersikap adil dalam segala hal, termasuk dalam menyelesaikan perselisihan antar sesama umat Islam. Sikap adil sangat dianjurkan dikarenakan Allah cintai orang orang yang adil serta benci mereka yang tidak mampu melakukan penerapan keadilan pada sesama manusia yang berlaku adil dan membenci mereka yang tidak mampu menerapkan keadilan terhadap sesama manusia.
b. Hadits
Diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :[footnoteRef:32] [32:  Abū ‘Īsā Muḥammad ibn ‘Īsā at-Tirmiżī, Jāmi‘ at-Tirmiżī , Kitāb al-Aḥkām, Bāb mā żukira ‘an Rasūlillāh ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam fī aṣ-ṣulḥ, no. 1352 (Riyadh: Dārussalām, 2007), 3/634.
] 

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
“Berdamai dengan sesama muslimin itu diperbolehkan kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal. Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang sudah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram”

		Di dalam hadits tersebut dijelaskan bahwasanya Allah SWT memperbolehkan seorang Muslim untuk membuat kesepakatan damai, asalkan dalam kesepakatan itu tidak ada hal yang mengharamkan sesuatu yang halal, dan sebaliknya. Hal itu penting karena unsur-unsur yang bermengenaian dengan syariat Islam tidak diperbolehkan, mengingat syariat Islam dijadikan sebagai pedoman hidup untuk manusia di dunia ini.
c. KUHPerdata
		Pada pasal 1338 KUHPerdata dijelaskan bahwasanya seluruh perjanjian yang dibuat sama dengan ketentuan hukum berlaku sebagai UU untuk para pihak yang membuatnya. Perjanjian itu tidaklah untuk dapat dibatalkan kecuali atas persetujuannya bersama kedua belah pihak ataupun sesuai alasan yang diatur UU. Selain itu, perjanjian wajib dilakukan dengan itikad baik. 
Berdasar pada landasan hukum tersebut, bisa dipahami bahwasanya guna menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, kita harus memperhatikan prinsip menyelesaikan sengketa yang berlaku khusus pada bidang ekonomi syariah. Prinsip-prinsip tersebut akan membantu dalam memahami dan mengatur proses menyelesaikan sengketa ekonomi syariah secara adil dan sama dengan ketentuan yang berlaku:
1) Memakai sikap adil didalam melakukan penyelesaian ataupun pemutusan suatu perkara sengketa, hingga dari hal tersebut tidak ada pihak yang merasakan rugi.
2) Mengunakan sikap kekeluargaan.
3) Bisa menjamin informasi yang bersifat rahasia dari sengketa yang dialami oleh para pihak.
4) Bisa menyelesaikan permasalahan secara komprehensif didalam kebersamaan.[footnoteRef:33] [33:  Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syarīah Teori dan Praktik, (Jakarta: Kencana, 2017).hlm 10] 

	Maka, Berdasar pada beberapa penjelasan yang sudah disampaikan, bisa disimpulkan bahwasanya penyelesaian sengketa ekonomi syariah haruslah berlandaskan pada dasar hukum yang sama dengan prinsip-prinsip syariah serta mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, proses penyelesaian harus dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah, terutama prinsip keadilan antar sesama manusia. Hal itu sejalan dengan kasih sayang Allah swt kepada hamba-Nya yang selalu menjunjung tinggi sikap adil dalam hubungan antar sesama.
4. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah
	Pada dasarnya, Pasal 3 UU No 14 Tahun 1970 mengenai Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwasanya badan peradilan yang ada dibawah kekuasaan kehakiman dan berpuncak pada MA mempunyai kewenangan dalam pemeriksaan serta memutus sengketa. Maka, sengketa ekonomi syariah biasanya diselesaikannya melalui proses peradilan atau jalur litigasi. Namun, sesuai dengan Pasal 1851, 1855, dan 1858 KUHPerdata serta UU No 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, para pihak juga mempunyai pilihan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, misalnya melalui arbitrase.[footnoteRef:34] [34:  Erie Hariyanto, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia,” Iqtishadia Vol. 1 No. 1 Juni, 2014, 42] 

	Langkah awal yang ditempuh pihak yang memiliki perselisihan sebelum melibatkan pihak ketiga misalnya mediator yaitu melalui perdamaian. Untuk mewujudkan damai yang sejati, prinsip utama yang harus dijunjung yaitu kesadaran kedua belah pihak untuk Kembali pada ajaran Allah di dalam menyelesaikannya semua permasalahan. Ṣulḥu yaitu usaha dalam mendamaikannya kedua pihak yang memiliki perselisihan, bertikai, saling mendendam, didalam melakukan pertahan hak masing masing, dengan harapan perselisihan itu bisa berakhir.[footnoteRef:35] [35:  Hendra Pertaminawati, “Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah dan Penyelesaiaanya”, Dirasat: Jurnal Studi Islam & Peradaban, vol. 14, no. 02, 2019, 59-83.] 

a. Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi
Penyelesaian sengketa secara litigasi berarti menyelesaikan sengketa melewati proses pengadilan. Pengadilan yaitu lembaga resmi yang difasilitasi oleh negara sebagai wujud fungsi hukum. Para pihak yang mengalami perselisihan di dalam bidang ekonomi syariah bisa membawa masalahnya ke pengadilan, karena pengadilan berperan sebagai representasi fungsi hukum dan alat penegakan keadilan.
Secara hukum, sengketa ekonomi syariah bisa diajukan ke pengadilan agama dikarenakan Hal itu termasuk dalam kewenangan mutlak pengadilan agama. Hal itu tertuang pada pasal 49 UU No 3 Tahun 2006 terkait Perubahan atas UU No 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama yang sudah diubah dengan UU No 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwasanya pengadilan agama mempunyai tugas serta kewenangan guna melakukan pemeriksaan, pemutusan serta penyelesaian perkara tingkatan pertama diantara umat Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Wakaf, Hibah, Zakat, Infaq, Shadaqah, serta Ekonomi Syariah.
Dengan begitu, segala bentuk perselisihan dan masalah yang berhubungan dengan ekonomi syariah yaitu kewenangan mutlak Pengadilan Agama untuk diperiksa, diputuskan, serta diselesaikan.
b. Penyelesaian Sengketa Jalur Non-Litigasi
	Selain penyelesaian melewati jalur litigasi ataupun pengadilan, pihak yang memiliki sengketa juga bisa menyelesaikan permasalahan melewati jalur non-litigasi ataupun di luar pengadilan. Non-litigasi yaitu mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan tanpa memakai prosedur hukum formal.[footnoteRef:36] [36:  Adil, Dasar-Dasar Hukum Bisnis Edisi 2. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016. Hlm 211] 

		Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang dikenal sebagai ADR (Alternative Dispute Resolution), kini sudah menjadi bagian dari prosedur berperkara di pengadilan. Berdasar pada Aturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 mengenai prosedur mediasi di pengadilan, mediasi yaitu metode menyelesaikan sengketa secara damai yang efektif serta tepat. Mediasi juga membuka kesempatan luas untuk oihak dalam menyelesaikan yang memuaskan serta adil dan mempertingkatkan akses masyarakat pada keadilan dan mewujudkannya prinsip peradilan yang sederhana, cepat serta biayanya ringan. 
		Adapun beberapa jenuis penyelesaian sengketa dengan jalur ADR, di antaranya:[footnoteRef:37] [37:  M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Pembuktian, Persidangan, dan Penyitaan Ed. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm 289.] 

1) Mediasi melewati kompromi di antara para pihak. Dan pihak ketiga yang tidak sebagai mediator hanyalah menjadi penolong serta  fasilitator.
2) Konsoliasi melewati konsiliator:
a) Pihak ketiga yang tidak menjadi konsiliator memiliki peran merencanakan perdamaian.
b) Tetapi keputusan tetap di tangan para pihak.
3) Expert Determination. Memilih ahli memberi penyelesaian yang menentukannya. Maka Keputusan yang diambil mengikatkan pada para pihak.
4) Mini Trial. Pihak bersepakat memilih advisor yang akan melakukan tindakan:
a) Membagi opini pada kedua belah pihak.
b) Opini dibagikan advisor seusai mendengar masalah sengketa dari kedua belah pihak.
c) Opini berisikan kekurangan serta kelebihan para pihakm serta juga membagi argument bagaimanakan cara menyelesaikan yang wajib diselesaikan para pihak.
		Ada pula penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Di Indonesia, arbitrase diatur dalam UU No 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pembentukan UU ini berlandaskan pada UU No 14 Tahun 1970 mengenai Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam penjelasan Pasal 3 (1) disebutkan bahwasanya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, baik melalui perdamaian maupun arbitrase, dibolehkan. Tapi, keputusan arbitrase hanyalah bisa dijalankan secara eksekutorial sesudah mendapatkan izin eksekusi dari pengadilan.
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[bookmark: _Toc205216255][bookmark: _Hlk201228776]BAB III
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MAGELANG NO 1/Pdt.G.S/2023/PA.Mgl DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BOYOLALI NO 882/Pdt.G/2024/PA.Bi
A. [bookmark: _Toc205216256]Profil Pengadilan Agama Magelang
1. Sejarah Pengadilan Agama Magelang[footnoteRef:38] [38:  https://pa-magelang.go.id/sejarah-pengadilan/ diakses pada 12 Mei 2025, Pukul 10.00 WIB] 

Sebelum tahun 1977, Pengadilan Agama Magelang beroperasi di Masjid Agung Magelang. Sesudah tahun tersebut, kantor pengadilan pindah ke wilayah Kecamatan Tegalrejo dengan fasilitas yang disediakan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 11 (1) UU No7 Tahun 1970 mengenai Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 5 Ayat (2) UU No 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama. Pada masa itu, daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Magelang sangatlah luas dikarenkaan ikut batas administratif Kota serta Kabupaten Magelang.
Seiring waktu, terjadi pemekaran wilayah pemerintah menjadi dua entitas terpisah, yaitu pemerinta kota serta kabupaten. Maka, Pengadilan Agama haruslah melakukan penyesuaian diri dengan melakukan pemisahan yurisdiksinya sesuai dengan pembagian tersebut. Akhirnya, di tahun 1987, dibentuk dua Pengadilan Agama baru: Pengadilan Agama Mungkid yang meliputi wilayah Kabupaten Magelang dan Pengadilan Agama Kota Magelang yang mencakup tiga kecamatan di Kota Magelang. 
Namun, Departemen Agama pada waktu itu belum siap untuk melakukan pemisahan itu, hingga meski wilayah hukum Pengadilan Agama Magelang yaitu Kota Magelang, kantor pengadilan masih berada di Kecamatan Tegalrejo, yang masuk wilayah Pengadilan Agama Mungkid. Baru pada tahun 2000, untuk meningkatkan layanan pada Masyarakat Kota Magelang, Pengadilan Agama Magelang menempati gedung baru.
Pemerintahan Kota Magelang kemudian menyediakannya sarpras dengan melakukan peminjaman Gedung diperuntuk operasional Pengadilan Agama Kota Magelang. Sebelum akhirnya mempunyai gedung permanen sendiri, kantor pengadilan pernah berpindah sebanyak tiga kali. Pada tanggal3 Maret 2009, gedung baru Pengadilan Agama Magelang diresmikan. Gedung tersebut berdiri megah di atas tanah seluas 3.647 m² dengan luasnya bangunan 1.000 m², berlokasi di Jalan Sunan Giri, Jurangombo Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Magelang[footnoteRef:39] [39:  https://pa-magelang.go.id/visi-dan-misi/ diakses pada 12 Mei 2025, Pukul 10.00 WIB] 

[bookmark: _Hlk198055910]Pengadilan Agama Magelang mempunyai Visi-Misi yaitu :
a. Visi:
 “Terwujudnya Pengadilan Agama Magelang Yang Agung”
b. Misi: 
1) [bookmark: _Hlk198056134]Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Magelang.
2) [bookmark: _Hlk198056184]Memberipelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3) [bookmark: _Hlk198056254]Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Pengadilan Agama Magelang.
4) [bookmark: _Hlk198056304]Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama Magelang.
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Magelang[footnoteRef:40] [40:  https://pa-magelang.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan/ diakses pada 12 Mei 2025, pukul 10.10 WIB] 

a. Tugas Pokok Pengadilan Agama Magelang
1) Pengadilan mempunyai wewenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 (1) UU No 14 Tahun 1970.
2) Dari Pasal 1 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004 mengenai Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan negara yang bersifat independen dalam menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum serta keadilan berdasar pada nilai-nilai Pancasila, demi terwujudnya negara hukum Republik Indonesia.
3) Dalam Pasal 49 UU No 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama, yang sudah diubah dengan UU No 3 Tahun 2006 serta kemudian diperbarui kembali melalui UU No 50 Tahun 2009, disebutkan bahwasanya Peradilan Agama memiliki tugas serta wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara pihak-pihak yang beragama Islam, yang mencakup bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Ekonomi Syariah, serta Pengangkatan Anak.
4) Sesuai Pasal 52A, Pengadilan Agama juga mempunyai kewenangan untuk menetapkan itsbat kesaksian rukyatul hilal serta penentuan awal bulan dalam kalender Hijriyah.
b. Fungsi Pengadilan Agama Magelang
Peran utama Pengadilan Agama adalah menjalankan wewenang kehakiman pada tingkat pertama untuk menyelesaikan sejumlah perkara perdata yang bersifat khusus. Ketentuan ini tercantum dalam UU No7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama, yang sudah mengalami perubahan melalui UU No 3 Tahun 2006 dan diperbarui kembali oleh UU No 50 Tahun 2009. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwasanya Pengadilan Agama merupakan institusi yang menjadi bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman dan ditujukan bagi warga negara beragama Islam yang membutuhkan penyelesaian hukum atas persoalan tertentu. Beberapa fungsi utama yang dijalankan oleh Pengadilan Agama antara lain adalah:
1) Melaksanakan pelayanan administratif yang berkaitan dengan proses perkara di tingkat banding, kasasi, serta peninjauan kembali, termasuk administrasi lain yang berhubungan dengan tugas peradilan.
2) Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum untuk mendukung operasional seluruh bagian di lingkungan kerja Pengadilan Agama.
3) Memberikan penjelasan, panduan, serta pandangan hukum Islam kepada instansi pemerintahan yang berada dalam yurisdiksi hukumnya apabila diminta.
4) Menyediakan masukan, penafsiran, dan telaah hukum Islam kepada lembaga pemerintah dalam wilayah hukum Pengadilan Agama jika diperlukan.
5) Menawarkan arahan, penafsiran, dan pendapat hukum Islam kepada pihak pemerintah setempat atas dasar permohonan resmi.
6) Memberikan informasi, analisis, dan evaluasi yang berkaitan dengan hukum Islam kepada instansi pemerintah dalam cakupan wilayah tugasnya apabila dibutuhkan.
4. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Magelang[footnoteRef:41] [41:  https://pa-magelang.go.id/wilayah-yurisdiksi/ diakses pada 12 Mei 2025, Pukul 10.00 WIB] 

Secara administratif Kota Magelang dibagi atas 3 kecamatan dan 17 kelurahan dengan batas-batas wilayah yaitu: 
a. Sebelah Utara, Kecamatan Secang, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang.
b. Sebelah Timur, Sungai Elo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang.
c. Sebelah Selatan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang.
d. Sebelah Barat, Sungai Progo, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, Kecamatan Magelang Utara.
Wilayah hukum Pengadilan Agama Magelang meliputi wilayah Kota Magelang yang dibagi 3 Kecamatan dan 17 Kelurahan di atas, yaitu:
a. Kecamatan Magelang Utara, terdiri dari 5 Kelurahan.
b. Kecamatan Magelang Tengah, terdiri dari 6 Kelurahan.
c. Kecamatan Magelang Selatan, terdiri dari 6 Kelurahan.
5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Magelang[footnoteRef:42] [42:  	https://pa-magelang.go.id/struktur-organisasi/ diakses pada 12 Mei 2025, Pukul 10.00 WIB] 

[image: ]
[bookmark: _Toc200886334]Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Magelang
B. [bookmark: _Toc205216257][bookmark: _Hlk196137395]Perkara No 1/Pdt.G.S/2023/PA.Mgl[footnoteRef:43] [43:  Salinan Putusan No 1/Pdt.G.S/2023/PA.Mgl.] 

1. Kepala Putusan
Putusan ini merepresentasikan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mekanisme yang dirancang untuk efisiensi dan kecepatan. Data yuridis formal dari kepala putusan adalah sebagai berikut:
· Nomor Putusan: 1/Pdt.G.S/2023/PA.Mgl.
· Tanggal Putusan: Diputus pada hari Selasa, 18 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1444 Hijriyah.
· Pengadilan: Pengadilan Agama Magelang, yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama.
· Jenis Perkara: Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah.
Penanda "Pdt.G.S" dalam nomor perkara secara eksplisit menunjukkan bahwa kasus ini diperiksa menggunakan prosedur Gugatan Sederhana. Prosedur ini, yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perma No. 4 Tahun 2019, ditujukan untuk sengketa dengan nilai gugatan materiil tidak melebihi Rp 500.000.000 dan diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 25 hari sejak sidang pertama. Pemilihan prosedur ini oleh Penggugat mengindikasikan sebuah kalkulasi strategis bahwa pokok sengketa dianggap tidak rumit, bukti-bukti yang dimiliki sangat kuat, dan penyelesaian yang cepat lebih diutamakan daripada proses litigasi yang panjang dan berlarut-larut. Pemeriksaan dilakukan oleh Hakim Tunggal, bukan Majelis Hakim, yang semakin menegaskan sifat efisiensi dari prosedur ini.



2. Identitas Para Pihak
Sengketa ini melibatkan lembaga keuangan formal melawan nasabah perorangan, sebuah konfigurasi yang umum dalam litigasi perbankan.
· Penggugat: PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Barokah Dana Sejahtera, sebuah lembaga keuangan berbadan hukum perseroan terbatas yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah.
· Tergugat: Umi Sukiswati binti Masdoeri, seorang individu yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Karakteristik para pihak memberikan konteks penting. Penggugat adalah entitas komersial dengan sumber daya dan pengalaman litigasi yang mapan, diwakili oleh kuasanya. Di sisi lain, Tergugat adalah seorang konsumen individu. Profesi Tergugat sebagai PNS kemungkinan besar menjadi salah satu faktor pertimbangan utama bagi BPRS saat menyetujui pembiayaan, karena PNS dianggap memiliki sumber penghasilan yang stabil dan dapat diprediksi, yang secara teoretis mengurangi risiko kredit.
3. Duduk Perkara
a. Kronologi Perjanjian dan Wanprestasi
Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat diawali dengan sebuah akad pembiayaan yang kemudian mengalami beberapa kali perubahan. Perjanjian awal adalah Akad Pembiayaan Murabahah No. 2982/MRH/BDS/XII/2018 yang ditandatangani pada 28 Desember 2018. Akad ini kemudian mengalami dua kali addendum, dengan yang terakhir adalah Addendum Kedua No. 1067/ADD/MRH/BDS/V/2020 tanggal 29 Mei 2020. Berdasarkan addendum terakhir, Penggugat memberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp 304.459.584 kepada Tergugat untuk tujuan pembelian tanah dan rumah.
Sebagai agunan atas pembiayaan tersebut, Tergugat menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah seluas 820 m2 yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 625. Jaminan ini diikat secara sempurna melalui Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), yang merupakan instrumen hukum terkuat untuk jaminan atas tanah di Indonesia.
Perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terjadi ketika Tergugat lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sesuai jadwal yang disepakati. Hingga Februari 2023, tunggakan utang telah mencapai jumlah yang signifikan. Sebelum menempuh jalur hukum, Penggugat telah melakukan upaya penagihan sesuai prosedur dengan mengirimkan tiga surat peringatan (somasi) berturut-turut pada 18 Februari 2021, 25 Maret 2021, dan 14 April 2021, yang diikuti dengan surat pemberitahuan lelang jaminan pada 7 September 2021.
b. Proses Persidangan
Proses persidangan berjalan dengan sangat sederhana, terutama karena ketidakhadiran Tergugat. Meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk wakil atau kuasa hukum. Akibatnya, putusan dijatuhkan secara verstek. Upaya perdamaian yang diinisiasi oleh hakim tunggal pun tidak dapat dilaksanakan. Penggugat memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan serangkaian bukti surat yang lengkap dan meyakinkan, antara lain KTP para pihak, akad pembiayaan beserta addendum-nya, SHM sebagai bukti kepemilikan tanah, APHT sebagai bukti pengikatan jaminan, serta salinan surat-surat somasi.
Kekuatan jaminan berupa Hak Tanggungan menjadi faktor kunci yang menyederhanakan kasus ini. Hak Tanggungan adalah hak kebendaan yang memberikan kedudukan istimewa (preferen) kepada kreditur dan pembuktiannya sangat jelas melalui dokumen otentik seperti SHM dan APHT. Hal ini menempatkan posisi hukum Penggugat menjadi sangat kuat dan mengurangi potensi perdebatan hukum yang kompleks, yang pada akhirnya memvalidasi kelayakan penggunaan prosedur Gugatan Sederhana.

4. Petitum
Tuntutan (petitum) yang diajukan oleh Penggugat sangat terfokus pada penyelesaian utang dan tidak mengandung permintaan aksesori yang rumit. Rincian tuntutannya adalah sebagai berikut:
1) Menerima dan dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2) Menyatakan sah menurut hukum akad pembiayaan beserta seluruh addendum-nya.
3) Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi).
4) Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian materiil sebesar Rp 429.315.374, yang terdiri dari sisa pokok pembiayaan, tunggakan margin, dan biaya penagihan.
5) Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
Formulasi petitum yang ringkas dan langsung ke pokok persoalan ini menunjukkan pemahaman Penggugat atau kuasanya mengenai batasan dan semangat efisiensi dalam prosedur Gugatan Sederhana. Tidak adanya tuntutan dwangsom (uang paksa) atau uitvoerbaar bij voorraad (putusan serta merta) adalah pilihan strategis yang tepat untuk menjaga kesederhanaan perkara.

5. Perimbangan Hukum
Alur pertimbangan hukum (ratio decidendi) hakim dalam putusan ini bersifat linear dan sangat didasarkan pada bukti-bukti dokumen yang diajukan Penggugat. Hakim tidak perlu bergulat dengan interpretasi hukum yang rumit.
Pertama, hakim memvalidasi bahwa perkara ini telah memenuhi syarat formil sebagai Gugatan Sederhana, yaitu nilai sengketa di bawah Rp 500 juta dan domisili para pihak berada dalam satu wilayah hukum pengadilan.
Kedua, hakim menyatakan bahwa akad pembiayaan yang menjadi dasar hubungan hukum adalah sah dan mengikat. Penilaian ini didasarkan pada terpenuhinya rukun dan syarat akad sebagaimana diatur dalam Pasal 22 hingga Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
Ketiga, hakim menetapkan bahwa Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi. Dasar hukum utama yang digunakan adalah Pasal 36 KHES, yang mendefinisikan bentuk-bentuk ingkar janji. Hakim menyimpulkan bahwa tindakan Tergugat yang tidak membayar angsuran termasuk dalam kategori "tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya". Fakta bahwa Penggugat telah memberikan tiga kali somasi menjadi bukti bahwa Tergugat telah dinyatakan lalai namun tetap tidak memenuhi prestasinya. Tetapi di sini, dalam pertimbangan hukum pembebanan biaya perkaranya hanya menggunakan pasal 181 hir tanpa mencantumkan pasal 38 KHES.
Keempat, hakim mengabulkan tuntutan ganti rugi sebesar Rp 429.315.374. Jumlah ini mencakup sisa pokok, tunggakan margin, dan biaya penagihan sebesar Rp 5.000.000 yang dinilai sebagai real cost (biaya riil) yang dikeluarkan oleh BPRS untuk menagih utang. Pengabulan biaya riil ini menjadi poin menarik yang menunjukkan diskresi hakim dalam menilai kerugian langsung yang diderita kreditur.
Secara signifikan, putusan ini tidak memuat pembahasan mendalam mengenai mekanisme eksekusi jaminan Hak Tanggungan. Hal ini bukan merupakan sebuah kelalaian, melainkan sebuah pengakuan implisit atas kekuatan dan kejelasan prosedur eksekusi Hak Tanggungan. Dengan putusan ini di tangan, Penggugat dapat langsung mengajukan permohonan eksekusi lelang atas objek jaminan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), sebuah jalur yang sudah sangat mapan dan tidak terpengaruh oleh kontroversi hukum yang melingkupi jaminan fidusia.
6. Amar Putusan
Amar atau diktum putusan mencerminkan kemenangan penuh bagi Penggugat. Hakim memutuskan sebagai berikut:
1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2) Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Akad Pembiayaan Murabahah beserta addendum-nya.
3) Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi).
4) Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat seluruh kerugian sejumlah Rp 429.315.374.
5) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 305.000.
Diktum yang mengabulkan gugatan "seluruhnya" secara tegas menunjukkan bahwa hakim sepenuhnya meyakini dalil-dalil Penggugat, yang didukung oleh bukti otentik yang kuat dan diperkuat oleh ketiadaan bantahan dari pihak Tergugat.
Didalam melaksanakan tugasnya, para hakim di Peradilan Agama haruslah benar-benar sadar bahwasanya fokus utama mereka yaitu menegakkan hukum sekaligus keadilan. Maka, dalam menyelesaikan setiap perkara, hakim haruslah memperhatikannya 3 aspek penting yaitu keadilan, manfaat, dan kepastian hukum. Saat menghadapi suatu perkara, hakim dituntut melakukan pengambilan keputusan yang tepat dan adil. Putusan tersebut wajib diumumkan didalam sidang yang terbuka untuk umum menjadi penutup sengketa yang diperiksa.[footnoteRef:44] [44:  Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana. 2008. hlm 291
] 

Pada gambaran umum di atas, penerapan hukum oleh Pengadilan Agama Magelang dalam menentukan biaya perkara, yang hanya merujuk pada HIR, mengindikasikan suatu kecenderungan untuk menggunakan hukum acara perdata konvensional yang telah pasti. Meskipun sengketa ini bersifat ekonomi syariah dan KHES digunakan untuk aspek substantif seperti wanprestasi, penggunaan HIR untuk biaya perkara menunjukkan bahwa hakim mungkin memilih kaidah prosedural umum yang dianggap memadai dan lebih universal. Pendekatan ini dapat dipandang sebagai upaya pragmatis untuk memastikan kepastian hukum dalam aspek prosedural, atau bisa juga mencerminkan interpretasi yang lebih konservatif terhadap ruang lingkup KHES, yang dipandang sebagai kompilasi hukum materiil daripada kode prosedur yang komprehensif. Pilihan hakim hanya mengutip HIR, padahal KHES adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang dimaksudkan untuk menjadi pedoman hakim dalam perkara ekonomi syariah, menyiratkan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum oleh hakim.
Fleksibilitas ini muncul dari pemahaman bahwa PERMA meskipun mengikat, mungkin tidak selalu menggantikan hukum acara umum seperti HIR jika KHES sendiri tidak menyediakan aturan prosedural yang spesifik dan mengesampingkan. Keadaan ini menyoroti kompleksitas praktis dari pluralisme hukum di Indonesia, di mana hakim harus mengarahkan antara hukum syariah khusus dan hukum umum.
C. [bookmark: _Toc205216258]Profil Pengadilan Agama Boyolali
1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Boyolali[footnoteRef:45] [45:  https://pa-boyolali.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan, diakses pada 12 Mei 2025 Pukul 19.00 WIB] 

Pengadilan Agama Boyolali didirikan berdasarkan Staatsblad Tahun 1882 No 152 tentang pembentukan Pengadilan Agama di wilayah Jawa dan Madura, yang mulai berlaku pada tanggal 19 Januari dengan nama Raad Agama atau Penghulu Landraad. Pada periode 1949 hingga 1955, jabatan Ketua Pengadilan Agama Boyolali diemban oleh Kyai Djamaluddin. Pada masa awal berdirinya, kantor Pengadilan Agama Boyolali menempati gedung milik Departemen Agama (kini Kementerian Agama) yang berlokasi di Jalan Pandanaran No. 67, Boyolali. Saat itu, jumlah perkara yang ditangani masih terbatas, karena banyak kasus perceraian talak yang diajukan oleh pihak suami tidak diselesaikan melalui proses persidangan di pengadilan. Namun, setelah diberlakukannya UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara efektif, serta ditetapkannya Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaannya, tugas dan kewenangan Pengadilan Agama semakin luas. Adanya regulasi yang lebih rinci terkait perkara perkawinan mendorong peningkatan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Boyolali.
Pada tahun 1976, di bawah kepemimpinan Drs. Ahmad Slamet yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Boyolali dari tahun 1974 hingga 1980, Pengadilan Agama Boyolali sudah mempunyai gedung sendiri seluas 348 m² yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan Boyolali. Gedung tersebut dibangun di atas tanah seluas 546 m² milik Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali yang berstatus tanah negara dengan hak pakai, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Pakai No 12 Tahun 1987.
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Boyolali[footnoteRef:46] [46:  https://pa-boyolali.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi diakses pada 12 Mei 2025 pukul 19.05 WIB] 

Pengadilan Agama Boyolali mempunyai Visi-Misi yaitu :
a. Visi :
“Terwujudnya Pengadilan Agama Boyolali Yang Agung”
b. Misi :
1) Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Magelang.
2) Memberi pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Pengadilan Agama Boyolali.
4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama Boyolali.
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Boyolali[footnoteRef:47] [47:  https://pa-boyolali.go.id/tentang-pengadilan/tugas-fungsi diakses pada 12 Mei 2025, pukul 19. 10 WIB] 

a. Tugas Pokok Pengadilan Agama Boyolali
Pengadilan Agama mempunyai tanggung jawab dan kewenangan untuk memeriksa serta memutus perkara-perkara yang termasuk dalam lingkup yurisdiksinya pada tingkat pertama. Ketentuan ini telah diatur dalam UU No 7 Tahun 1989 dan diperkuat melalui perubahan yang tertuang dalam UU No 3 Tahun 2006, yang merupakan amandemen atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, terutama berkaitan dengan jenis-jenis perkara yang menjadi kewenangan lembaga tersebut:
1) Perkawinan
2) Waris
3) Wasiat
4) Hibah
5) Wakaf
6) Zakat
7) Infaq
8) Sadaqah
9) Ekonomi Syariah
b. Fungsi Pengadilan Agama Boyolali
Untuk melaksanakan tugas-tugas utama tersebut, Pengadilan Agama mempunyai beberapa fungsi, yaitu:
1) Fungsi mengadili, yaitu melaksanakan pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang berada dalam kewenangan Pengadilan Agama di wilayah hukum masing-masing.
2) Fungsi pengawasan yakni memantau pelaksanaan tugas serta etika kerja para hakim, panitera, sekretaris, dan seluruh pegawai yang berada di bawah wewenangnya, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3) Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi yaitu mengawasi penyelenggaraan administrasi umum agar setiap kegiatan berjalan sesuai prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.
4) Fungsi evaluasi yang dilakukan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas dan pengelolaan administrasi untuk memastikan kinerja Pengadilan Agama berlangsung secara efektif dan efisien.
5) Fungsi pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berupa pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Pengadilan Agama, guna menjaga serta meningkatkan kinerja dan kedisiplinan.
6) Fungsi pengawasan menyeluruh, yang mencakup pemantauan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku para hakim, panitera, sekretaris, serta staf lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006, serta pengawasan administrasi berdasarkan UU No. 4 Tahun 2004. Kegiatan pengawasan ini dilakukan secara rutin oleh Hakim Pengawas Bidang;
4. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Boyolali[footnoteRef:48] [48:  https://pa-boyolali.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi diakses pada 12 Mei 2025, pukul 19.15 WIB] 

Kabupaten Boyolali terletak sekitar 70 kilometer di sebelah selatan Kota Semarang. Secara geografis, daerah ini berada di bagian tenggara lereng Gunung Merapi. Dalam konteks administratif, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Boyolali berbatasan dengan sejumlah daerah, yaitu:
· Sebelah Barat : Kabupaten Magelang
· Sebelah Utara : Kabupaten Semarang dan Purwodadi
· Sebelah Timur : Kabupaten Sukoharjo, Karanganyar, dan Sragen
· Sebelah Selatan : Kabupaten Klaten dan Sukoharjo
· Secara astronomis Pengadilan Agama Boyolali terletak pada titik koordinat : 70 28’ Lintang Selatan dan 1070 48’ Bujur Timur.
Wilayah hukum Pengadilan Agama Boyolali mencakup seluruh wilayah Kabupaten Boyolali, yang pada awalnya terdiri dari 19 (sembilan belas) kecamatan. Namun, sesudah diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No 18 Tahun 2018 pada tanggal 12 November 2018, jumlah kecamatan di wilayah hukum tersebut bertambah menjadi 22 kecamatan, yang meliputi 267 desa dan kelurahan.
5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Boyolali[footnoteRef:49] [49: https://pa-boyolali.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-organisasi diakses pada 12 Mei 2025, pukul 19.30 WIB] 

[image: ]
[bookmark: _Toc200886335]Gambar 3.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Boyolali



D. [bookmark: _Toc205216259]Perkara No 882/Pdt.G/2024/PA.Bi[footnoteRef:50] [50:  Salinan Putusan No 882/Pdt.G/2024/PA.Bi.] 

1. Kepala Putusan
Putusan ini menyajikan lanskap sengketa ekonomi syariah yang lebih kompleks, baik dari sisi prosedur maupun substansi hukum jaminan.
· Nomor Putusan: 882/Pdt.G/2024/PA.Bi.
· Tanggal Putusan: Diputus pada hari Rabu, 30 Oktober 2024 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang disampaikan secara elektronik pada hari Senin, 4 November 2024 Masehi.
· Pengadilan: Pengadilan Agama Boyolali.
· Jenis Perkara: Sengketa Lembaga Keuangan Mikro Syariah, yang diperiksa melalui prosedur gugatan biasa.
Berbeda dengan kasus di Magelang, perkara ini diselesaikan melalui prosedur gugatan biasa. Hal ini mengindikasikan bahwa sengketa ini memiliki potensi kompleksitas yang lebih tinggi, baik karena nilai gugatan maupun karena isu hukum yang terkandung di dalamnya. Proses ini melibatkan Majelis Hakim yang terdiri dari tiga orang hakim (bukan hakim tunggal) dan membuka ruang untuk upaya hukum yang lebih luas, seperti banding dan kasasi, yang tidak tersedia dalam mekanisme "keberatan" pada Gugatan Sederhana.
2. Identitas Para Pihak
Keterlibatan perwakilan hukum profesional di kedua belah pihak menandakan tingkat keseriusan dan formalitas sengketa yang lebih tinggi.
· Penggugat: Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) "BMT XXXXXXXXXX", sebuah lembaga keuangan mikro berbentuk koperasi.
· Tergugat: XXXXXXXXXX, seorang karyawan swasta.
Dalam perkara ini kedua belah pihak diwakili oleh kuasa hukum (advokat) masing-masing. Seluruh proses persidangan, mulai dari pendaftaran hingga penyampaian putusan, dilaksanakan secara elektronik (e-litigation), menunjukkan adopsi teknologi dalam praktik peradilan modern. Keterlibatan advokat menandakan bahwa para pihak telah bersiap untuk menghadapi perdebatan hukum yang bersifat teknis.
3. Duduk Perkara
a. Kronologi Perjanjian dan Wanprestasi
Dasar sengketa adalah Akad Pembiayaan Murabahah No. XXXXXXXXXX tertanggal 11 Maret 2022, yang bertujuan untuk membiayai pembelian 1 (satu) unit Truk. Total pembiayaan yang disepakati adalah Rp 86.400.000, yang terdiri dari harga pokok Rp 70.000.000 dan margin keuntungan Rp 16.400.000, dengan jangka waktu angsuran selama 18 bulan.
Jaminan yang menjadi agunan dalam perjanjian ini adalah objek pembiayaan itu sendiri, yaitu BPKB Truk. Jaminan ini diikat dengan Akta Jaminan Fidusia yang kemudian didaftarkan pada sistem administrasi Kemenkumham untuk memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia. Ini adalah titik pembeda yang paling fundamental dibandingkan dengan kasus Magelang.
Wanprestasi terjadi ketika Tergugat berhenti melakukan pembayaran angsuran, menyisakan total kewajiban yang belum terbayar sebesar Rp 49.935.445. Sebagaimana prosedur standar, Penggugat telah melakukan upaya penagihan melalui teguran lisan dan serangkaian surat peringatan tertulis, namun tidak membuahkan hasil.
b. Proses Persidangan
Proses persidangan di PA Boyolali menunjukkan dinamika yang lebih kompleks. Upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator bersertifikat telah ditempuh, namun dinyatakan tidak berhasil. Sebuah manuver taktis yang tidak biasa terjadi ketika Tergugat, yang telah menunjuk kuasa hukum, ternyata tidak mengajukan surat jawaban atas gugatan Penggugat. Meskipun demikian, karena Tergugat (melalui kuasanya) tetap berpartisipasi dalam proses persidangan, putusan ini tidak bersifat verstek.
Penggugat, di sisi lain, mempersiapkan perkaranya dengan sangat matang, terbukti dari pengajuan 24 item alat bukti surat yang sangat komprehensif untuk mendukung setiap dalil gugatannya. Kompleksitas utama dalam kasus ini tidak terletak pada pembuktian wanprestasi, melainkan pada implikasi hukum dari penggunaan Jaminan Fidusia sebagai agunan, terutama setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 yang secara signifikan mengubah lanskap eksekusi jaminan fidusia di Indonesia.
4. Petitum
Petitum yang diajukan Penggugat dalam kasus ini jauh lebih luas, agresif, dan mencakup berbagai upaya paksa. Hal ini mencerminkan antisipasi Penggugat terhadap potensi kesulitan dalam mengeksekusi jaminan. Tuntutan-tuntutan tersebut meliputi:
1. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi.
1. Menghukum Tergugat membayar sisa utang sebesar Rp 49.935.445 ditambah dengan klaim biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp 15.000.000, sehingga total kerugian menjadi Rp 64.935.445.
1. Apabila pembayaran tidak dilakukan, memerintahkan agar objek jaminan (Truk) diserahkan kepada Penggugat untuk dijual di muka umum (lelang).
1. Menghukum Tergugat atau siapa pun yang menguasai objek jaminan untuk menyerahkannya, dan jika menolak, memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan sita eksekutorial berdasarkan Sertifikat Fidusia.
1. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000 untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan.
1. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi dari Tergugat.
5. Pertimbangan Hukum
a. Penetapan Wanprestasi
Sama seperti pada kasus Magelang, hakim dengan mudah menetapkan adanya wanprestasi. Berdasarkan bukti akad, bukti pembayaran yang tidak penuh, dan bukti somasi yang telah disampaikan, hakim menyimpulkan bahwa Tergugat telah gagal memenuhi prestasinya. Dasar hukum yang digunakan konsisten, yaitu Pasal 36 KHES.
b. Eksekusi Jaminan Fidusia
Inilah inti dari pertimbangan hukum dalam putusan ini. Majelis Hakim secara eksplisit merujuk dan menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. Hakim menegaskan bahwa frasa "kekuatan eksekutorial" yang melekat pada Sertifikat Jaminan Fidusia tidak dapat lagi diartikan sebagai lisensi bagi kreditur untuk melakukan eksekusi sepihak (parate executie atau penarikan paksa) apabila terdapat dua kondisi: (1) tidak ada kesepakatan antara para pihak mengenai terjadinya cidera janji, atau (2) debitur menolak untuk menyerahkan objek jaminan secara sukarela.
Dalam kondisi penolakan tersebut, Putusan MK mengamanatkan bahwa "segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap". Berdasarkan penafsiran ini, hakim mengabulkan petitum Penggugat agar Truk tersebut dapat dijual lelang untuk melunasi utang, namun secara tegas menolak hak Penggugat untuk melakukan sita eksekutorial sendiri. Eksekusi paksa, jika diperlukan, harus dimohonkan dan dilaksanakan melalui pengadilan.
c. Penolakan Tuntutan-Tuntutan Aksesori
Hakim secara cermat menolak beberapa tuntutan tambahan Penggugat dengan alasan yuridis yang kuat:
· Biaya Penagihan Rp 15 Juta: Tuntutan ini ditolak karena Penggugat tidak mampu membuktikan rincian dan realitas dari biaya tersebut. Dalil yang tidak didukung bukti harus dikesampingkan.
· Dwangsom (Uang Paksa): Tuntutan ini ditolak dengan merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung yang konsisten menyatakan bahwa dwangsom tidak dapat dijatuhkan untuk putusan yang amar utamanya adalah penghukuman untuk membayar sejumlah uang. Upaya paksa untuk putusan semacam itu adalah eksekusi riil (penyitaan aset), bukan denda harian.
· Uitvoebaar bij Voorraad (Putusan Serta Merta): Tuntutan ini ditolak karena Penggugat tidak memenuhi syarat mutlak yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 jo. SEMA No. 4 Tahun 2001, yaitu menyediakan jaminan balasan (counter security) yang nilainya setara dengan objek eksekusi untuk melindungi pihak Tergugat jika putusan dibatalkan di tingkat banding/kasasi.
Putusan ini berfungsi sebagai sebuah studi kasus yang sangat baik mengenai batas-batas hukum dalam eksekusi Jaminan Fidusia dan pentingnya merumuskan petitum gugatan yang realistis dan memiliki dasar hukum yang kokoh.
6. Amar Putusan
Amar putusan mencerminkan kemenangan parsial bagi Penggugat, di mana hakim memisahkan dengan tegas antara hak substantif Penggugat atas pelunasan utang dan cara-cara prosedural untuk menegakkannya.
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
1. Menyatakan perjanjian (Akad Murabahah) sah dan mengikat.
1. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji.
1. Menetapkan sisa pinjaman Tergugat menjadi kewajiban yang harus dibayarkan kepada Penggugat.
1. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban pinjaman tersebut. Apabila tidak dibayar, maka objek jaminan fidusia (Truk) harus diserahkan oleh Tergugat atau siapa pun yang menguasainya kepada Penggugat untuk dijual di muka umum/dilelang. Apabila terdapat sisa dari hasil penjualan, sisa tersebut dikembalikan kepada Tergugat.
1. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya (frasa ini secara implisit menolak tuntutan biaya penagihan yang tidak terbukti, dwangsom, uitvoerbaar bij voorraad, dan hak sita eksekutorial sepihak).
1. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 217.000.
Pada gambaran umum di atas, secara signifikan untuk biaya perkara, Pengadilan Agama Boyolali secara eksplisit mengutip kedua Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. Pasal 181 HIR sebagai dasar hukum pembebanan biaya kepada pihak yang kalah. Putusan ini mengabulkan sebagian gugatan Penggugat, menyatakan sah akad Murabahah, mengonfirmasi wanprestasi Tergugat, dan menetapkan sisa pinjaman yang harus dibayar. 
Pengadilan juga memerintahkan penyerahan objek jaminan fidusia (truk) untuk dijual secara lelang publik jika Tergugat tidak dapat membayar kewajibannya. Penting untuk dicatat bahwa Pengadilan Agama Boyolali menolak beberapa tuntutan spesifik Penggugat, termasuk biaya penagihan tambahan (karena kurang bukti), pembayaran seketika dalam 7 hari (dianggap prematur), dwangsom (uang paksa), dan uitvoerbaar bij voorraad (eksekusi serta merta), dengan mendasarkan penolakannya pada yurisprudensi Mahkamah Agung dan ketentuan hukum acara umum. Total biaya perkara yang dibebankan kepada Tergugat adalah Rp 217.000.
Penggunaan frasa "Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. Pasal 181 HIR" oleh Pengadilan Agama Boyolali untuk biaya perkara menunjukkan upaya yang disengaja untuk mengintegrasikan hukum ekonomi syariah dengan hukum acara perdata konvensional. Pendekatan ini mencerminkan upaya yang lebih harmonis dalam penerapan hukum, yang bertujuan untuk memperkuat kedudukan KHES dan memastikan bahwa semua aspek sengketa ekonomi syariah ditangani dalam kerangka hukum Islam, bahkan jika itu berarti menemukan ketentuan pelengkap dalam hukum umum yang ada. Ini menunjukkan sikap yang lebih proaktif terhadap integrasi prinsip-prinsip syariah ke dalam sistem hukum Indonesia yang lebih luas. Pencantuman Pasal 38 KHES untuk biaya perkara menyiratkan bahwa pengadilan menafsirkan KHES tidak hanya sebagai hukum materiil tetapi juga sebagai hukum yang mengandung ketentuan prosedural atau kuasi-prosedural yang harus dipertimbangkan oleh hakim. 
Interpretasi yang lebih luas mengenai ruang lingkup KHES ini menunjukkan filosofi peradilan yang berupaya memaksimalkan penerapan hukum ekonomi syariah dalam semua aspek yang relevan dari suatu perkara, melampaui peran murni substantif. Selain itu, penolakan pengadilan terhadap tuntutan dwangsom dan uitvoerbaar bij voorraad yang didasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah mapan menunjukkan ketaatan pengadilan terhadap pedoman prosedural yang lebih tinggi. Hal ini menggambarkan bahwa Pengadilan Agama, meskipun memiliki yurisdiksi khusus, tetap terikat oleh prinsip-prinsip prosedural umum dan hierarki norma hukum, yang memastikan konsistensi dengan sistem hukum nasional yang lebih luas.
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[bookmark: _Toc205216260]BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN PUTUSAN NOMOR 1/Pdt.G.S/2023/PA.Mgl DAN PUTUSAN NOMOR 882/Pdt.G/2024/PA.Bi
A. [bookmark: _Toc205216261]Analisis Komparatif Penerapan KHES dalam Putusan Perkara

Pada bagian ini penulis secara langsung membandingkan bagaimana kedua pengadilan menerapkan KHES dan ketentuan hukum relevan lainnya, dengan fokus pada area konsistensi dan perbedaan, terutama terkait pertanyaan penelitian.
[bookmark: _Toc200886328]Tabel 4.1: Ringkasan Komparatif Pertimbangan Hukum Utama dalam Putusan Magelang dan Putusan Boyolali
	PUTUSAN
	Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.Mgl (Magelang)
	Putusan Nomor 882/Pdt.G/2024/PA.Bi (Boyolali)

	Pengadilan
	Pengadilan Agama Magelang
	Pengadilan Agama Boyolali

	Tanggal Putusan
	18 April 2023
	30 Oktober 2024 (diucapkan); 4 November 2024 (disampaikan)

	Sifat Sengketa
	Wanprestasi (Pembiayaan Murabahah)
	Wanprestasi (Pembiayaan Murabahah)

	Isu Hukum Utama
	Cidera Janji, Kerugian, Biaya Perkara
	Cidera Janji, Kerugian, Eksekusi Jaminan, Biaya Perkara

	Dasar Hukum Wanprestasi
	Pasal 36, 37 KHES; Pasal 1338 KUHPerdata
	Pasal 36, 37 KHES; Pasal 1238 KUHPerdata

	Dasar Hukum Biaya Perkara
	Pasal 181 ayat (1) HIR
	Pasal 38 KHES  jo. Pasal 181 HIR

	Total Kerugian yang Diklaim
	Rp 429.315.374
	Rp 64.935.445 (termasuk biaya penagihan)

	Total Kerugian yang Dikabulkan
	Rp 429.315.374 (rincian tunggakan pokok sebesar Rp. 304.459.584,00. Tunggakkan margin sejumlah Rp. 119.855.790,00. Biaya penagihan Rp. 5.000.000,00.)
	Rp 49.935.445 (tidak termasuk biaya penagihan)

	Jenis Jaminan
	Hak Tanggungan (Tanah/Rumah)
	Jaminan Fidusia (Truk)

	Dasar Eksekusi Jaminan
	Disebutkan "diikat Akta Pemberian Hak Tanggungan"
	Memerintahkan penjualan/lelang publik sesuai Pasal 196, 200 HIR; Menolak eksekusi sendiri berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019

	Penolakan Petitum Spesifik
	Tidak ada (semua dikabulkan)
	Dwangsom, Uitvoerbaar bij Voorraad, biaya penagihan tambahan


1. Konsistensi dalam Penentuan Wanprestasi (Cidera Janji)
Dalam kewajiban seorang hakim pada dasarnya ditugaskan untuk memenuhi unsur-unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.[footnoteRef:51] Putusan hakim harus memberikan kepastian hukum baik bagi para pihak yang berperkara maupun masyarakat luas dan harus jelas dan dapat dipahami. Konsistensi dalam penerapan KHES sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, khususnya dalam konteks ekonomi syariah.    [51:  Margono, Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastiann Hukum Dalam Putusan Hakim, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019) hlm 2.
] 

Kedua putusan, baik dari Pengadilan Agama Magelang maupun Pengadilan Agama Boyolali, menunjukkan konsistensi dalam penerapan Pasal 36 dan 37 KHES (serta Pasal 1338 KUHPerdata/1238 KUHPerdata) untuk menentukan adanya wanprestasi. Kedua pengadilan menemukan bahwa para tergugat telah terbukti melakukan cidera janji dengan tidak memenuhi kewajiban finansial mereka sesuai dengan perjanjian Murabahah, meskipun telah diberikan peringatan sebelumnya.   
Penerapan Pasal 36 dan 37 KHES yang seragam di kedua pengadilan ini menunjukkan adanya pemahaman dan penegakan prinsip-prinsip perjanjian inti dalam hukum ekonomi syariah yang terpadu oleh Pengadilan Agama. Hal ini mengindikasikan bahwa aspek-aspek substantif KHES mengenai pelanggaran kontrak telah mapan dan diterapkan secara seragam, yang pada gilirannya berkontribusi pada kepastian hukum di bidang yang fundamental ini. Konsistensi dalam penerapan KHES untuk wanprestasi di berbagai Pengadilan Agama ini mencerminkan semakin matangnya dan terstandarisasinya interpretasi serta aplikasi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang substantif. Ini menunjukkan bahwa KHES secara efektif menjalankan fungsinya sebagai panduan hukum yang terkodifikasi bagi para hakim dalam area spesifik ini. 
Hal ini sejalan dengan tujuan KHES untuk mempermudah dan menentukan praktik hukum ekonomi syariah di Indonesia, setidaknya dalam hal prinsip-prinsip perjanjian yang mendasar. Fokus pada wanprestasi dalam kedua kasus (pembiayaan Murabahah) juga menyoroti bahwa KHES secara aktif digunakan untuk menyelesaikan sengketa komersial umum dalam sektor ekonomi syariah, yang memperkuat relevansi praktisnya. Pembiayaan Murabahah adalah salah satu produk paling umum dalam perbankan keuangan syariah, sehingga wanprestasi dalam akad Murabahah merupakan jenis sengketa yang sering terjadi. Penerapan langsung dan konsisten ketentuan KHES oleh kedua pengadilan untuk menyelesaikan sengketa ini menunjukkan bahwa KHES bukan sekadar kompilasi teoretis, melainkan instrumen hukum yang praktis dan efektif dalam mengatasi konflik ekonomi syariah yang paling umum. Ini berkontribusi pada stabilitas dan prediktabilitas kerangka hukum ekonomi syariah secara keseluruhan di Indonesia.
2. Perbedaan Pertimbangan Hukum Sengketa Ekonomi Syariah Pada Kedua Putusan
a. Perbedaan Penalaran Hukum
Perbedaan signifikan terlihat dalam penanganan eksekusi jaminan. Putusan Pengadilan Agama Magelang hanya menyebutkan jaminan tanah/rumah yang "diikat Akta Pemberian Hak Tanggungan". Sebaliknya, Pengadilan Agama Boyolali memberikan putusan yang lebih rinci mengenai jaminan Fidusia (truk). Pengadilan ini secara eksplisit memerintahkan penyerahan dan penjualan/lelang publik atas jaminan jika tergugat lalai, dengan menetapkan bahwa penjualan harus sesuai dengan prosedur lelang berdasarkan Pasal 196 dan 200 HIR. Lebih lanjut, Pengadilan Agama Boyolali menolak klaim Penggugat untuk eksekusi sendiri atas jaminan fidusia, dengan mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang mewajibkan keterlibatan pengadilan untuk eksekusi jika tidak ada kesepakatan mengenai cidera janji atau jika debitur keberatan menyerahkan jaminan secara sukarela.   
Perbedaan lain yang menonjol adalah penolakan petitum spesifik oleh Pengadilan Agama Boyolali. Pengadilan ini secara eksplisit menolak beberapa tuntutan Penggugat, yaitu: biaya penagihan tambahan sebesar Rp 15.000.000 karena kurangnya bukti pendukung; tuntutan pembayaran seketika dalam 7 hari, yang dianggap prematur; permintaan dwangsom (uang paksa), dengan mengutip yurisprudensi Mahkamah Agung bahwa dwangsom tidak dapat dituntut bersamaan dengan klaim sejumlah uang dan permintaan uitvoerbaar bij voorraad (eksekusi serta merta), karena Penggugat tidak menyediakan jaminan yang diperlukan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Berbeda dengan ini, Pengadilan Agama Magelang mengabulkan semua petitum Penggugat, termasuk biaya penagihan.   
Penalaran yang lebih rinci oleh Pengadilan Agama Boyolali dalam menolak eksekusi fidusia secara sepihak oleh penggugat, dengan secara eksplisit mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, menunjukkan pemahaman yang lebih kontemporer dan bernuansa tentang eksekusi jaminan pasca-perkembangan hukum terkini. Hal ini mengindikasikan adaptasi terhadap interpretasi hukum yang berkembang dan komitmen untuk memastikan proses hukum yang adil dalam eksekusi, bahkan untuk instrumen yang sesuai syariah. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai eksekusi fidusia merupakan perkembangan hukum yang signifikan yang memengaruhi bagaimana jaminan dapat ditegakkan. 
Referensi eksplisit Pengadilan Agama Boyolali terhadap putusan ini dan penolakan klaim eksekusi sendiri oleh kreditur menunjukkan bahwa hakim tersebut memiliki informasi yang baik dan secara ketat menerapkan peraturan hukum yang ada. Hal ini berbeda dengan putusan Magelang, yang, meskipun menyebutkan jaminan, tidak membahas nuansa spesifik eksekusi ini. Ini menyoroti sifat dinamis interpretasi hukum dan dampaknya langsung pada hasil peradilan, terutama di bidang khusus seperti hukum ekonomi syariah di mana tantangan hukum baru terus muncul.   
Penolakan Pengadilan Agama Boyolali terhadap biaya penagihan sebesar Rp 15.000.000 karena kurangnya bukti menunjukkan tingkat pengawasan yudisial yang lebih tinggi terhadap spesifik klaim kerugian. Hal ini mendorong pendekatan yang lebih berbasis bukti dalam pemberian kompensasi. Pengadilan Agama Magelang mengabulkan biaya penagihan sebesar Rp 5.000.000 tanpa perincian mengenai dasar pembuktiannya. Sebaliknya, Pengadilan Agama Boyolali secara eksplisit menolak klaim yang lebih besar untuk biaya penagihan dan operasional karena Penggugat gagal memberikan bukti yang cukup. Perbedaan ini menunjukkan tingkat pengawasan yudisial yang bervariasi terhadap perhitungan kerugian. Pendekatan Pengadilan Agama Boyolali menekankan kepatuhan yang lebih ketat terhadap aturan pembuktian untuk semua kerugian yang diklaim, mendorong penilaian kompensasi yang lebih ketat dan adil, yang sangat penting untuk menjaga integritas proses peradilan.   

b. Perbedaan Dalam Pertimbanagan Hukum Biaya Perkara
Dalam ijtihadnya untuk menemukan suatu hukum, seorang hakim dapat menggunakan berbagai pengetahuannya yang luas baik dibidang hukum, sosial, fiqih maupun hukum islam selama dirasa sesuai dan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk memberikan penetapan pada suatu perkara.
Perbedaan mencolok antara kedua putusan terletak pada dasar hukum yang digunakan untuk membebankan biaya perkara. Pengadilan Agama Magelang, dalam pertimbangan hukumnya, hanya merujuk pada Pasal 181 ayat (1) HIR untuk menghukum pihak yang kalah (Tergugat) membayar biaya perkara. Sebaliknya, Pengadilan Agama Boyolali mengutip keduanya, yaitu Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. Pasal 181 HIR, sebagai dasar hukum untuk membebankan biaya perkara kepada pihak yang kalah.
Perbedaan ini menjadi inti perbandingan dan temuan utama dalam studi ini. Keputusan Pengadilan Agama Boyolali untuk secara tertulis mengutip Pasal 38 KHES bersamaan dengan HIR menunjukkan upaya yang lebih disengaja dan komprehensif untuk mengintegrasikan KHES ke dalam semua aspek putusan, termasuk aspek prosedural. Hal ini berbeda dengan pendekatan Pengadilan Agama Magelang, yang tampaknya kembali pada hukum acara perdata (HIR) di mana KHES mungkin dianggap kurang eksplisit atau di mana ketentuan hukum perdata yang ada dianggap sudah memadai dan lebih universal.
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sendiri diundangkan melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 yang berbunyi:[footnoteRef:52] [52:  PERMA No 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah] 

Pasal 1: (1) Hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.
(2) Mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak mengurangi tanggungjawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.
Pasal 2: Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini.
Pasal 3: Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PERMA diklasifikasikan sebagai jenis peraturan perundang-undangan dengan kekuatan hukum mengikat. Meskipun secara umum dianggap lex inferiori (lebih rendah dalam hierarki) dibandingkan Undang-Undang (UU), PERMA seringkali dipandang memiliki kedudukan hierarkis yang sejajar dengan Peraturan Pemerintah (PP). PERMA berfungsi untuk mengatur hal-hal yang belum diatur oleh undang-undang yang lebih tinggi atau untuk mengisi kekosongan hukum yang ada dalam sistem peradilan.[footnoteRef:53]    [53:  Drs.H. Syarifudin, M.H. Wawancara, Pengadilan Agama Boyolali, 29 Juli 2025.
] 

Implikasi dari perbedaan ini adalah bahwa keputusan Pengadilan Agama Magelang untuk tidak mencantumkan referensi KHES untuk biaya perkara berasal dari interpretasi bahwa Pasal 38 KHES bukanlah lex specialis yang mengesampingkan HIR untuk masalah prosedural, atau bahwa HIR lebih sesuai dan dipahami secara universal untuk alokasi biaya. Atau, hal ini dapat mengimplikasikan bahwa hakim tidak melihat adanya "kekosongan hukum" yang perlu diisi oleh KHES dalam aspek prosedural ini. 
Namun, Pengadilan Agama Boyolali menafsirkan bahwa Pasal 38 KHES sebagai dasar hukum syariah yang dapat melengkapi atau memperkuat prinsip yang ditemukan dalam HIR, sehingga secara eksplisit menunjukkan relevansi KHES bahkan untuk aspek prosedural dan mendorong penerapan hukum ekonomi syariah yang lebih lengkap.[footnoteRef:54] Hal ini menyoroti tantangan interpretatif yang terus-menerus dihadapi oleh hakim dalam menerapkan KHES, terutama dalam interaksinya dengan hukum acara perdata umum. [54:  Drs.H. Syarifudin, M.H. Wawancara, Pengadilan Agama Boyolali, 29 Juli 2025.
] 

Perbedaan pendekatan dalam mengutip KHES untuk biaya perkara (Magelang: tidak ada, Boyolali: HIR jo. KHES) menunjukkan cakupan interpretasi yudisial mengenai otoritas dan ruang lingkup KHES. Beberapa hakim mungkin memandang KHES terutama sebagai hukum substantif, sementara yang lain mungkin memperluas penerapannya ke aspek prosedural, dengan tujuan untuk sepenuhnya "mensyariahkan" proses hukum. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun KHES bertujuan untuk unifikasi, implementasinya masih memungkinkan adanya perbedaan interpretasi oleh hakim.
 Hal ini bisa dipengaruhi oleh latar belakang, pelatihan, atau filosofi yurisprudensi individu hakim, yang mengarah pada variasi dalam seberapa komprehensif KHES diintegrasikan ke dalam semua bagian putusan. Meskipun KHES dimaksudkan sebagai "kodifikasi dan unifikasi dalam pembaharuan Hukum Ekonomi Syariah", inkonsistensi yang diamati dalam pengutipannya untuk masalah prosedural seperti biaya perkara menunjukkan adanya tantangan yang berkelanjutan dalam mencapai unifikasi penuh dan penerapan yang konsisten di semua aspek sengketa ekonomi syariah.
 Ini menyiratkan bahwa unifikasi hukum adalah proses yang berkelanjutan, bukan peristiwa satu kali, dan bahwa kebebasan hakim atau perbedaan interpretasi dapat mencegah keseragaman yang lengkap, yang berpotensi memperkuat fenomena "lain hakim lain putusannya" dan harus mencerminkan hukum yang hidup dalam masyarakat.[footnoteRef:55]    [55:  Racmadi Usman. Perkembangan Hukum Perdata. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. 2003. Hlm 275] 

Inkonsistensi yang diamati menggarisbawahi pentingnya upaya berkelanjutan dan terarah menuju penyempurnaan dan standarisasi penerapan KHES. Hal ini dapat melibatkan program pelatihan yang ditingkatkan dan terspesialisasi bagi hakim dan praktisi hukum, penerbitan pedoman Mahkamah Agung (SEMA/PERMA) yang lebih jelas tentang interaksi antara KHES dan hukum acara umum, dan potensi penyempurnaan legislatif lebih lanjut terhadap KHES itu sendiri untuk mengatasi macam makna atau celah. Jika tujuan utama KHES adalah untuk mencapai konsistensi dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan syariah, namun inkonsistensi masih diamati dalam praktik, maka langkah-langkah proaktif diperlukan. Ini menyatakan bahwa inisiatif kebijakan dan administrasi yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa KHES memenuhi potensinya sebagai kerangka hukum yang komprehensif dan diterapkan secara konsisten untuk sengketa ekonomi syariah di Indonesia.   
Analisis komparatif putusan Pengadilan Agama Magelang Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.Mgl dan Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 882/Pdt.G/2024/PA.Bi menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) telah menjadi pedoman yang konsisten dalam penentuan wanprestasi dalam sengketa pembiayaan Murabahah, menegaskan peran substantifnya dalam hukum ekonomi syariah Indonesia. Namun, perbedaan signifikan muncul dalam aspek prosedural, khususnya mengenai dasar hukum pembebanan biaya perkara. Pengadilan Agama Magelang hanya mengandalkan Pasal 181 ayat (1) HIR, sementara Pengadilan Agama Boyolali secara eksplisit mengintegrasikan Pasal 38 KHES jo. Pasal 181 HIR. Perbedaan ini mencerminkan cakupan interpretasi yudisial terhadap ruang lingkup dan otoritas KHES, yang menunjukkan adanya diskresi hakim dalam menyeimbangkan kepastian hukum konvensional dengan prinsip-prinsip syariah.
B. [bookmark: _Toc205216262]Faktor Yang Memengaruhi Perbedaan Dalam Pertimbangan Hukum

Perbedaan yang diamati dalam pertimbangan hukum, khususnya mengenai pengutipan KHES untuk biaya perkara dan penanganan eksekusi jaminan yang beragam, dapat dikaitkan dengan diskresi yudisial yang melekat pada hakim dalam sistem hukum Indonesia. Hakim di Indonesia harus memiliki jaminan keadilan bagi seluruh rakyat yang mencari keadilan melalui proses hukum yang legal.[footnoteRef:56] [56:  Ahmad Kamil, Filsafat Kebebasan Hakim, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 167.] 

Eksplorasi aktif ini dapat mengarah pada interpretasi dan hasil yang beragam, mencerminkan sifat kreatif dari pengambilan keputusan yudisial. Adanya diskresi yudisial dalam proses pengambilan keputusan diakui, terutama ketika berhadapan dengan area di mana sumber hukum materiil yang terkodifikasi tidak bersifat menyeluruh. Hakim juga diwajibkan untuk memberikan klarifikasi yang cukup dan alasan yang jelas untuk putusan mereka, termasuk bagaimana mereka menafsirkan undang-undang dan mengapa mereka memihak salah satu pihak dalam perkara tersebut.
Khususnya dalam menafsirkan dan menerapkan KHES, dapat dilihat sebagai bentuk ijtihad modern (penalaran independen dalam hukum Islam). Ini menyatakan bahwa hakim tidak hanya menerapkan hukum yang terkodifikasi tetapi secara aktif terlibat dalam penalaran hukum untuk mengadaptasi prinsip-prinsip Islam terhadap tantangan hukum kontemporer. Berbagai macam dalam penerapan KHES, terutama di mana ia bersinggungan dengan hukum umum (misalnya, perbedaan pendekatan terhadap biaya perkara), menunjukkan bahwa hakim terlibat dalam upaya interpretatif untuk memprioritaskan berbagai sumber hukum.[footnoteRef:57] [57:  Drs.H. Syarifudin, M.H. Wawancara, Pengadilan Agama Boyolali, 29 Juli 2025.] 

Pendekatan yang terlihat dalam mengutip dasar hukum untuk biaya perkara (Magelang hanya menggunakan HIR sedangkan Boyolali menggunakan KHES jo. HIR) mencerminkan ketegangan antara nilai yudisial kepastian hukum (dicapai melalui kepatuhan terhadap hukum acara umum yang mapan seperti HIR) dan keinginan untuk kepatuhan syariah penuh atau kemurnian syariah (dicapai melalui pengutipan KHES). 
Hakim diamanatkan untuk memastikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Keputusan Pengadilan Agama Magelang untuk semata-mata mengandalkan HIR untuk biaya perkara memprioritaskan nilai kepastian hukum dengan berpegang pada aturan prosedural yang jelas, sudah lama berlaku, dan dipahami secara luas (HIR). Sebaliknya, keputusan Pengadilan Agama Boyolali untuk mengutip KHES jo. HIR memprioritaskan integrasi prinsip-prinsip syariah yang lebih lengkap, bahkan untuk aspek prosedural, untuk menunjukkan kekhususan hukum syariah dalam praktik.[footnoteRef:58]  [58:  Drs.H. Syarifudin, M.H. Wawancara, Pengadilan Agama Boyolali, 29 Juli 2025.] 

Hal ini menyoroti ketegangan mendasar dalam penerapan hukum dalam sistem hukum yang bervariasi bagaimana menyeimbangkan kebutuhan akan hasil yang dapat diprediksi dan konsisten dengan keinginan untuk kepatuhan ketat terhadap prinsip-prinsip hukum agama.
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[bookmark: _Toc205216263][bookmark: _Hlk201229063]BAB V
PENUTUP
A. [bookmark: _Toc205216264]Kesimpulan
Berdasarkan analisis mendalam terhadap Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.Mgl (Pengadilan Agama Magelang) dan Putusan Nomor 882/Pdt.G/2024/PA.Bi (Pengadilan Agama Boyolali), Penulis dapat menyimpulkan:
1. Inkonsistensi signifikan teridentifikasi dalam aspek prosedural, khususnya mengenai dasar hukum pembebanan biaya perkara, di mana Pengadilan Agama Magelang hanya merujuk pada Pasal 181 ayat (1) HIR, sementara Pengadilan Agama Boyolali secara tertulis mencantumkan Pasal 38 KHES jo. Pasal 181 HIR. Perbedaan ini mencerminkan cakupan interpretasi yudisial terhadap ruang lingkup dan otoritas KHES, menunjukkan bahwa implementasinya belum sepenuhnya seragam dalam aspek prosedural. Selain itu, putusan Pengadilan Agama Boyolali menunjukkan tingkat pengawasan yudisial yang lebih tinggi dan adaptasi terhadap perkembangan hukum terbaru, seperti penolakan eksekusi jaminan fidusia secara sepihak dan penolakan petitum yang tidak didukung bukti, berbeda dengan Pengadilan Agama Magelang yang mengabulkan semua petitum penggugat. 
2. Salah satu faktor yang memengaruhi perbedaan pertimbangan hakim adalah diskresi yudisial atau kebebasan pendapat hakim. Secara keseluruhan, penekanan pada konsistensi dalam penerapan KHES untuk "menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan" menunjukkan bahwa konsistensi yudisial bukan hanya cita-cita hukum internal tetapi juga faktor krusial untuk legitimasi eksternal dan penerimaan publik terhadap hukum ekonomi syariah. Hal ini menggarisbawahi bahwa konsistensi yudisial bukan hanya masalah akademis tetapi penentu penting kepercayaan publik terhadap keadilan, prediktabilitas, dan keandalan Pengadilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah. 
B. [bookmark: _Toc205216265]Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa saran yang dapat diajukan untuk memperkuat penegakan hukum ekonomi Islam di Indonesia:
1. Untuk Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama:
a) Penyusunan Pedoman yang Lebih Jelas
Mahkamah Agung perlu menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) atau Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang lebih rinci dan eksplisit mengenai interaksi antara KHES dan hukum acara perdata umum (HIR/R.Bg), khususnya dalam hal pembebanan biaya perkara dan prosedur eksekusi jaminan. Ini akan mengurangi macam makna dan mendorong konsistensi putusan di seluruh Pengadilan Agama.   
b) Peningkatan Pelatihan dan Sertifikasi Hakim
Mengintensifkan program pelatihan dan sertifikasi khusus dalam bidang ekonomi syariah bagi hakim-hakim Pengadilan Agama. Hal ini akan meningkatkan pemahaman dan keahlian mereka dalam menerapkan KHES secara komprehensif dan seragam, serta mengurangi ketergantungan pada interpretasi individual yang bervariasi.   
2. Untuk Akademisi dan Peneliti:
a) Penelitian Lanjutan
Melakukan penelitian lanjutan yang lebih luas mengenai implementasi KHES di berbagai Pengadilan Agama di Indonesia, dengan fokus pada faktor-faktor yang memengaruhi konsistensi putusan dan dampaknya terhadap perkembangan hukum ekonomi syariah.
b) Pengembangan Kurikulum
Mengembangkan kurikulum pendidikan hukum yang lebih kuat dalam bidang ekonomi syariah di perguruan tinggi, untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap menghadapi tantangan di sektor ini.
Dengan implementasi saran-saran ini, diharapkan penegakan hukum ekonomi Islam di Indonesia dapat mencapai tingkat konsistensi, kepastian hukum, dan keadilan yang lebih tinggi, sehingga semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan syariah.
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tanpa paksaan dari siapapun juga, memenuhi norma pasal 25 ayat
(2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;

Menimbang, bahwa selain itu, dinilai dari definisi murabahah
sebagaimana termuat dalam Pasal 20 ayat (6) Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah yang menyebutkan bahwa “murabahah adalah pembiayaan saling
menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang
membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga
pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan
keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya  dilakukan
secara tunai atau angsur". Dari definisi ini dikaitkan dengan akad murabahah
yang terlaksana antara Pengugat dan Tergugat, telah tergambar dalam
akad a quo adanya pembiayaan dengan niat saling menguntungkan, dengan
keuntungan yang ditentukan serta pengembalian dilakukan secara tunai,
maka karenanya dapat dinyatakan akad murabahah yang dilakukan
Penggugat dan Tergugat telah sesuai ketentuan/prinsip syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka
Maelis ~ berpendapal  Akad ~ Pembiayaan  Murabahah — Nomor
XXXXXXXXXXtertanggal 11 Maret 2022 antara Penggugat dan Tergugat

telah memenuhi syarat dan rukun akad, karenanya gugatan Penggugat pada

petitum angka 2 parut dikabulkar

Petitum tentang cidera janjilwanprestasi

Menimbang, bahwa dalam petitim angka 3 Penggugat memohon
agar Pengadilan menetapkan Tergugat melakukan perbuatan cidera
janjilwanprestasi dengan tidak melaksanakan prestasi atas kewajibannya
sesuai perjanjian;

Menimbang, bahwa penetapan terkait cidera janji ini diperlukan
dengan adanya penjelasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-
XVII/2019 terhadap Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa frasa “cidera. janji"
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai

bahwa "adanya cidera janji tidak ditentukan  secara sepihak oleh  kreditur
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melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau
atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji";

Menimbang, bahwa mengenai apakah Tergugat telah melakukan
perbuatan cidera janjifingkar janjiwanprestasi terhadap akad Pembiayaan
Pembelian 1 (satu) unit kendaraaan bermotor sebagaimana termuat dalam
Akad Pembiayaan Murabahah Nomor XXXXXXXXXXtanggal 11 Maret 2022
yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim terlebin
dahulu akan memperhatikan apakah dalam perkara
unsur dari perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi

i telah terpenuhi

Syariah disebutkan: “Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila
karena kesalahannya: a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk
melakukannya; b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak
sebagaimana  diperjanjikan; c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi
terlambat; d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh
dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diaur dalam Pasal 37
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. 1238 KUHPerdata, dalam kasus
wanprestasi harus didahului dengan somasi atau teguran atau peringatan
agar kreditur memenuhi prestasi yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 dan 37
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Jo. Pasal 1238 KUH Perdata, dapat
ditarik unsur-unsur suatu perbuatan dikategorikan sebagai Perbuatan hukum
ingkar janji (wanprestasi) sebagai berikut : 1). ada perjanjian oleh para pihak,
2). ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah
disepakati baik karena kesengajaan maupun kelalain, 3). sudah dinyatakan
lalai tapi tetap tidak mau melaksanakan isi perjanjian (adanya somasi);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, telah nyata dan
menjadi fakia hukum adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat,
serta adanya fakia bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dan
meskipun telah ditegur Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya,
maka karenanya berdasarkan Pasal 36 Kompilasi HukumEkonomi Syariah,
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Tergugat harus dinyatakan telah cidera/ingkar janj atau wanprestasi, dengan
demikian gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) patut dikabulkan;
Petitum tentang sisa pinjaman yang menjadi kewajiban Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 Penggugat memohon
agar Pengadilan menetapkan kewajiban Tergugat untuk membayar sisa
pinjaman sebesar Rp XXXXXXXXXX kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam akad, bahwa
objek akad (mahallul aqd) adalah adanya wujud barang yang
diperjualbelikan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor serta harga barang
dimaksud  sejumlah Rp70.000.000,00 (wjuh puluh juta rupiah) telah
berpindah tangan dari Penjual (KSPPS BMT XXXXXXXXXX/Penggugat)
kepada pembeli (Nasabah/Tergugat), sehingga harus dinyatakan pembeli
(Nasabah/Tergugat) mempunyai kewajiban membayar barang dengan
jumizh harga dimaksud

Menimbang, bahwa selain utang pokok, Penggugat dan Tergugat
juga memperjanjikan adanya margin keuntungan yang sah bagi Penjual
yakni sebesar 23 % atau sejumlah Rp16.400.000,00 (enam belas juta empat
ratus ribu rupiah). Prakiik penetapan margin keuntungan pada lembaga
keuangan syariah adalah berdasarkan kesepakatan antara kedua belah
pihak yang tentunya tidak memberatkan kepada salah satu pihak. Dalam
praktik juga ditemukan perhitungan margin yang ~dianggap wajar dan
berdasar kepada ‘urf dalam masyarakat adalah berkisar antara 9% -
24%,  karenanya penetapan margin sebagaimana termuat dalam akad a
quo_tidak melanggar ketentuan syariat Islam;

Menimbang, bahwa kebolehan penetapan margin keuntungan
dalam akad murabahah telah diatur dalam Fatwa DSN/ No.04/DSN-
MUIIV/2000. Dalam pertimbangan huruf b pada fawa tersebut disebutkan
bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan
meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syari“ah perlu
memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual
suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan
pembeli membayamya dengan harga yang lebih sebagai laba;
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Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, telah nyata dan menjadi
fakta hukum adanya perjanjian yang memuat kesepakatan antara Penggugat
dan Tergugat mengenai nominal pembiayaan dan pengembalian akibat telah
dilakukannya pembiayaan murabahah, serta adanya fakia bahwa Tergugat
tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan tanggal 18 Desember
2023 sehingga menyisakan kewajiban pembayaran  sebesar Rp
XXXXXXXXXX, maka Tergugat harus menyelesaikan kewajibannya dengan
membayar sisa pinjaman Tergugat tersebut kepada Penggugat, dengan
demikian gugatan Penggugal pada petitum angka 4 (empat) patut
dikabulkan;
Petitum tentang penghukuman kepada Tergugat untuk membayar
kewajibannya

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 Penggugat memohon
agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar sisa pinjaman
secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp XXXXXXXXXX
dan biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp15.000.000,00
(iima belas juta rupiah), sehingga total kerugian materiil - sebesar Rp.
64.935.445,00 (enam puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh fima ribu
empal ratus empat puluh lima rupiah), selambat-lambatnya 7 hari terhitung
sejak putusan ini diucapkan

Menimbang, bahwa dalam akad murabahah antara Penggugat
dan Tergugat, secara khusus termuat dalam Pasal 7 angka (2) adanya
kesepakatan tentang biaya/ongkos penagihan dan kuasa Penggugat yang
akan ditanggung Tergugat apabila Tergugat lalai memenuhi kewajibannya

Menimbang, bahwa berbeda dengan jumiah utang pokok dan
margin dengan total sejumlah XXXXXXXXXX yang telah terbukti dan
menjadi fakta dalam persidangan, terkait biaya penaginan dan penyelesaian
perkara sebesar Rp15.000.00000 (ima belas juta rupiah), Majelis Hakim
tidak menemukan bukii apa pun yang menguatkan dalil Penggugat tentang
biaya penagihan dan penyelesaian perkara sekaligus nominal jumiah yang
harus dibayarkan untuk itu, maka terhadap biaya penagihan dan
penyelesaian perkara tersebut Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan
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Penggugat tidak terbukti dan patut dikesampingkan dari incian kerugian
materil yang menjadi kewajiban Tergugat ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai isi petitum yang memohon
agar kerugian tersebut dibayar oleh Tergugat secara konian dan seketika
selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan diucapkan, Majelis Hakim
berpendapat isi petitum tersebut tidak beralasan hukum dan  dapat
dikategorikan sebagai premature, karenanya patut pula dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan
Penggugat petitum angka 5 (ima) tentang penghukuman kepada Tergughat
untuk melakukan pembayaran sisa pinjaman berupa utang pokok ~serta
margin keuntungan patut dikabulkan, adapun biaya penagihan dan
penyelesaian perkara harus serta cara pembayaran seketika paling lambat 7
hari terhitung sejak putusan diucapkan dinyatakan ditolak;

Petitum tentang kewajiban pelunasan dan penjualan obyek jaminan
untuk pelunasan

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 6 Penggugat memohon
agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk melunasi sisa hutang
sebesar XXXXXXXXXX dan apabila Tergugat tidak segera untuk melunasi
seluruh sisa pinjaman secara suka rela kepada Penggugat, maka terhadap
objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor berupa
Truck Merk XXXXXXXXXX, Tipe XXXXXXXXXX, Tahun XXXXXXXXXX, No.
Rangka XXXXXXXXXX, No. Mesin XXXXXXXXXX, No. Polisi
XXXXXXXXXX, Nomor BPKB XXXXXXXXXX, wama XXXXXXXXXX,
diserahkan kepada Penggugat tanpa beban apapun, untuk dilakukan
penjualan di muka umum  dan hasil dari penjualan tersebut dipergunakan
untuk pelunasan/mengurangi pembayaran pinjaman  kepada Penggugat,
kemudian hasil penjualan dibayarkan kepada Penggugat secara tunai dan
sekaligus. Dan apabila hasil penjualan tersebut setelah dikurangi kerugian
sebesar Rp. 64.935.445,00 (enam puluh empat juta sembilan ratus tiga
puluh lima ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) termasuk _biaya-

aya
yang timbul akibat perkara ini masih terdapat sisa, maka akan dikembalikan
kepada Tergugat;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 dan 6 di
atas, terbukti bahwa Tergugat setidak-tidaknya sampai dengan tanggal 18
Desember 2023 tidak pernah membayar angsuran lagi sebagaimana yang
telah dijanjikan dengan sisa pengembalian pokok dan margin sebesar Rp
XXXXXXXXXX, karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat patut
dihukum untuk melunasi kewajibannya tersebut;

Menimbang bahwa selain itu berdasar pula kepada pertimbangan
petitum angka 4 dan 5, maka terhadap petitum angka 6 akan dikabulkan
sebagian, yakni menghukum Tergugat untuk melunasi sisa utang pokok
beserta margin keuntungan sebesar RpXXXXXXXXXX ~dan  apabila
Tergugat tidak segera untuk melunasi seluruh sisa pinjaman secara
suka rela kepada Penggugat, maka terhadap objek jaminan fidusia berupa
satu unit kendaraan bermotor berupa Truck Merk XXXXXXXXXX, Tipe
XXXXXXXXXX, Tahun XXXXXXXXXX, No. Rangka XXXXXXXXXX, No.
Mesin  XXXXXXXXXX, No. Polisi  XXXXXXXXXX, Nomor BPKB
XXXXXXXXXX, harus diserahkan kepada Penggugat tanpa beban apapun,
untwk  dijual di muka umumidilelang dan hasil dari penjualan  tersebut
setelah  dipotong  biaya-biaya  (lelang)  dipergunakan  untuk
pelunasanimengurangi pembayaran pinjaman kepada Penggugat, kemudian
hasil penjualan dibayarkan kepada Penggugat secara tunai dan  sekaligus,
dan apabila masih terdapat sisa, maka akan dikembalikan kepada
Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 6 tersebut, majelis
hakim memandang perlu untuk menambahkan penjelasan  dalam
pertimbangan, bahwa penjualan dimuka umum yang dilakukan adalah
melalui mekanisme lelang, sebab untuk terpenuhinya kewajiban Tergugat
dalam gugatan pembayaran sejumlah uang, jika Tergugat tidak segera
secara sukarela melunasi melaksanakan kewajibannya tersebut, tidak ada
cara lain selain obyek jaminan fidusia dijual secara Lelang (vide Pasal 196
dan Pasal 200 HIR);

Petitum tentang penyerahan obyek jaminan fidusia dan hak
eksekutorial Penggugat
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Menimbang, bahwa dalam petitum angka 7 Penggugat memohon
agar MajelisHakim menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai
obyek jaminan fidusia untuk segera menyerahkan kepada Penggugat
dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun dan apabila Tergugat atau
siapa saja yang menguasai obyek jaminan fidusia tidak menyerahkan
obyek jaminan secara sukarela maka Penggugat dan/atau dengan bantuan
pihak keiga melakukan sita  eksekutorial berdasarkan Sertifikat
Fidusia No: W13.00261937-AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 24 April 2022
terhadap obyek jaminan dari tangan Tergugal atau siapa saja yang
menguasai objek jaminan fidusia tersebut

Menimbang, bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas
benda bergerak yang fetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia
sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertenu, yang
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap
kreditur lainnya

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dapat difahami
bahwa dalam Sertifikat Jaminan Fidusia telah dicantumkan irah-irah “Demi
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’ karenanya mempunyai
kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila debitur cidera janji,
penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek
jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri

Menimbang, bahwa Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut, berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII2019 pada penjelasan Pasal
tersebut ditegaskan bahwa frasa kekuatan eksekutorial” bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai
terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji
dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi
jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam
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pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan
berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap

Menimbang, bahwa oleh karena terbukii objek jaminan fidusia
tidak berada di tangan Penggugat selaku penerima hak fidusia, maka
karenanya untuk memastikan atas objek tersebut dapat dilaksanakan
eksekusi, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menghukum
Tergugat atau siapa pun yang menguasai objek jaminan fidusia untuk
segera menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa
beban hak apapun;

Menimbang, bahwa adapun apabila Tergugat atau siapa saja
yang menguasai objek jaminan fidusia idak menyerahkan obyek ~jaminan
secara sukarela maka sesuai penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia
pada Puwsan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII2019 di atas,
kewenangan melakukan eksekusi atau  penjualan umum  untk
melaksanakan atau mengeksekusi putusan atau penetapan pengadilan atau
dokumen yang dipersamakan dengan putusan pengadilan seperti hipotik,
hak tanggungan atau jaminan fidusia mest dilakukan oleh pengadian, dalam
perkara a quo adalah Pengadilan Agama Boyolali melalui perantara kantor
lelang sesuai ketentuan Pasal 200 ayat (1) HIR;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan
Penggugat petitum angka 7 (tujuh) tentang penghukuman kepada Tergugat
untuk menyerahkan obyek jaminan fidusia kepada Penggugat patut
dikabulkan, adapun hak Penggugat untuk melakukan sita eksekutorial atas
obyek jaminan fidusia tersebut berdasarkan sertifikat fidusia dinyatakan
ditolak;

Menimbang, bahwa terkit petitum angka 5 tentang pembayaran
sisa pinjaman, petium angka 6 tentang pelunasan sisa utang dan
pembayaran pinjaman dari hasil penjualan di muka umum obyek jaminan
dan petitum angka 7 tentang penyerahan objek fidusia oleh Tergugat atau
siapa saja yang menguasai obyek jaminan fidusia kepada Penggugat adalah
petitum-petitum yang saling terkait dan terulang, sehingga demi efisiensi
dan  mewujudkan asas sederhana dalam putusan ini Majelis Hakim
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berkesimpulan untuk menyatukan amar dari ketiga petitum tersebut dalam
satu dikium amar

Petitum tentang dwangsom

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 8 Penggugat memohon
agar Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar uang paksa
(dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (iima ratus ribu rupiah) setiap harinya
sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum  tetap
(inkracht van gewijsde);

Menimbang, bahwa Pasal 606a Reglement op de Rechts
vordering atau Rv. menegaskan : Sepanjang suatu keputusan hakim
mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar
sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali
terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan
sejumlah uang yang besamya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang
tersebut dinamakan uang paksa (dwangsom);

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor :
791/K/Sip/1972 menyatakan “dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama
dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang”, dan di dalam yurisprudensi
Mahkamah Agung RI Nomor : 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976
disebutkan “Dwangsom akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan
dengan eksekus?’, kemudian dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI
Nomor 1346 K/Pdy1991 kaidah hukumnya menyatakan “dwangsom (uang
paksa) dalam tuntutan pembayaran sejumlah uang haruslah ditiadakan”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo gugatan
pokoknya adalah pembayaran sejumlah uang,, maka dengan merujuk
keteniuan Pasal 606a Rv. dan kaidah hukum yurisprudensi di atas, - gugatan
Penggugat pada petitum angka 8 (delapan) tersebut harus dinyatakan
ditolak
Petitum tentang putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 (sembilan) yang
menuntut agar pengadilan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebin
dahulu / serta merta (Uit voerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum
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banding, verzet maupun kasasi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan
sebagai berikut :

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2000 juncto SEMA
Nomor 4 tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta mengatur bahwa syarat
mengabulkan putusan serta merta khususnya yang berkaitan dengan
eksekusi harus disertai adanya adanya pemberian jaminan yang nilainya
sama dengan nilai barangfobjek eksekusi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan fakta
Penggugat telah memberikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam SEMA
Nomor 3 Tahun 2000 Jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2001, maka dengan merujuk
ketentuan tersebut, gugatan Penggugat pada petitum angka 9 (sembilan)
tersebut harus dinyatakan ditolak
Petitum tentang biaya perkara

Menimbang, bahwa terhadap peitum angka 10 (sepuluh) pada
gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa norma hukum pembebanan biaya perkara dalam
bidang perkara perdata menentukan bahwa barang siapa yang dikalahkan
dalam suatu perkara maka dihukum untuk membayar biaya perkara, untuk
itu karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan pasal
38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. pasal 181 HIR., petitum gugatan
Penggugat angka 10 (sepuluh) patut dikabulkan dengan menghukum
Tergugat untk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan
dicantumkan dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan  pertimbangan-periimbangan
tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil
membukiikan sebagian dalil-dalil gugatannya, maka terhadap petitum
gugatan Penggugat angka 1 Majelis Hakim berkesimpulan untuk
mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, dan menolak gugatan
Penggugat selebihnya;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan ketentuan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI
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1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan perjanjian atara Penggugat dan Tergugat sesuai Akad
Pembiayaan Murabahah Nomor XXXXXXXXXXtanggal 11 Maret 2022
adalah sah dan mengikat;

3.Menyatakan  Tergugat telah melakukan perbuatan  cidera
janjilwanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya
sesuai perjanjian;

4. Menetapkan sisa pinjaman Tergugat sebesar Rp XXXXXXXXXX,
menjadi kewajiban Tergugat untuk dibayarkan kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban pembayaran
pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp XXXXXXXXXX dan apabila
Tergugat tidak dapat membayar kewajibannya tersebut, maka objek
jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Truck merk XXXXXXXXXX, Tipe
XXXXXXXXXX, Tahun  XXXXXXXXXX, Nomor Rangka XXXXXXXXXX,
Nomor Mesin XXXXXXXXXX, No. Polisi XXXXXXXXXX, Nomor BPKB
XXXXXXXXXX harus diserahkan oleh Tergugat atau siapa saja yang
menguasai obyek jaminan fidusia tersebut kepada Penggugat dalam
keadaan baik dan tanpa beban hak apapun, untuk dilakukan penjualan
dimuka umumidilelang dan hasil dari penjualan tersebut dipergunakan
untuk pelunasan pembayaran pinjaman kepada Penggugat, dan apabila
dari hasil penjualan tersebut masih terdapat sisa, maka akan
dikembalikan kepada Tergugat;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.
217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27
Rabiul Akhir 1446 Hijtiyah, oleh kami Rogaiyah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua
Majelis, Drs. Saefudin, M.H dan Drs. H. Syarifudin, M.H. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi
Pengadilan pada hari Senin tanggal 4 November 2024 Masehi, bertepatan
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dengan tanggal 2 Jumadil Ula 1446 Hifiyah oleh Ketua Maielis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Fitriyadi
Cahyo Nugroho, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis.

Td.

Rogaiyah, S.Ag., M.H

Hakim Anggota Hakim Anggota
Td Twd.
Drs. Saefudin, M.H Drs. H. Syarifudin, M.H.

Panitera Pengganti,

T,
Fitriyadi Cahyo Nugroho, S.H

Perincian Biaya

1. PNBP Rp. 60.000,00
2. Proses Rp. 75.000,00
3. Panggilan Rp. 72.000,00
4.__Meterai Rp. 10.000,00
Jumlah Rp. 217.000,00

(dua ratus twjuh belas ribu rupiah)
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TRANSKRIP WAWANCARA
Narasamuber (N) : Drs. H. Syarifudin, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Boyolali)

Pewawancara (P) : Dean Muhammad Daffa Karim

P : Dalam Putusan No 882/Pdt.G./2024/PA.Bi. Bapak Drs.H. Syarifudin, M.H. selaku Hakim
yang memutus perkara tersebut dalam pertimbangan hukum pembebanan biaya perkaranya
menggunakan pasa 38 KHES jo 181 HIR. Karena perkara tersebut merupakan sengketa
ekonomi syariah jadi pertanyaannya saya adalah Apa alasan Bapak Drs.H. Syarifudin, M.H.
menggunakan pasal 38 KHES jo 181 HIR pada perkara tersebut? Sedangkan dalam beberapa
putusan PA yang lain tidak menggunakan pasal 38 KHES hanya menggunakan pasal 181 HIR.

N : Dikarenakan pada perkara No 882/Pdt.G./2024/PA.Bi merupakan sengketa ekonomi
syariah terkait perkara wanprestasi murabahah, maka majelis hakim tetap merujuk pada pasal

38 KHES untuk pembebanan biaya perkaranya kepada pihak yang melakukan wanprestasi.

P : Apakah ada faktor yang memengaruhi perbedaan pertimbangan hukum tersebut?

N : Salah satu faktor yang membuat perbbedaan pertimbangan hakim adalah karena hakim
independent, bebas dalam memutus perkara tetapi majelis hakim Pengadilan Agama Boyolali
tetap menggunakan KHES dalam pertimbangan biaya perkara untuk mengisi kekhususan

hukum.
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PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.Mgl
SRR o

=

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadian Agama Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama telah menjatunkan putusan sebagai berikut dalam
perkara Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah antara:

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Barokah Dana Sejahtera, beralamat
di JI. Sisingamaraja No. 71 Yogyakarta dan mengambil domisil
di Perum Korpri JI. Duku V No 22 RURw 004/010, Kramat
Selatan, Magelang Utara, Kota Magelang, dalam hal ini
memberikan kuasa khusus kepada Dhihan Sulistiyono,
Karyawan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Barokah
Dana Sejahtera, bertempat tinggal di di Perum Korpri JI. Duku
V No 22 RtRw 004/010, Kramat Selatan, Magelang Utara, Kota
Magelang, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 14
Februari 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor
23/KHAI2023PA Mg, tanggal 21 Maret 2023 sebagai
Penggugat;

melawan

Umi Sukiswati binti Masdoeri, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman
di Kp. Tuling Rt 003, Rw. 002, Kelurahan Magelang,
Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, sebagai
Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa

alatalat bukt yang diajukan di persidangan:
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DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Februar 2023
telah mengajukan Gugatan Sederhana Ekonomi Syarish yang didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang pada tanggal 21 Maret 2023
dengan register perkara Nomor 1/PdtG.S/2023/PAMgl, dengan dali-dalil
sebagai berikut
Alasan Penggugat
1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan
perbuatan ingkar janjiwanprestasi;

N

. Kapan perjanjian anda tersebut di buat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?
Bahwa perianjian/akad dibuat pada hari Jum'at tanggal 28 Desember
2018 dengan nomor akad 2982/MRH/BDS/XI2018, selanjuinya
dilakukan Addendum akad pertama pada hari Kamis tanggal 28
November 2019 dengan nomor akad 739/ADD/MRH/BDS/XV2019, dan
Addendum akad kedua pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 dengan
nomor akad 1067/ADD/MRH/BDS/V/2020;

3. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut? Bahwa perjanjian/akad tersebut

tertulis;

4. Apayang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut?

Yang diperjanjikan dalam Akad Murabahah adalah :

Bahwa berdasarkan Addendum kedua akad pembiayaan Murabahah No.

1067/ADD/MRH/BDS/V/2020 yang diperjanjikan di perjanjian adalah :

a. Bank memberikan pembiayaan Murabahah kepada Tergugat selaku
nasabah sejumiah Rp. 304.459.584 (tiga ratus empat juta empat
ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus delapan puluh empat
rupiah) untuk membeli tanah dan rumah seluas 820 m2.

b. Tergugat disepakati/dibiayai untuk membeli tanah dan rumah dengan
plafon Rp. 304.459.584 (tiga ratus empat juta empat ratus lima puluh
Sembilan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) dengan margin
yang diharapkan bank sebesar Rp 467.437.523 (empat ratus enam
puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh
tiga rupiah).

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1/PdtG S/2022/PA Smp

i ar iy g s

Hataman 2




image12.jpeg
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Jangka waktu dan angsuran addendum kedua pembiayaan
Murabahah diberikan selama 120 (seratus dua puluh) bulan,
terhiting sejak tanggal Addendum kedua Akad pembiayaan
ditandatangani kedua belah pihak, yaitu tanggal 29 Mei 2020 dan
berakhir pada tanggal 29 Mei 2030, Tergugat wajib mengangsur
setiap bulan mulai bulan September 2020 sampai dengan November.
2020 sebesar Rp. 3.995.193 (tiga juta Sembilan ratus Sembilan
puluh lima ribu seratus Sembilan puluh tiga rupiah) setiap tanggal 29.
Selanjutnya mulai bulan Desember 2020 sampai dengan Maret 2030
angsuran sebesar Rp. 5.795.193 (lima juta tujuh ratus Sembilan
puluh lima ribu seratus Sembilan puluh tiga rupiah) setiap tanggal 29.
Bulan April 2030 nasabah wajib membayar angsuran sebesar Rp.
53.995.193 (lima puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima
fibu seratus Sembilan puluh figa rupiah), dan terakhir di bulan Mei
2030 Tergugat wajib membayar angsuran sebesar Rp. 56.854.719
(lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus
Sembilan belas rupiah).

5. Apayang dilanggar oleh Tergugat?

Bahwa TERGUGAT lalai tidak membayar angsuran sesuai dengan

jadwal yang telah ditetapkan. Sampai dengan bulan Febrari 2023,

masih menunggak sebesar Rp. 48.600.000 (empat puluh delapan juta

enam ratus ribu rupiah) untuk angsuran pokok dan Rp. 119.855.790

(seratus sembilan belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh

ratus Sembilan puluh rupiah) untuk margin nya.

Padahal Penggugat sudeah memberikan 3 (iga) kali surat

peringatan/somasi dan surat pemberitahuan lelang jaminan, yaitu

a. Surat peringatan pertama, tertanggal 18 Februari 2021 nomor surat
58/BDS/S-PTN/I2021;

b. Surat peringatan kedua, tertanggal 25 Maret 2021 nomor surat
55/BDS/S-PTNAIN021;

c. Surat peringatan ketiga, teranggal 14 April 2021 nomor surat

52/BDS/S-PTN/IV/2021;
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d. Surat pemberitahuan lelang jaminan tertanggal 07 September 2021
nomor surat 27/BDS/S-PMB/IX/2021;

6. Berapa kerugian yang anda derita?
Rp. 429.315374 (empat ratus dua puluh Sembilan ribu tiga
ratus lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
Bahwa akibat perbuatan cidera janjiwanprestasi tersebut PENGGUGAT
merasa dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Addendum kedua
Akad Pembiayaan Murabahah No. 1067/ADD/MRH/BDS/V/2020, tanggal
29 Mei 2020, yang perinciannya sebagai berikut :

Tunggakan Pokok :Rp  304.459.584
Tunggakan Margin :Rp 119.855.790
Biaya Penagihan Rp. 5.000.000 +
Total Tunggakan :Rp. 429315374

Dengan bukti-bukti sebagai berikut:

1) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dhihan Sulistyono,
S.E., Selanjutnya disebut sebagai Bukti P.1

2) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Umi Sukiswati,
Selanjutnya disebut sebagai Bukti P.2

3) Foto  Copy  Akad  Pembiayaan  Murabahah  No.
2982/MRH/BDS/XI2018, Foto Copy Addendum Pertama Akad
Pembiayaan Murabahah No. 739/ADD/MRH/BDS/X1/2019, tanggal 28
November 2019, Foto Copy Addendum Kedua Akad Pembiayaan
Murabahah No. 1067/ADDMRH/BDS/V/2020, tanggal 29 Mei 2020,
Selanjutnya disebutsebagai  BuktiP.3

4) Foto Copy SHM (Settipikat Hak Milik) No. 625 Desa Balerejo,
Tanggal Penerbitan Sertfikat 6 Februari 1995, Surat Ukur No. 619
Tanggal 21 Desember 1994, Luas Tanah : 820 m2, Letak : Desa
Balerejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, Propinsi Jawa
Timur. Nama Pemegang hak : Umi Sukiswati (06/051975),
Selanjutnya disebut sebagai BukliP 4
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5) Foto Copy Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1316/2019, tanggal
17/07/2019 Selanjutnya disebut sebagai Bukti P.5
6) Foto Copy Surat Peringatan | tertanggal 18 Februari 2021, Surat
Peringatan Il 25 Maret 2021, Surat Peringatan il 14 April 2021, Surat
Pemberitahuan Lelang tertanggal 07 September 2021, Selaniinya
disebut sebagai Bukti P.6
2)  Uraian lainnya
3)  Jaminan berupa
Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan dengan
SHM asli No. 625 Desa Balerejo, Tanggal Penerbitan Sertfikat 6
Februari 1995, Surat Ukur No. 619 Tanggal 21 Desember 1994, Luas
Tanah : 820 m2, Letak : Desa Balerejo, Kecamatan Balerejo,
Kabupaten Madiun, Propinsi Jawa Timur. Nama Pemegang hak : Umi
Sukiswati (06/0511975), dan dikat Akta Pemberian Hak Tanggungan
No. 1316/2019, tanggal 17/07/2019 :

Maka berdasarkan segala yang Penggugat uraikan tersebut di atas
Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Kota
Magelang untuk memanggil para phak yang bersengketa pada satu
persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa, mengadili dan memutus
gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

2. Menyatakan perjanjian/akad yang dibuat pada hari Jum’at tanggal 28
Desember 2018 dengan nomor akad 2982/MRH/BDS/XI2018,
Addendum akad pertama pada hari Kamis tanggal 28 November 2019
dengan nomor akad 739/ADD/MRH/BDS/XI2019, dan Addendum akad
kedua pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 dengan nomor akad
1067/ADD/MRH/BDSNV/2020 tentang pembiayaan Murabahah, yang
dibuat antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum

3. Menyatakan sah demi hukum Tergugat telah melakukan perbuatan
ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian/akad yang dibuat pada hari
Jumat tanggal 28 Desember 2018 dengan nomor akad
2982/MRH/BDS/XIV2018, Addendum akad pertama pada hari Kamis
tanggal 28  November 2019  dengan  nomor  akad
739/ADD/MRH/BDS/XI2019, dan Addendum akad kedua pada hari
Jumat tanggd 20 Mei 2020 dengan nomor akad
1067/ADD/MRH/BDS/V/2020, yaitu kemgian materii sebesar  Rp.
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429.315.374 (empat ratus dua puluh Sembilan juta tiga ratus lima belas
nibu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp.
429.315.374 (empat ratus dua puluh Sembilan juta tiga ratus lima belas
fibu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) kepada PENGGUGAT langsung
seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam
proses persidangan ini

Atau apabila Pengadilan Agama Kota Magelang berpendapat lain, mohon
putusan seadil - adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus
kepada Dhihan Sulistiyono, Karyawan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Barokah Dana Sejahtera berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 14 Februari
2023 yang telah didaftar dalam Register di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Magelang Nomor 23/KHIII2023/PA Mgl, tanggal 21 Maret 2023;

Bahwa, Hakim telah memeriksa Surat Kuasa dan identitas Penggugat
serta identitas Tergugat;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat
diwakili oleh kuasanya bedasarkan Surat Kuasa Khusus telah datang
menghadap di persidangan, setelah diperiksa surat kuasa tersebut telah sesuai
dengan syarat formil materil surat kuasa;

Bahwa Tergugat tidak pemah datang menghadap di persidangan dan
tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah uniuk
menghadap ke persidangan serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak
disebabkan oleh suatu halangan/alasan yang sah meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut sesuai berita acara relaas No. 1/Pdt GS/PA Mgl, tanggal
27 Maret 2023 dan tanggal 31 Maret 2023;

Bahwa Pengadiian dalam hal ini Hakim Tunggal, telah melakukan
upaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar menyelesaikan
perkara ini secara kekeluargaan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap Tergugat tidak dapat didamaikan karena tidak datang
menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat gugatan sederhana
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Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak

mengajukan perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dhihan Sulistyono tanggal 23
Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kota Magelang. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah
diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan asiinya yang temyata sesuai
serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Umi Sukiswati, tanggal 30
Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Magelang. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, kemudian diberi
kode bukti (P.2);

3. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah No. 2082MRH/BDS/XII2018,
tanggal 28 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh PT. BPR Syariah
Barokah Dana Sejahtera. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah
diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan asiinya yang temyata sesuai
serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukt (P.3);

4. Fotokopi Addendum Pertama Akad Pembiayaan Murabahah No.
739/ADD/MRH/BDS/XI/2019, tanggal 28 November 2019, yang dikeluarkan
oleh PT. BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera. Bukti surat tersebut
bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan
aslinya yang temyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode
bukti (P.4);

5. Fotokopi Addendum Kedua Akad Pembiayaan Murabahah No,
1067/ADD/MRH/BDS/V/2020, tanggal 29 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh
PT. BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera. Bukti surat tersebut bermeterai
cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang
temyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);

6. Fotokopi Surat Peringatan | No. 58/BDS/S-PTN/II/2021, tanggal 18 Februari
2021, yang dikeluarkan oleh PT. BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera.
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Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim,
kemudian diberi kode bukti (P.6);

7. Fotokopi Surat Peringatan Il No. 55/BDS/S-PTN/III2021, tanggal 25 Maret
2021, yang dikeluarkan olen PT. BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera.
Bukfi surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim,
kemudian diberi kode bukti (P.7);

8. Fotokopi Surat Peringatan Il No. 52/BDS/S-PTN/IV/2021, tanggal 14 April
2021, yang dikeluarkan olen PT. BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera.
Bukii surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim,
kemudian diberi kode bukti (P.8);

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Lelang Jaminan No.27/BDS/S-PMB/IX/2021
tanggal 7 September 2021, yang dikeluarkan oleh PT. BPR Syariah
Barokah Dana Sejahtera, Bukii surat tersebut bermeterai cukup dan telah
diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.9);

10.Fotokopi (Sertipikat Hak Milik) No. 625, tanggal Penerbitan Sertfikat 6
Februari 1995, Surat Ukur No. 619 Tanggal 21 Desember 1994, Luas
Tanah : 820 m2, yang terletak di Desa Balerejo, Kecamatan Balerejo,
Kabupaten Madiun, Propinsi Jawa Timur. Atas nama Umi Sukiswati
Bukii surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim,
kemudian diberi kode bukti (P.10)

11.Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 33/2019,
tanggal 1 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh PPAT Abbaba Rinda
Yeskharia, S.H., MKn. Bukii surat tersebut bermeterai cukup dan telah
diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.11);

12.Foto Copy Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 13162019, tanggal
17/07/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun.
Bukii surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim,
kemudian diberi kode bukti (P.12);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan pendahuluan (dismissal)
yang dilakukan oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah
ternyata bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur gugatan
sederhana sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan (3) Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian
Perkara Ekonomi Syariah jo. Pasal 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019,
yakni nilai gugatan tidak melebihi Rp500.000.000,00 (ima ratus juta rupiah),
Penggugat dan Para Tergugat berdomisili di wilayah hukum yang sama, surat
gugatan sesuai dengan blanko gugatan dan alat bukii surat yang diajukan oleh
Penggugat, oleh karenanya pemeriksaan perkara a quo dilaksanakan dengan
acara sederhana;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dirinya berkapasitas
(mempunyai legal standing) mengajukan perkara in casu atas dasar bahwa
pihaknya telah mengeluarkan produk Pembiayaan Murabahah kepada
Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diubah dengan
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang
Tatacara Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana, penyelesaian perkara
gugatan sederhana tidak boleh melebihi 25 hari kerja sejak sidang pertama;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat

telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) atas pembiayaan akad murabahah
akad 2082/MRH/BDS/XI/2018, tanggal 28 Desember 2018 yang selanunya
diadakan Addendum akad pertama nomor 739/ADD/MRH/BDS/X12019 tanggal
28 November 2019 dan  Addendum akad  kedua nomor
1067/ADD/MRH/BDS/V/2020, tanggal 29 Mei 2020 yang telah disepakati oleh
Penggugat dan Tergugat;
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Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditetapkan para pihak yang berperkara telah dipanggil untuk menghadap
dipersidangan, panggilan mana dinilai oleh Hakim Tunggal telah dilaksanakan
secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 718 R.Bg jo Pasal
55Undangundang  Nomor 7 Tahun 1989  sebagaiman diubah
denganUndang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut sehingga pada hari persidangan yang telah
ditetapkan ketika hadir di persidangan Penggugat diwakil oleh Kuasa Substitusi
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2023 yang telah terdaftar
dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Magelang dengan Nomor
23/KHII2023/PA Mgl, tanggal 21 Januari 2023, sedangkan Tergugat tidak
datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau
kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus
Penggugat temyata telah sesuai Pasal 98 ayat (1) dan 103 Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, oleh karena ity Hakim
dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk
beracara dalam perkara aguo mewakili Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dalam perkara ini telah
berusahamenasehati Penggugat untuk berdamai dan menyelesaikan perkara
ini secara kekeluargaan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan sedehana wanprestasi
perkara Ekonomi Syariah Penggugat adalah Tergugat telah melakukan
wanprestasi kepada Penggugat atas Akad Perjanjian Pembiayaan Al
Murabahah Nomor: 2982/MRH/BDS/XI/2018 tanggal 28 Desember 2018
dengan addendum yang kedua Nomor 1067/ADD/MRH/BDS/V/2020, tanggal
29 Mei 2020 dengan total kewajiban yang belum dilaksanakan prestasinya yaitu
saldo pembiayaan pokok sejumiah Rp. 304.459.584,00 (tiga ratus empat juta
empat ratus lima puluh sembilan riby lima ratus delapan puluh empat juta

rupiah) dan tunggakkan margin sejumiah Rp. 119.855.790,00 (seratus sembilan
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belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah),

biaya penaghan Rp. 5.000000,00 (ima juta rupiah) dengan total Rp.

429.315.374,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus lima belas
ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan jaminan berupa Sebidang

Tanah pekarangan seluas 820 M2 yang terletak di yang terletak di Desa

Balerejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, Propinsi Jawa

Timur Seriifikat Hak Miik No. 625, tanggal Penerbitan Seriifikat 6 Februari

1995, Surat Ukur No. 619 Tanggal 21 Desember 1994, atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat buki surat P.1 sid

P.12 dan seluruh bukii tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos

(nazegelen) dan sesuai dengan aslinya serta relevan dengan dalil gugatan

Penggugat, dengan demikian seluruh bukii tersebut telah memenuhi syarat

formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Penggugat dan bukti-bukti
surat Penggugat, terbukti fakia kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan akad Akad Peranjian
Pembiayaan Al Murabahah Nomor 1067/ADD/MRH/BDS/V/2018 tanggal 28
Desember 2018, selanjuinya selanjutnya dilakukan Addendum akad
pertama nomor 739/ADDMRH/BDS/XI2019, tanggal 28 November 2019
dan Addendum akad kedua nomor 1067/ADD/MRH/BDS/V/2020, tanggal
29 Mei 2020;

2. Bahwa dari addendum akad yang diakukan tersebut, Tergugat
berkewajiban melakukan pembayaran pokok dan margin sejumiah pokok
sejumlah Rp. 304.459.584,00 (tiga ratus empat juta empat ratus lima puluh
sembilan ribu lima ratus delapan puluh empat juta rupiah) dan tunggakkan
margin sejumiah Rp. 119.855.790,00 (seratus sembilan belas juta delapan
ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh mpiah), biaya
penaghan Rp. 5000.00000 (ima juta rupiah) dengan total Rp.
429.315.374,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus lima
belas ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah);

3. Bahwa atas pembiayaan tersebut Tergugat memberikan jaminan berupa
tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan dengan SHM nomor 625,
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tanggal 6 Februari 1995 yang teretak di Desa Balerejo, Kecamatan
Balerejo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur atas nama Umi Sukiswati binti
Masdoeri (Tergugat);

4. Bahwa pemberian jaminan berupa tanah atas nama Umi Sukiswati binti
Masdoeri tersebut atas persetujuan Manon Bowo Hendro Tjahyono
suaminya dan keduanya juga telah memberikan kuasa kepada PT BPRS
untuk menjual serta atas jaminan tanah tersebut juga telah keluar Surat
Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) di hadapan PPAT dan telah
keluar Sertifikat Hak Tanggungan;

5. Bahwa Penggugat membayar kewajibannya hingga cicilan ke-3 yaitu
tanggal 29 Agustus 2020 namun sejak cidlan yang keempat Tergugat tidak
melakukan pembayaran hingga sekarang;

6. Bahwa kewajiban yang haus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat
adalah Rp. 304.459.584,00 (tiga ratus empat juta empat ratus lima puluh
sembilan ribu lima ratus delapan puluh empat juta rupiah) dan tunggakkan
margin sejumiah Rp. 119.855.790,00 (seratus sembilan belas juta delapan
ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh mpiah), biaya
penaghan Rp. 5000.00000 (ima juta rupiah) dengan total Rp.
429.315.374,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus lima
belas ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah)

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan Adendum
Perjanjian sebanyak 2 kali yakni No. 739ADD/MRH/BDS/XI2019 tanggal
28 November 2019 dan Nomor 1067/ADD/MRH/BDS/V/2020, tanggal 29
Mei 2020;

8. Bahwa Penggugat telah memberikan peringatan kepada Tergugat untuk
memenuhi prestasinya pada 18 Februari 2021, 25 Maret 2021 dan 14 April
2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua fakta-fakta kejadian tersebut di
atas Hakim mempertimbangkan pefitum Penggugat satu persatu sebagai
berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu akan dipertimbangkan

setelah mempertimbangkan pefitum lainnya;
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Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua agar akad yang dibuat
pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 dengan nomor akad
2982/MRH/BDS/XI/2018, Addendum akad pertama pada hari Kamis tanggal 28
November 2019 dengan nomor akad 739/ADDMRH/BDSIXI2019, dan
Addendum akad kedua pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 dengan nomor
akad 1067/ADD/MRH/BDS/N//2020 tentang pembiayaan Murabahah, yang
dibuat antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pefitum kedua, karena telah ditemukan
fakta sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat dan para
Tergugat telah melakukan akad pembiayaan tersebut dan Hakim menilai akad
tersebut telah memenuhi ketentian sebagaimana diatur dalam Pasal 22 sampai
dengan Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka akad tersebut
haws dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian
petitum kedua patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga agar Tergugat dinyatakan
wanprestasi, Hakim mempertimbangkan berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
jo. Pasal 1338 KUHPerdata, akad pembiayaan murabahah yang dibuat oleh
Penggugat dan Tergugat berlaku sebagai nash syari'ah atau undang-undang
bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,
Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janj, apabila karena kesalahannya:

a. tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;

b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
<. melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau

d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa selanutnya dalam Pasal 37 Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah ditentukan bahwa Pihak dalam akad melakukan ingkar janji,
apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah

dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa
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pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang
ditentukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Adendum Perjanjian (Akad) Al
Murabahah Nomor 1067/ADD/MRH/BDSAV/2020, tanggal 29 Mei 2020,
Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa kelalaian nasabah unwk
melaksanakan kewajibannya menurut pefjanjian (akad) ini untuk membayar
angsuran fasilitas pembiayaan berikut margin keuntingan jual beli tersebut
tepat pada waktunya, dalam hal lewat waktu saja telah memberi bukti yang
cukup bahwa nasabah melalaikan kewajibannya, dengan ftidak diperukan
pemyataan terlebih dahulu bahwa ia tidak memenuhi kewajibannya tersebut
tepat pada waktunya. Untuk hal ini Penggugat dan Tergugat sepakat untuk
mengenyampingkan pasal 1238 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah jo. 1238 KUHPerdata dalam kasus wanprestasi harus
didahului dengan feguran atau peringatan (ingebrekestelling) agar kreditur
memenuhi prestasi yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa bila norma-norma di atas dihubungkan dengan fakta
bahwa sejak cicilan yang kedelapan Tergugat tidak melakukan pembayaran
sama sekali serta Penggugattelah melakukan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali
kepada Tergugat agar memenuhi prestasinya yaitu pada tanggal 18 Februari
2021, 25 Maret 2021, 14 April 2021 dan pemberitahuan lelang jaminan tanggal
7 September 2021 dan fakianya Tergugat fidak memenuhi prestasinya
sebagaimana yang telah disepakati dalam akad, maka dengan mendasarkan
kepada norma-noma dan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim menilai
Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat,
karenanya petitum kedua gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat, yaitu menghukum para
Tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp. 429.315.374,00
(empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus lima belas ribu tiga ratus
tujuh puluh empat rupiah), Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Tergugat terbukli masih belum
memenuhi prestasinya sejumiah Rp. 424.315.374,00 (empat ratus dua puluh
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empat juta tiga ratus lima belas ribu riga ratus tujuh puluh empat ribu
rupiah) dengan rincian saldo pokok sejumiah Rp. 304.459.584,00 (tiga ratus
empat juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh
empat juta rupiah) dan tunggakkan margin sejumiah Rp. 119.855.790,00
(seratus sembilan belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus
sembilan puluh rupiah), sedangkan untuk biaya penagihan sebesar Rp.
5.000.000,00 (lima juta rupiah) hakim menilai hal tersebut merupakan biaya
real cost yang dikeluarkan BPRS untuk menagh/menyelesaikan kewajiban
Tergugat, oleh karena itu maka gugatan Penggugat petitum keempat patut
dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka pefitum
pertama gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo para Tergugat pihak yang
kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat dihukum untuk
membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Repubiik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan
Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Perkara Ekonomi Syariah dan peraturan perundang-undangan serta

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Akad Pembiayaan
Murabahah nomor 2082/MRH/BDS/XII2018, tanggal 28 Desember 2018,
dengan Addendum akad pertama Nomor 739/ADD/MRH/BDS/XI/2019,
tanggal 28 November 2019 dan Addendum akad kedua Nomor
067/ADD/MRH/BDS/V/2020, tanggal 29 Mei 2020;

3. Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan cidera janj
(wanprestasi) kepada Penggugat;
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3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat seluruh
kerugian Penggugat sejumiah Rp. 429.315.374,00 (empat ratus dua puluh
sembilan juta tiga ratus lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh empat
rupiah) dengan rindian tunggakan pokok sebesar Rp. 304.459.584,00 (tiga
ratus empat juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus
delapan puluh empat juta rupiah) dan tunggakkan margin sejumiah Rp.
119.855.790,00 (seratus sembilan belas juta delapan ratus lima puluh
lima ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), serta biaya penagihan (real
cost) Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

4. Menghukum Tergugatuntuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp.305.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 14434 Hijriyah, oleh Septianah,
SHL, MH. sebagai Hakim pada Pengadian Agama Magelang, putisan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik oleh
Hakim tersebut dan dibantu oleh Mohamad Ifan, SH., sebagai Panitera
Pengganti;

Hakim

Septianah, S.H.I, MH.

Panitera Pengganti

Mohamad Irfan, S.H.
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PUTUSAN
Nomor 882/Pdt.GI2024/PA Bi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOYOLALI

Memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama

dalam persidangan secara elektronik telah menjatuhkan putusan  dalam
sengketa Lembaga Keuangan Mikro Syariah antara:

XXXXXXXXXX, yang berkedudukan di XXXXXXXXXX, diwakili oleh

XXXXXXXXXX, S.E, tempat tanggal lahir di Boyolali, 08

September 1960, agama Islam, alamat XXXXXXXXXX

selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa

kepada : Tiara Eka Pradina, S.H., dan kawan-kawan,

para Advokat yang berkantor di Kantor Tiara Fka

Pradina, SH. & Rekan beralamat di Dukuh

XXXXXXXXXX Kulon RT. 03 RW. 12, Desa Cepogo,

Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, dalam hal ini

menggunakan domisili elektronik pada alamat  email

yaraadv21@gmail

khusus tanggal 19 Juni 2024 dan telah terdaftar di

com,  berdasarkan surat kuasa

Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan
Register Nomor 419/SK/2024/PA.Bi tanggal 27 Juni
2024, sebagai Penggugat;

Lawan
XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Boyolali 3 Februari 1978,
agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,
Pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal ~di
XXXXXXXXXX,  dalam hal ini memberikan kuasa
kepada: Resludy Prasetyanto, S.H., dan kawan-kawan,
para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Restudy

Prasetyanto, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Kates
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Gang Agro Il No. 99 B Anggorosari, Kelurahan Pulisen,
Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, dalam hal ini
menggunakan domisili elektronik pada alamat  email
. berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 29 Agustus 2024, yang telah terdattar di

@gmail.c:

Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dalam register
kuasa khusus Nomor 588/SK/2024/PABi tanggal 02
September 2024, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukii di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Juni 2024
telah mengajukan gugatan ekonomi syariah wanperstasi dan ganti rugi yang
telah terdaftar secara elekironik di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Boyolali dibawah Nomor 882/Pdt.G/2024/PA.Bi, pada tanggal 27 Juni

2024 dengan dalil- dalil pada pokoknya sebagai berikut :
1. Bahwa PENGGUGAT adalah sebuah lembaga Koperasi Serba Usaha
Baaitul Maal Wal Tanwil "XXXXXXXXXX" (XXXXXXXXXX") berdasarkan
Surat Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil Dan Menengah
Republik Indonesia cq. Kantor Wilayah Propinsi Jawa Tengah cq. Kantor
Departemen Kabupaten Boyolali Nomor: XXXXXXXXXXtanggal 10 April
1999, sehingga dengan demikian sah sebagai entitas huku
2. Bahwa PENGGUGAT berdasarkan Akla Notaris No: 06 tanggal 11
April 2022 dari Notaris XXXXXXXXXXtentang Akta Perubahan Anggaran

Dasar Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) "BMT
XXXXXXXXXX", dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor XXXXXXXXXX, adalah Koperasi Simpan
Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) "BMT XXXXXXXXXX";

3. Bahwa berdasarkan surat Keputusan Nomor:
XXXXXXXXXXtertanggal O1 April 2021 dari Pengurus Koperasi Simpan
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Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) "BMT XXXXXXXXXX" tentang
Pengangkatan PENGGUGAT  sebagai  Direkur Utama, maka
PENGGUGAT telah sah melakukan tindakan hukum;

4. Bahwa Tergugat pada tanggal 11 Maret 2022 telah menandatangani
Akad Pembiayaan Murabahah sebagaimana tertuang dalam akad Nomor:
XXXXXXXXXXtanggal 11 Maret 2022 dan telah disetujui oleh Suami
Tergugat yaitu Bapak XXXXXXXXXX dengan ikut membubuhkan tangan
pada akad tersebut;

5. Bahwa Tergugat dan Bapak XXXXXXXXXX adalah sebagai suami istri
yang sah dibukikan dengan akia nikah nomor: XXXXXXXXXXyang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Boyolali pada tanggal
30 Desember 2002;

6. Bahwa isi perjanjan pembiayaan akad Murabahah Nomor
XXXXXXXXXX, adalah kesepakalan pembiayaan untuk pembelian 1
(satu) Unit XXXXXXXXXX;

7. Bahwa pembelian 1 (satu) Unit XXXXXXXXXX telah dilakukan oleh
Tergugat dengan membeli dari Sdr XXXXXXXXXX, dan telah dibayar
lunas  bersadarkan kwitansi pembayaran sebesar Rp 185.000.000,-
(seratus delapan puluh lima juta rupiah tertanggal 11 Maret 2022

8. Bahwa adapun unit kendaraan bermotor berupa Truck yang dibeli

oleh Tergugat dari sdr XXXXXXXXXX, dengan spesifikasi sebagai berikut

- Merk £ XXXXXXXXXX
- Tipe £ XXXXXXXXXX
- Tahun £ XXXXXXXXXX

- No. Rangka : XXXXXXXXXX
- No.Mesin  : XXXXXXXXXX

No. Polisi 1 XXXXXXXXXX
- AtasNama : XXXXXXXXXX

Warna £ XXXXXXXXXX
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- No BPKB £ XOKXXXXXXK
- Kondisi £ XXXXXXXXXX

9.Bahwa  dalam  Akad  Pembiayaan  Murabahah  Nomor
XXXXXXXXXXtanggal 11 Maret 2022 dimana telah terjadi kesepakatan
pembiayaan sebesar rincian pokok Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta
rupiah) dan margin sebesar Rp 16.400.000,- (enam belas juta empat
ratws ribu rupiah) sehingga total pinjaman Tergugat kepada Penggugat
sebesar Rp 86.400.000,- (delapan puluh enam juta empat ratus fibu
rupiah), yang wajib dibayarkan oleh Tergugat dengan cara diangsur
setiap bulannya dengan jangka waktu selama 18 (delapan belas) bulan,
yaitu dari tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 11 September
2023;

10. Bahwa dari pinjaman tersebut di atas, Tergugat menyerahkan
barang jaminan berupa unit kendaraan bermotor berupa Truck yaitu:

- Merk  XXXXXXXXXX
- Tipe £ XXXXXXXXXX
- Tahun £ XXXXXXXXXX

- No. Rangka : XXXXXXXXXX
- No.Mesin  : XXXXXXXXXX

No. Polisi 1 XXXXXXXXXX

Atas Nama : XXXXXXXXXX

- Wama 2 XXXXXXXXXX
- No BPKB 2 XXXXXXXXXX
- Kondisi 2 XXXXXXXXXX
LY Bahwa terhadap penyerahan barang jaminan berupa unit

XXXXXXXXXX Truck XXXXXXXXXXtersebul telah dituangkan dalam

Akta Jaminan Fidusia Nomor 91 tanggal 23 Maret 2022 yang dibuat oleh

Notaris XXXXXXXXXXyang berkedudukan di Kabupaten Semarang;
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12. Bahwa tehadap penyerahan barang jaminan berupa unit
XXXXXXXXXX Truck XXXXXXXXXXtersebut telah didaftarkan di Kantor
Pendaftaran Jaminan Fidusia Kemenkumham Wilayah Jawa Tengah
dengan  memperoleh  Serifikat  Jaminan  Fidusia  No:
XXXXXXXXXXTahun 2022 tanggal 20 April 2022;

13. Bahwa dalam perjanjian a quo, telah disepakati pengembalian
pinjaman yang harus di bayar setiap bulannya oleh Tergugat kepada
Penggugat sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu
tupiah) selama 18 (delapan belas) bulan terhitung dari tanggal 11 April
2022 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

14. Bahwa Tergugal selama ini atau setidak tidaknya sampai
dengan gugatan ini diajukan baru membayar total pokok dan margin
sebesar Rp 36.464.555,- (tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh
empat ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) dari total kewajiban yang
seharusnya dibayar sebesar Rp 86.400.000 - (delapan puluh enam juta
empat ratus ribu rupiah);

15, Bahwa sampai gugatan ini diajukan pembiayaan Tergugat
masih menyisakan pinjaman pokok Rp 42.000.000,- (tempat puluh dua
juta rupiah) dan margin Rp 7.935.445,- (wjuh juta sembilaran ratus tiga
puluh lima ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) sehingga total sisa.
pinjaman sampai gugatan ini disjukan yaitu sebesar Rp 49.935.445-
(empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu empat
ratus empat puluh fima rupiah) sampai dengan saat ini Tergugat tidak
menyelesaikan kewajiban tersebut;

16 Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah
berulang kali melakukan upaya hukum dengan teguran secara lisan,
tertulis maupun berupa pemberian Surat Peringatan kepada Tergugat

untuk segera melaksanakan kewajibannya, akan tetapi hasilnya nihil;
17. Bahwa skap Tergugal yang selama ini tidak menggubris
permintaan Penggugat untuk melunasi kewajiban kepada Penggugat,
maka sangatlah beralasan bagi Penggugat untuk mempunyai dugaan
bahwa Tergugat bermaksud menghindar dari tanggung  jawab
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pembayaran dan jelas merupakan perbuatan ingkar janji yang sangat
merugikan Penggugat;

18. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan
beralasan, jika Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van
gewijsde) dalam perkara a quo, dan oleh karenanya mohon untuk
menghukum Tergugat dengan membayar uang
paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap
harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan
hukum tetap (inkracht van gewijsde);

19. Bahwa Kekurangan pelunasan pembayaran Tergugat sebesar
Rp 49.935.445, (empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh
lima ribu empat ratus empat puluh lima rupiah), dan ditambah biaya yang
harus dikeluarkan untuk operasional penagihan dan biaya untuk
berperkara di pengadilan ini yang semuanya berjumlah tidak kurang dari
Rp. 15.000.000 (ima belas juta rupiah) sehingga total keseluruhan
kerugian materiil sebesar Rp. 64.935.445- (enam puluh empat juta
sembilan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);
20. Bahwa oleh karena Tergugat terbukii melakukan perbuatan
cidera janjil wanprestasi dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat,
maka sudah sepatutnya berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, Tergugat
patut dihukum untuk melunasi sisa hutang Rp 49.935.445,- (empat puluh
sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus empat
puluh lima rupiah) dan apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa
pinjaman secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap objek

jaminan fidusia berupa unit kendaraan bermotor yang berupa Truck:

- Merk £ XXXXXXXXXX
- Tipe £ XXXXXXXXXX
Tahun £ XXXXXXXXXX

- No. Rangka : XXXXXXXXXX
- No.Mesin  : XXXXXXXXXX
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- No.Polisi  : XXXXXXXXXX

- Atas Nama : XXXXXXXXXX

- wama £ O0KXXXXK
- NoBPKB £ XOXXXXXXXK
- Kondisi £ XXXXXXXXXX

iserahkan kepada penggugat tanpa beban apapun, untuk dilakukan

penjualan  dimuka umum dan hasil dari penjualan tersebut
dipergunakan untuk pelunasan/ mengurangi pembayaran pinjaman
kepada Penggugat, kemudian hasil penjualan dibayarkan kepada
Penggugat secara tunai dan sekaligus, dan apabila hasil penjualan
tersebut setelah dikurangi kerugian sebesar Rp. 64.935.445,- (enam
puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus
empat puluh lima rupiah) termasuk biaya-biaya yang timbul akibat
perkara ini masih terdapat sisa, maka akan dikembalikan kepada
Tergugat;
21 Bahwa oleh karena Tergugat terbukti cidera janjilwanprestasi
dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka Tergugat atau siapa
saja yang menguasai obyek jaminan fidusia patut dihukum untuk segera
menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban
apapun dan apabila Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek
jaminan fidusia tidak menyerahkan obyek jaminan secara sukarela maka
Penggugat dan/atau dengan bantuan pihak ketiga melakukan sita
eksekutorial berdasarkan Sertifikat Fidusia No: XXXXXXXXXXTahun
2022 tanggal 20 April 2022 terhadap obyek jaminan dari tangan Tergugat
atau atau siapa saja yang menguasai obyek jaminan fidusia tersebut;
22. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung dengan alat-alat bukii
otentik maka mohon agar putusan perkara ini dapat djalankan lebih
dahulu, walaupun  ada  upaya banding maupun  kasasi
(Uitvoerbaarbijvooraad);
23 Bahwa dengan telah secara sah dan meyakinkan, dimana
Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka telah patut dan
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adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara
yang timbul dalam perkara ini;
MAKA, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PENGGUGAT mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Boyolali cq. Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan menjatuhkan putusan

dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR :
"y Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk
seluruhnya.
2 Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian atara

Penggugat dan Tergugat sesuai Akad Perjanjian  Murabahah
sebagaimana tertuang dalam akad Nomor XXXXXXXXXXtanggal 11
Maret 2022.

3 Menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera
janjiwanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibanya
sesuai perjanjian;

4 Menetapkan sisa pinjaman Tergugat sebesar Rp 49.935.445,-
(empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu empat
ratus empat puluh lima rupiah), menjadi kewajiban Tergugat untuk
dibayarkan kepada Penggugat;

5 Menghukum Tergugat untuk membayar sisa pinjaman secara
kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp 49.935.445-
(empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu empat
ratus empat puluh lima rupiah) dan biaya penagihan dan penyelesaian
perkara sebesar Rp 15.000.000,- (iima belas juta rupiah), sehingga total
kerugian materil sebesar Rp. 64.935.445,- (enam puluh empat juta
sembilan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh lima
rupiah), selambat ~lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini
diucapkan;

6. Menghukum Tergugat untuk melunasi sisa hutang sebesar Rp
49.935.445,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima
tibu empat ratus empat puluh lima rupiah) dan apabila Tergugat tidak

segera untuk melunasi seluruh sisa pinjaman secara suka rela kepada
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Penggugat, maka terhadap objek jaminan fidusia berupa unit
kendaraan bermotor yang berupa Truck:

- Merk  XXXXXXXXXX
- Tipe L XXXXXXXXXX
- Tahun £ XXXXXXXXXX

- No. Rangka : XXXXXXXXXX

No. Mesin 1 XXXXXXXXXX

- No.Polisi 1 XXXXXXXXXX

Atas Nama  : XXXXXXXXXX

- Wama £ XXXXXXXXXX
- NoBPKB  XXXXXXXXXX
- Kondisi © XXXXXXXXXX

Diserahkan kepada penggugat tanpa beban apapun, untuk dilakukan
penjualan  dimuka umum dan hasil dari penjualan tersebut
dipergunakan untuk pelunasan/mengurangi  pembayaran  pinjaman
kepada Penggugat, kemudian hasil penjualan dibayarkan kepada
Penggugat secara tunai dan sekaligus. Dan apabila hasil penjualan
tersebut setelah dikurangi kerugian sebesar Rp. 64.935.445,- (enam
puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus empat
puluh lima rupiah) termasuk biaya — biaya yang timbul akibat perkara ini
masih terdapat sisa, maka akan dikembalikan kepada Tergugat;

. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek
jaminan fidusia untuk segera menyerahkan kepada Penggugat dalam
keadaan baik dan tanpa beban hak apapun dan apabila Tergugat atau
siapa saja yang menguasai obyek jaminan fidusia tidak menyerahkan
obyek jaminan secara sukarela maka Penggugat dan/atau dengan
bantuan pihak ketiga melakukan sita eksekutorial berdasarkan Sertifikat
Fidusia No: XXXXXXXXXXTahun 2022 tanggal 20 April 2022 terhadap
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obyek jaminan dari tangan Tergugat atau siapa saja yang menguasai
obyek jaminan fidusia terseebut;
8. Menghukum Tergugat membayar uang
paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (ima ratus ribu rupiah) setiap
harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan
hukum tetap (inkracht van gewijsde);
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu
meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij
voorraad);
10.  Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang
timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau bila Majelis Hakim berpendapat ain, mohon putusan yang
seadil-adiinya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan
Penggugat didampingi Kuasa Hukum dan Tergugat didampingi Kuasa
Hukum telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen Penggugat
yang termuat dalam Sistem Informasi  Pengadian  (SIP)  serta
menerima  asli dari dokumen- dokumen tersebut berupa Surat Gugatan,
Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2024, dan telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan Nomor 419/SK/2024/PA
Bi tanggal 27 Juni 2024 dan Surat Persetujuan Prinsipal  untuk
berperkara secara elekironik, selain it Majelis juga telah memeriksa
kelengkapan  dokumen Kuasa hukum berupa Kartu Tanda Pengenal
Advokat dan Berita Acara Sumpah Advokat yang  seluruhnya lengkap

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memeriksa  kelengkapan
dokumen Kuasa hukum Tergugat berupa Surat Kuasa Khusus tanggal 29
Agusius 2024 telah terdaltar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali
dengan Nomor 588/SK/2024/PA Bi tanggal 2 September 2024 dan Surat
Persetujuan Prinsipal untuk  berperkara secara elektronik, Kartu Tanda
Pengenal Advokat dan Berita Acara Sumpah Advokat  yang ~ seluruhnya
lengkap
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Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat
dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, Majelis Hakim telah pula memerintahkan
Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi dengan mediator non
hakim bersertifikat yang terdafiar di Pengadilan Agama Boyolali, Dinar Afif
Atifah Hadi, SH., MH., C.Me, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 19
Agustus 2024, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi telah dinyatakan tidak berhasil,
maka pemeriksaan terhadap pokok perkara ini dimulai dengan membacakan
surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan
oleh Penggugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilakukan dengan proses
e- litgasi dan kemudian antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim
menentukan jadwal persidangan yang disetujui Pemohon dan Termohon;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugal, Tergugat tidak
menyampaikan jawaban karena tidak mengunggah dokumen jawaban
melalui apiikasi e-court sesuai jadwal sidang yang telah disepakati;

Bahwa, karena Tergugat tidak menyampaikan jawaban, sidang
dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Bahwa, Penggugat untuk membukikan dali-dalil gugatannya,
telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta pendiiian Koperasi Serba Usaha Baitul Maal Wat
Tamwil (KSU BMT) XXXXXXXXXX tanggal 27 Februari 1999, bermaterai
cukup, telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya temyata.
0coK, diberitanda P.1;

2. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan
Menengah Republik Indonesia Nomor : XXXXXXXXXXtanggal 10 April
1999, bermaterai cukup, telah dinazegelen,setelah dicocokkan dengan
aslinya temyata cocok, diber tanda P.2;

3. Fotokopi Akta Perubahan terakhir KPPS BMT Nomor : 06, tanggal 11
April 2022, dikeluarkan oleh XXXXXXXXXX., bermaterai cukup, telah
dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya temyata cocok, diberi
tanda P.3;
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4. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Republik Indonesia
Nomor : AHU-0000261.AH.01.38.tahun 2022 tertanggal 25 April 2022,
yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, bermaterai
cukup, telah dinazegelen setelah dicocokkan dengan aslinya, temyata
cocok, diberi tanda P.4;

5. Folokopi  Surat  Kepuusan  Nomor 1 XXXXXXXXXXtentang
Pengangkatan Direktur Utama KSPPS BMT XXXXXXXXXX tangga 01
April 2021, yang dikeluaran oleh Ketua Pengurus KSPPS BMT
XXXXXXXXXX, bermaterai cukup, telah dinazegelen, ~setelah
dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXX tanggal 17
Februari 2016, bermaterai cukup, telah dinazegelen, tidak dapat
dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda_P.6;

7. Fotokopi Formulir Permohonan Pembiayaan tertanggal 07 Maret
2022, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan
dengan aslinya temyata cocok, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat NIK. XXXXXXXXXX
tanggal 20 Agusius 2018, bermaterai cukup, telah dinazegelen, tidak
dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi ~ Kutipan ~ Akta  Nlkah  Tergugat  Nomor
XXXXXXXXXXertanggal 30 Desember 2002, bermaterai cukup, telah
dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.8;
10. Fotokopi ~ Akad ~ Pembiayaan  Murabahah — Nomor
XXXXXXXXXXtertanggal 11 Maret 2022, bermaterai cukup, telah
dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,
diberitanda P.10;

11 Fotokopi  BPKB  XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX No. Pol
XXOOOOXXXX, warna  XXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXX,
bermaterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan
aslinya temyata cocok, diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Kuasa Tergugat kepada
XXXXXXXXXX(Manager KSPPS BMT XXXXXXXXXX Cabang Boyolali)
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tanggal 11 Maret 2022, bermaterai cukup, telah dinazegelen, tidak dapat
dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor : 91 tanggal 23 Maret
2022, yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXXbermaterai cukup, telah
dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,
diberi tanda P.13;

14 Fotokopi  Serifikat  Jaminan  Fidusia  Nomor
XXXXXXXXXXTahun 2022 tanggal 20 April 2022, yang dikeluarkan oleh
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direkiur
Jenderal Administrasi Hukum Umum, bermaterai cukup, telah
dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,
diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Lampiran XXXXXXXXXXTanda Terima Copy Akad
Pembiayaan Murabahah No. Akad : XXXXXXXXXXtertanggal 11 Maret
2022, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan
dengan aslinya temyata cocok, diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Kwitansi Pembelian Truck XXXXXXXXXX tahun
XXXXXXXXXX No. Pol XXXXXXXXXX, bermaterai cukup, telah
dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,
diberitanda P.16;

17. Fotokopi  dari  Surat Pemberitahuan kepada Tergugat
(XXXXXXXXXX) Nomor : XXXXXXXXXXtanggal 18 Desember 2023 dan
Tanda Terima Surat Surat, bermaterai cukup, telah dinazegelen, tidak
dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.17;

18. Fotokopi dari Surat Peringatan Tertlis ke-1 kepada Tergugat
(XXXXXXXXXX) Nomor : XXXXXXXXXXtertanggal 20 Desember 2023
dan Tanda Terima Surat, bermaterai cukup, telah dinazegelen, setelah
dicocokkan dengan aslinya, tenyata cocok, diberi tanda P.18;

19. Fotokopi dari Surat Peringatan Tertulis ke-2 kepada Tergugat
(XXXXXXXXXX) Nomor : XXXXXXXXXXtertanggal 22 Desember 2023
dan Tanda Terima Surat, bermaterai cukup, telah dinazegelen, setelah
dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.19;
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20. Fotokopi dari Surat Peringatan Tertulis ke-3 kepada Tergugat
(XXXXXXXXXX) Nomor : XXXXXXXXXXtertanggal 23 Januari 2024 dan
Tanda Terma Surat, bermaterai cukup, telah dinazegelen, setelah
dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.20;

21 Fotokopi dari Surat Pemberitahuan Rencana Eksekusi Unit
Jaminan  kepada  Tergugat  (XXXXXXXXXX)  Nomor
XXXXXXXXXXtertanggal 29 Januari 2024 dan Tanda Terima Surat,
bermaterai cukup, telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya
termyata cocok, diberi tanda P.2
22. Fotokopi Surat Perintah tanggal 26 Desember 2023,

bermaterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan
aslinya temyata cocok diberi tanda P.22;
23. Fotokopi Berita Acara tanggal 26 Desember 2023, bermaterai
cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya
temyata cocok, diberi tanda P.23;
24. Fotokopi Slip Pencairan Pembiayaan atas nama Tergugat
(XXXXXXXXXX) tanggal 11 Maret 2022, bermaterai cukup, telah
dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,
diberi tanda P.24;
Bahwa, bukii surat Penggugat telah diperlihatkan kepada Tergugat,
dan Tergugat menyatakan tidak keberatan atas isi dari buki surat
Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk perkara ini;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis
tanggal 21 Okober 2024, isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam
berita acara sidang yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil
gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa, Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal
yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;
Kompetensi Pengadilan

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis
Hakim memandang perlu memeriksa kompetensi absolut dan kompetensi
relatif pengadilan dalam perkara ini, Majelis Hakim juga perlu
mempertimbangkan persona standi in judicio atau subyek hukum untuk
mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 49 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun XXXXXXXXXX
jis. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2003 tanggal 29
Agustus 2013 dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor
14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi
Syariah, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan akad yang menjadi dasar hukum
perkara a quo (vide buki P.10) berupa Akia Pembiayaan Murabahah
Nomor : XXXXXXXXXXtertanggal 11 Maret 2022, sebagaimana termuat
dalam Pasal 8 yang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa para pihak
apabila musyawarah tidak tercapai akan dilakukan melalui Pengadilan
Agama di tempat KSPPS BMT XXXXXXXXXX Kantor Cabang berdomisili,
oleh karena itu sesuai dengan Pasal 118 ayat (6) HIR: “Jika ada piihan
domisili yang tertulis dalam akia, maka gugatan dimasukkan di tempat
domisili yang  dipilih itu”, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, perkara
ini menjadi kewenangan relaif Pengadilan Agama Boyolali
Kedudukan Hukum Pihak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (2) Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah yang menerangkan subyek hukum adalah orang
perseorangan, persekutuan, atau badan usaha yang_ berbadan hukum  atau
tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung
hak dan kewajiban;
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Menimbang, bahwa Penggugat (vide bukii P.8) adalah subyek
hukum yang merupakan perwakian sah dari badan hukum lembaga
koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah BMT XXXXXXXXXX yang
telah melakukan akad dengan Tergugal selaku perseorangan dan merasa
dirugikan ~ karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana
Akta Pembiayaan Murabahah Nomor : XXXXXXXXXXtertanggal 11 Maret
2022, berdasar itu, maka sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (2) huruf (a) dan
Pasal 32 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian, Penggugat telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum
dan dapat diterima sebagai Penggugat dalam perkara ini
Kedudukan Hukum Kuasa

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para advokat
yang telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan menmiliki
Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang dikeluarkan oleh Perhimpunan
Advokat Indonesia (PERADI) dan masih berlaku sampai tanggal 31
Desember 2024, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Pasal 37 Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun XXXXXXXXXX serta
Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
XXXXXXXXXX, Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Penggugat merupakan
subjek pemberi bantuan hukum yang sah sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2024 yang
dibuat oleh Penggugat telah memenuhi unsur kekhususan Karena secara
jelas telah menunjuk perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Boyolali
antara Penggugat melawan Tergugat disertai uraian materi yang menjadi
batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan. Selain i sural kuasa
tersebut telah dilegalisir oleh Panitera selaku pejabat publik di Pengadilan
Agama Boyolali sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 123 HIR jo. Surat
Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa
Khusus dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 626 K/Pdt2004
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tanggal 29 November 2004. Oleh karenanya Maielis Hakim berpendapat
surat kuasa khusus tersebut dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di  atas
Majelis Hakim berpendapat Kuasa Hukum Penggugal mempunyai
kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau
mendampingi Penggugat serta berhak melakukan tindakan hukum atas
nama Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun kuasa hukum Tergugat, setelah
memeriksa sural kuasa khusus tanggal 2 Seplember 2024, berita acara
pengambilan sumpah sebagai advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat
(KTPA) masing-masing Kuasa hukum Tergugat, Majelis Hakim menilai Kuasa
Hukum Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah
sebagai advokat profesional dan mempunyai kedudukan hukum (legal
standing) yang sah untuk mewakiii dan atau mendampingi Tergugat serta
berhak melakukan tindakan hukum atas nama Tergugat dalam perkara ini;
Upaya Damai

Mernimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para

pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan

perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi
dengan mediator Dinar Afif Atifah Hadi, SH., MH., C.Me,, namun berdasarkan
laporan mediator tanggal 19 Agustus 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan
demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan
Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
‘Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara
Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah gugatan
Penggugal mengenai wanprestasi yang telah dilakukan Tergugat
berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah sebagaimana tertuang dalam ak
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ad Nomor: XXXXXXXXXXtanggal 11 Maret 2022 yang telah ditandatangani
oleh Penggugat dan Tergugat, berdasarkan akad tersebut telah terjadi
kesepakatan pembiayaan oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar rincian
pokok Rp 70.000.000,- (tjuh puluh juta rupiah) dan margin sebesar Rp
16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) sehingga total

pinjaman Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 86.400.000,- (delapan

puluh enam juta empat raws ribu rupiah), yang wajib dibayarkan oleh
Tergugat dengan cara diangsur setiap bulannya dengan jangka waktu selam
a 18 (delapan belas) bulan, yaitu dari tanggal 11 April 2022 sampai dengan t
anggal 11 September 2023, akan tetapi Tergugat selama ini atau setidak tida
knya sampai dengan gugatan ini diajukan baru membayar total pokok dan
margin sebesar Rp 36.464.555- (tiga puluh enam juta empat ratus enam
puluh empat ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), oleh karena Penggugat
telah berulangkali melakukan teguran kepada Tergugat tetapi tidak ada
tanggapan maka Penggugat memohon Pengadilan agar menyatakan Tergug
at telah melakukan perbuatan cidera janjil wanprestasi dan menghukum
Tergugat untuk melunasi sisa hutang Tergugat tersebu;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak
menyampaikan jawaban karena Tergugat tidak mengunggah dokumen
elektronik jawaban Tergugat meskipun telah diberikan kesempatan untuk
menyampaikan jawaban sesuai jadwal dan acara persidangan yang telah
disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 ayat
4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh
karenanya Tergugat harus dianggap tidak menggunakan hak Tergugat untuk
menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak mengajukan jawaban maka
menurut hukum harus dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil
gugatan Penggugat, sehingga oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat
harus dinyatakan telah terbukti, namun demikian untuk memastikan bahwa
gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak dan
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untuk memenuhi ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUHPerdata maka
Penggugat berkewajiban untuk membukiikan dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil gugatannya
Penggugat mengajukan alat bukii surat, yaitu P1 sampai dengan P.24,
terhadap bukti-buki tersebut Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan
sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil ~gugatannya
Penggugat mengajukan alat buki surat yang diberi tanda P.1 sampai
dengan P.24, buki suratsurat tersebut telah diberi meterai cukup,
dinazegellen pejabal berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai (kecuali bukii P.6, P8, P9 dan P12 yang tidak dapat
dicocokkan dengan aslinya), karenanya buki surat-surat tersebut memenuhi
kelentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 165
HIR serta Pasal 1 angka 2 juncto Pasal 3 ayat (1) huf (b) juncto Pasal 4
dan Pasal 5 UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga
secara formil dapat diterima sebagai bukii yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P:3, dan P.4 berupa Akta
Pendirian Koperasi Serba Usaha BMT XXXXXXXXXX, SK Menteri Koperasi
Pengusaha Kecil dan Menengah RI tentang pengesahan akia pendirian KSU
BMT  XXXXXXXXXX, akta notaris tentang perubahan KSU BMT
XXXXXXXXXX menjadi KSPPS BMT XXXXXXXXXX, Keputusan Menteri
Hukum dan HAM RI tentang pengesahan Perubahan Anggaran Dasar
KSPPS BMT XXXXXXXXXX, Majelis menilai bukii surat tersebut merupakan
akia otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempuma dan
mengikat (volledig en bindende bewijskracht), dan secara materill telah
relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan membukikan dalil posita
gugatan Penggugat angka 1 dan 2 bahwa KSPPS BMT XXXXXXXXXX
semula bernama KSU BMT XXXXXXXXXX dan sebagai badan usaha telah
memperoleh status Badan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena KSPPS BMT XXXXXXXXXX
merupakan badan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2)
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Perma Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,
yang menyatakan *Subyek hukum adalah orang perseorangan, persekutuan,
atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang
memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban”; KSPPS
BMT XXXXXXXXXX berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P:5 (fotokopi surat keputusan
Pengurus KSPPS BMT XXXXXXXXXX) dihubungkan dengan bukti P.6
(fotokopi KTP atas nama XXXXXXXXXX) Majelis Hakim menilai bukti surat
tersebut merupakan akia otentik dan mempunyai kekuatan pembukiian
yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskrachr), dan
secara materill telah relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan
membukikan dalil gugatan Penggugat posita angka 3 bahwa
XXXXXXXXXX,S.E. adalah Direktur Utama KSPPS BMT XXXXXXXXXX
yang diangkat, diberikan dan diimpahkan wewenang serta tanggung jawab
oleh pengurus koperasi untuk memimpin dan menjalankan fungsinya sesuai
visi dan misi serta kebijakan lain yang ditetapkan BMT XXXXXXXXXX
selama masa periode 01 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025,
termasuk dalam hal ini mewakili kepentingan pengurus. sesuai ketentan
Pasal 30 ayal (2) huruf (a) dan Pasal 32 angka 1 Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1992, sehingga XXXXXXXXXX, S.E. memiliki kapasitas dan
kepentingan mewakili koperasi tersebut di dalam maupun di luar pengadilan
termasuk dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 (fotokopi formulir permohonan
pembiayaan dari Tergugal kepada Penggugat tanggal 7 Maret 2022), Majelis
Hakim menilai bukti tersebut sebagai akta sepihak, dan berdasarkan Pasal
1878 KUH Perdata, bukii tersebut mempunyai kekuatan pembukiian yang
bebas, akan tetapi oleh karena terhadap buki surat tidak ada
keberatan/bantahan dari Tergugat dan secara materill telah relevan dengan
dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan bukii sural tersebut terbukii
bahwa Tergugat pada tanggal 7 Maret 2022 telah mengajukan Permohonan
Pembiayaan kepada KSPPS BMT XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap buki surat P.10 berupa Akad
Pembiayaan Murabahah Nomor XXXXXXXXXXtanggal 11 Maret 2022 yang
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dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim
menilai meskipun buki surat tersebut merupakan akta di bawah tangan akan
tetapi karena tidak dibantah oleh Tergugat maka mempunyai kekuatan
pembukiian sebagaimana akia autentik sehingga mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempuma dan mengikat (volledig en bindende
bewijskrach), dan berdasarkan bukii surat tersebut terbukti dalil gugatan
Penggugat posita angka 4 dan 6 bahwa KSPPS BMT XXXXXXXXXX yang
diwakili oleh Wijayant, S.Sos. selaku manager cabang dengan Tergugat
(XXXXXXXXXX) disetujui oleh suami Tergugat bemama XXXXXXXXXX,
telah melakukan akad pembiayaan murabahah untuk pembelian 1 (satu) Unit
XXXXXXXXXX serta patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak benar-benar
telah memahami seluruh isinya, menerima segala kewajiban dan hak yang
timbul karenanya;

Menimbang, bahwa bukii surat P10 jika dihubungkan dengan bukii
P8 dan P9 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk dan buku kutipan akia nikah
atas nama Tergugat ) meskipun bukti P:8 dan P.9 tersebut tidak dapat
dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi karena tidak dibantah oleh Tergugat
dan isi dari bukii surat tersebut berkesesuaian dengan bukti P.10 yang oleh
majelis Hakim telah dinilai mempunyai kekuatan pembukiian sebagaimana
akta otentik, maka bukii tersebut telah memenuhi syarat formil bukti dan
secara materiil membuktikan dalil gugatan Penggugat posita angka 5, bahwa
Tergugat dan Bapak XXXXXXXXXX adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukii P11 (fotokopi BPKB
XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX  No.  Pol  XXXXXXXXXX, — warna
XXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXX, Majelis menilai bukti tersebut
merupakan akta otenitk dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat dan apabila dihubungkan dengan bukii P16 (fotokopi kwitansi
pembelian  Truck XXXXXXXXXX tahun  XXXXXXXXXX  No. Pol
XXXXXXXXXX), secara materiil membukikan dalil gugatan Penggugat
posita angka 6, 7 dan 8 dan 10, bahwa Tergugat menggunakan pembiayaan
berdasarkan akad murabahah untuk pembelian satu unit kendaraan Truck
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXTahun XXXXXXXXXX dengan Nomor Polisi
XXXXXXXXXX, pembelian tersebut telah dibayar lunas oleh Tergugat,
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selanjutnya kendaraan tersebut oleh Tergugat diajukan sebagai barang
jaminan atas pembiayaan murabahah antara Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.12, P.13, dan P.14, Majelis
menilai bukii surat-surat tersebut merupakan akia otentitk dengan kekuatan
pembuktian yang sempuma dan mengikat, dan secara materiil membuktikan
dalil gugatan Penggugat posita angka 11 dan 12, bahwa barang jaminan
Tergugat yang telah dituangkan dalam akia jaminan fidusia telah didaftarkan
dan memperoleh sertifikat jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap bukii P17, P18, P19 dan P20 berupa
fotokopi surat Pemberitahuan dan Surat Peringatan Tertulis ke-1, ke-2 dan
ke-3 masing-masing beserta tanda terima, Majelis menilai bukii surat-surat
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta sepihak
menurut ketentuan Pasal 1878 KUH Perdata sehingga mempunyai kekuatan
pembuktian yang bebas, dan karena tidak ada keberatan/antahan dari
Tergugat, maka secara materiil membukikan dalil gugatan Penggugat posita
angka 16, bahwa Tergugat telah diberitahu dan ditegur melallui surat
peringatan terlis sebanyak 3 (iga) kal oleh Penggugat untuk
melaksanakan pembayaran sisa kewajiban Tergugat kepada Penggugat
sebesar Rp XXXXXXXXXX yang jatuh tempo terakhir pada tanggal 23
Januari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P21 berupa fotokopi surat
Pemberitahuan dan tanda terimanya majelis menilai buki surat tersebut telah
memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta sepihak menurut ketentuan
Pasal 1878 KUH Perdata sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang
bebas, karena tidak ada keberatan/bantahan dari Tergugat, maka secara
materil membuktikan bahwa pada tanggal 29 Januari 2024 Penggugat telah
memberitahukan kepada Tergugat tentang rencana Penggugat melakukan
ekseksusi unit jaminan atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama
setempat jika Tergugat tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran atas
pembiayaan yang telah diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.22, P:23 dan P24 berupa Surat
Perintah, berita acara penyerahan barang jaminan dan slip pencairan

pembiayaan, majelis menilai bukti surat-surat tersebut telah memenuhi
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syarat formil dan materiil sebagai akta sepihak menurut ketentuan Pasal
1878 KUH Perdata sehingga mempunyai kekuatan pembukiian yang bebas.
dan karena tidak ada keberatan/bantahan dari Tergugat, maka secara
materiil membukiikan bahwa pada tanggal 11 Maret 2022 Tergugal telah
menerima  dana pembiayaan murabahah dari Penggugat sejumiah
Rp70.000.000;- (juh puluh juta rupiah), dan Tergugat telah menyerahkan
barang jaminan kepada Penggugat, sebagai realisasi dari Akad Pembiayaan
Murabahah Nomor XXXXXXXXXXtanggal 11 Maret 2022 (vide bukti P.10);
Fakta Hukum
Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat,
ditemukan fakta hukum sebagai berikut :
1. Bahwa, Penggugat dengan diwakili manajer cabang KSPPS BMT
XXXXXXXXXX dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Akad
Pembiayaan Murabahah Nomor XXXXXXXXXXtanggal 11 Maret 2022
untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan bermotor yang berupa Truck
Merk XXXXXXXXXX, Tipe XXXXXXXXXX, Tahun XXXXXXXXXX, No.
Rangka ~ XXXXXXXXXX, No. Mesin XXXXXXXXXX, No. Polisi
XXXXXXXXXX, sesuai BPKB Nomor X XXXXXXXXX

2. Bahwa, Tergugat telah menerima pembiayaan dari Penggugat sesuai
akad pembiayaan murabahah tersebut sebesar Rp86.400.000,00
(delapan puluh enam juta empat rats ribu rupiah), dengan margin
sebesar Rp16.400.000,00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) dari
harga pokok 70.000.000,00 (twjuh puluh juta rupiah), dengan ketentuan
pembayaran angsuran selama 18 (delapan belas) kali terhitng dari
tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

3. Bahwa, sebagai jaminan atas pembiayaan tersebut, berdasarkan
kesepakatan pada akad, Tergugat telah menyerahkan asli BPKB Nomor
XXXXXXXXXX sebagai bukti kepemilikan Tergugat atas 1 (satu) unit
kendaraan bermotor berupa Truck Merk XXXXXXXXXX, Tipe
XXXXXXXXXX, Tahun XXXXXXXXXX, No. Rangka XXXXXXXXXX,
No. Mesin XXXXXXXXXX, No. Polisi XXXXXXXXXX, atas Nama
XXXXXXXXXX, kepada Penggugat;
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4. Bahwa, Tergugat telah menguasakan kepada Penggugat untuk
menandatangani akta jaminan fidusia dan berdasarkan surat kuasa
tersebut telah terbit akta jaminan fidusia nomor 91 tanggal 23 Maret 2022
yang telah didaftarkan dan dikeluarkan ~seriifikat jaminan fidusia:
XXXXXXXXXXTahun 2022 tanggal 20 April 2022, yang dikeluarkan dan
ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesi

5. Bahwa, Tergugat telah membayar angsuran atas pembiayaan
tersebul, tetapi setidak-idaknya sampai dengan tanggal 18 Desember
2023 tidak pernah membayar angsuran lagi sebagaimana yang telah
dijanjikan, ~ Penggugat telah memberikan peringatan penagihan dan
somasi kepada Tergugat sebanyak 3 (iiga) kali agar Tergugat
menyelesaikan kewajibannya akan tetapi Tergugat tidak memenuhi
kewajibannya untuk membayar angsuran;

6. Bahwa, akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat dirugikan
secara materiil yang menurut perhitungan Penggugat sesuai Akad
Pembiayaan Murabahah Nomor XXXXXXXXXXtanggal 11 Maret 2022
berupa sisa pengembalian pokok dan margin sebesar Rp XXXXXXXXXX;
Pertimbangan petitum demi petitum
Menimbang, bahwa berdasarkan petium Penggugat dan  faka
hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai
berikut :
Petitum tentang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1

(satu) yang memohon agar Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat

seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena petitum gugatan

Penggugat lebih dari satu maka akan dipertimbangkan setelah Majelis

Hakim mempertimbangkan keseluruhan petitum gugatan Penggugat

Petitum tentang sah dan mengikatnya akad

Mernimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat memohon
agar Pengadilan menyatakan sah dan mengikat demi hukum  perjanjian
atara Penggugat dan Tergugat sesuai Akad Pembiayaan Murabahah

Nomor : XXXXXXXXXXtertanggal 11 Maret 2022, karenanya Majelis akan

Halaman 24 darl 37 Hel. Sallnan Putusan Nomor 882/Pdt.G/2024/PA.BI

e st A apei s s sk e S o i e g R S A s L, s 43S

ey i 0 a8 P o i o A K o R s fiatn ¢





image51.jpeg
DirgktexiPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah akad tersebut telah memenuhi syarat sahnya
suatu perjanjian serta telah memenuhi ketentuan prinsip syariah;
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 angka 1 Kompilasi
Hukum Ekonomi Syarah bahwa “akad adalah kesepakatan dalam suatu
perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau  tidak
melakukan perbuatan hukum tertentu” dan pasal 22 Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah bahwa “rukun akad terdiri atas : a. Pihak-pihak yang
berakad, b. Obyek akad, c. Tujuan pokok akad, dan d. Kesepakatany’,
dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 23, 24 dan 25
Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‘ah, serta khusus mengenai rukun ~dan
syarat Murabahah adalah sebagaimana yang ~ditentukan dalam  Pasal
116 sampai dengan Pasal 124 Kompilasi Hukum  Ekonomi Syari'ah,
serta Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan
yang tercantum  dalam  Akad Pembiayaan Murabahah Nomor :
XXXXXXXXXXtertanggal 11 Maret 2022 telah memenuhi syarat-syarat
sahnya akad sebagaimana pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah yaitu:
- Parapihak yang berakad terdiri dari Penggugat sebagai badan
usaha (Badan Hukum Perseroan Terbatas) dan Tergugat adalah
orang yang cakap hukum, berakal dan tamyiz; memenuhi norma
pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;

- Obyek akad dalam hal ini modal ~dari Penggugat adalah
harta yang halal, suci, bermanfaat, milik sempurna dan  dapat
diserahterimakan, maka terpenuhi norma pasal 24 Kompilasi

Hukum Ekonomi Syari‘ah;

- Tujuan akad adalah untuk pengembangan usaha masing-
masing pihak yang mengadakan akad, memenuhi norma pasal 25

ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‘ah;

- Perjanjian ini telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan

telah mendapat persetujuan suami Tergugat dengan kesadaran penuh
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